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CATATAN PENGGUNAAN

Buku ini disusun untuk pendidikan, diskusi akademik, penguatan organisasi, dan
literasi warga. Penjelasan mengenai hukum dimaksudkan sebagai pengantar
konseptual, bukan pengganti nasihat hukum profesional atau pembacaan naskah
peraturan yang resmi dan mutakhir.

Status peraturan dan rujukan hukum dalam buku ini diperiksa sampai 5 Agustus
2026. Perubahan undang-undang, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, serta
kebijakan kelembagaan setelah tanggal tersebut perlu diverifikasi kembali melalui
sumber resmi.

Contoh kasus di dalam buku bersifat hipotetis atau disederhanakan untuk
pembelajaran. Kesamaan dengan individu, organisasi, atau peristiwa tertentu tidak
dimaksudkan sebagai tuduhan. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani melalui
verifikasi, hak jawab, prosedur yang berwenang, dan perlindungan terhadap pihak
yang beritikad baik.

Prinsip utama: Kritik yang kuat tidak membutuhkan fitnah. Pengawasan yang
efektif bertumpu pada bukti, prosedur, keberanian, dan tujuan perbaikan.



KATA PENGANTAR

Politik menentukan bagaimana sumber daya dibagikan, bagaimana hukum
dijalankan, dan bagaimana kelompok yang berbeda hidup bersama. Karena
dampaknya luas, politik tidak cukup dinilai dari kemenangan elektoral,
popularitas, atau keberhasilan membangun citra. Politik harus dinilai dari mutu
keputusan, keadilan proses, perlindungan hak, keterbukaan penggunaan uang
publik, serta kesediaan pejabat untuk menjelaskan dan memperbaiki tindakannya.

Korupsi merusak hubungan antara kekuasaan dan amanat. la dapat berbentuk
transaksi uang, pemberian fasilitas, titipan, manipulasi data, konflik kepentingan,
pengaturan tender, pemerasan, penggelapan, atau kebijakan yang sengaja
diarahkan untuk menguntungkan kelompok sempit. Dampaknya bukan hanya
kerugian anggaran, tetapi juga layanan yang buruk, ketimpangan, hilangnya
kesempatan, melemahnya kepercayaan, dan tumbuhnya anggapan bahwa
kejujuran tidak berguna.

Pengawasan publik adalah mekanisme demokratis agar kekuasaan tidak berjalan
tanpa koreksi. Ulama memberi orientasi moral; akademisi menyediakan analisis;
media memeriksa fakta dan membuka ruang publik; organisasi masyarakat
mengorganisasi kepentingan warga; auditor menilai bukti; dan masyarakat
menyampaikan pengalaman langsung. Semua peran itu memerlukan etika, sebab
pengawas juga dapat terjebak konflik kepentingan, informasi keliru, sensasi, atau
fanatisme politik.

Buku ini dirancang agar dapat digunakan dalam perkuliahan, pengajian, pelatihan
organisasi, pendidikan kader, forum warga, dan pembelajaran mandiri. Setiap bab
memuat konsep, skenario, peta risiko, langkah pengendalian, serta pertanyaan
pemeriksaan. Pembaca didorong untuk menghubungkan nilai amanah dan
keadilan dengan prosedur konkret seperti keterbukaan data, deklarasi konflik
kepentingan, audit, pelaporan pelanggaran, perlindungan saksi, dan tindak lanjut
temuan.



CARA MENGGUNAKAN BUKU

Buku ini dapat dibaca berurutan atau dipilih sesuai kebutuhan. Bab 1 sampai Bab
4 membangun dasar etika dan mengenalkan bentuk penyimpangan. Bab 5 sampai
Bab 7 membahas instrumen keterbukaan, audit, serta ekosistem pengawasan. Bab
8 dan Bab 9 memberi panduan etika kritik, advokasi, pelaporan, dan pelindungan.
Bab 10 menyatukan seluruh pembahasan menjadi agenda budaya integritas.

1. Untuk perkuliahan: pilih satu subbab, diskusikan skenario, kemudian minta
mahasiswa menyusun analisis risiko dan rekomendasi.

2. Untuk pengajian atau pendidikan kader: baca ayat pembuka, hubungkan nilai
amanah dengan contoh kelembagaan, lalu rumuskan komitmen praktis.

3. Untuk organisasi: gunakan tabel pengendalian sebagai bahan audit mandiri
terhadap proses anggaran, rekrutmen, pengadaan, dan pengaduan.

4. Untuk warga: gunakan pertanyaan pemeriksaan untuk menyusun permohonan
informasi, laporan layanan, atau advokasi yang berbasis bukti.
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BAB 1 — ETIKA POLITIK SEBAGAI AMANAT
PUBLIK

QS An-Nisa [4]: 58
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Makna ringkas: Allah memerintahkan amanat diserahkan kepada yang berhak dan
keputusan di antara manusia ditegakkan dengan adil.

Bab ini meletakkan dasar bahwa politik bukan sekadar persaingan memperoleh
jabatan, melainkan pengelolaan  kekuasaan untuk melindungi hak,
mengalokasikan sumber daya, dan menyelesaikan perbedaan secara adil.

Tujuan bab ini adalah membantu pembaca menghubungkan prinsip moral dengan
tindakan yang dapat diamati. Pembahasan tidak berhenti pada kecaman terhadap
pelanggaran, tetapi menelusuri bagaimana aturan, data, pembagian tugas,
partisipasi, audit, dan perlindungan pelapor dapat mengurangi risiko
penyalahgunaan kekuasaan.

Pertanyaan kunci bab: Siapa mengambil keputusan, berdasarkan data apa, untuk
kepentingan siapa, dengan biaya berapa, melalui prosedur apa, dan bagaimana
masyarakat dapat memeriksa serta meminta perbaikan?

1.1 Politik sebagai Pelayanan Publik

Fokus: Politik sebagai pelayanan publik dan cara mencegah keadaan ketika politik
diperlakukan sebagai transaksi kuasa.

Ketika kebijakan diterapkan, politik sebagai pelayanan publik perlu dipahami
sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar
urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya
adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya,
bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika politik diperlakukan sebagai
transaksi kuasa, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip kejujuran
menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Namun demikian, pembahasan politik sebagai
pelayanan publik harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku
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individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu
pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai
kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil
selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan warga dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus penyusunan prioritas program, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, mandat yang terukur dan dapat dievaluasi dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah politik sebagai pelayanan publik jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Pada akhirnya, pencegahan perlu menyatukan
mandat yang terukur dan dapat dievaluasi, penguatan kompetensi, dan mekanisme
koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan
sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan
lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika penyusunan prioritas program diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
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penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. mandat yang terukur dan dapat dievaluasi menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan politik sebagai pelayanan publik dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Dalam konteks tersebut, mandat
yang terukur dan dapat dievaluasi harus dinilai dari perubahan perilaku dan
kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga
dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

hanya dikuasai sedikit orang.

koreksi menyempit.

. ) Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejal Perlu Dib
€)a’a yang 2eriu Dibaca Kelola Disarankan
Keputusan tentang  politik | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
sebagai  pelayanan publik | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan

telaah pihak yang independen.

Ada dekat
penyusunan prioritas program
yang tidak diumumkan.

relasi dalam

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai politik
diperlakukan sebagai transaksi
kuasa terlambat, tidak
lengkap, atau sulit
dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab

keterangan.

sulit dimintai

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap politik sebagai
pelayanan  publik  dijawab
dengan serangan pribadi.

Substansi masalah hilang dan
partisipasi berubah menjadi
polarisasi.

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan;  sediakan  forum
jawab serta hak koreksi.

Tindak lanjut atas temuan
politik diperlakukan sebagai

transaksi kuasa tidak memiliki

Masalah
kepatuhan

dan
menjadi

berulang
hanya
kegiatan administratif.

Susun rencana aksi, tenggat,
indikator hasil, bukti
eskalasi

pelaksanaan, dan
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Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai politik sebagai pelayanan publik
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika politik
diperlakukan sebagai transaksi kuasa?

3. Apakah proses penyusunan prioritas program memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa mandat yang terukur dan dapat dievaluasi
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Politik sebagai Pelayanan Publik menegaskan bahwa politik sebagai pelayanan
publik harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika politik diperlakukan sebagai transaksi
kuasa. Dalam konteks penyusunan prioritas program, langkah minimum yang
patut dilakukan adalah mandat yang terukur dan dapat dievaluasi. Penilaian harus
berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

1.2 Kekuasaan, Amanat, dan Tanggung Jawab

Fokus: Kekuasaan sebagai amanat dan cara mencegah keadaan ketika jabatan
dianggap milik pribadi atau kelompok.

Dilihat dari tata kelola, kekuasaan sebagai amanat perlu dipahami sebagai bagian
dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan teknis yang
hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah siapa yang
memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana alasan keputusan
disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki kesempatan untuk
menyampaikan keberatan. Ketika jabatan dianggap milik pribadi atau kelompok,
keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi kehilangan
legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan, keterbukaan, atau
perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip profesionalitas menuntut agar
kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan kesediaan
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untuk diperiksa. Pada akhirnya, pembahasan kekuasaan sebagai amanat harus
menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman
konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua
kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau
sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada
putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan warga dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pemberian kewenangan kepada pejabat,
ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat
atau kepatuhan dokumen. Padahal, pembatasan kewenangan dan pelaporan hasil
dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah kekuasaan sebagai amanat jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung
dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi, kualitas
data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika penghargaan
hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong memanipulasi
pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak memberi
teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan.
Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah
dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang berulang
tidak terlihat sebagai pola. Pada akhirnya, pencegahan perlu menyatukan
pembatasan kewenangan dan pelaporan hasil, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pemberian kewenangan kepada pejabat
diputuskan dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen
dasar tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
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memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. pembatasan kewenangan dan pelaporan
hasil menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan
narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan kekuasaan sebagai amanat dapat dimulai dengan menentukan pemilik
proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib disimpan.
Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Secara operasional, pembatasan
kewenangan dan pelaporan hasil harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas
hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang kekuasaan
sebagai amanat hanya dikuasai
sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan  publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada dekat
pemberian kewenangan
kepada pejabat yang tidak
diumumkan.

relasi dalam

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai  jabatan
dianggap milik pribadi atau
kelompok terlambat, tidak
lengkap, sulit
dibandingkan.

atau

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap kekuasaan
sebagai dijawab
dengan serangan pribadi.

amanat

Substansi masalah hilang dan
partisipasi berubah menjadi
polarisasi.

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan;  sediakan  forum
jawab serta hak koreksi.
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Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
jabatan dianggap milik pribadi | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
atau kelompok tidak memiliki | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai kekuasaan sebagai amanat
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika jabatan
dianggap milik pribadi atau kelompok?

3. Apakah proses pemberian kewenangan kepada pejabat memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan dan pelaporan hasil
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Kekuasaan, Amanat, dan Tanggung Jawab menegaskan bahwa kekuasaan sebagai
amanat harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika jabatan dianggap milik pribadi atau
kelompok. Dalam konteks pemberian kewenangan kepada pejabat, langkah
minimum yang patut dilakukan adalah pembatasan kewenangan dan pelaporan
hasil. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati
hak semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas
tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas
layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

1.3 Keadilan dan Kepentingan Umum

Fokus: Keadilan distributif dan prosedural dan cara mencegah keadaan ketika
kelompok rentan kehilangan akses.

Dalam pengalaman warga sehari-hari, keadilan distributif dan prosedural perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika kelompok rentan
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kehilangan akses, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
profesionalitas menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Pada akhirnya, pembahasan keadilan
distributif dan prosedural harus menghubungkan norma, desain kelembagaan,
perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini
membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah
sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai
hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan auditor dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus penetapan penerima manfaat, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, uji dampak dan alasan yang terbuka dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah keadilan distributif dan prosedural jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Karena itu, pencegahan perlu menyatukan uji
dampak dan alasan yang terbuka, penguatan kompetensi, dan mekanisme koreksi
yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan sistem tanpa
kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan lebih cepat,
melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika penetapan penerima manfaat diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
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semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. uji dampak dan alasan yang terbuka menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan keadilan distributif dan prosedural dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Hal penting lainnya, uji dampak dan
alasan yang terbuka harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil, bukan
hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan. Pimpinan perlu
mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat bahwa
pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca

Kelola

Disarankan

Keputusan tentang keadilan
distributif dan  prosedural
hanya dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam
penetapan penerima manfaat
yang tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai kelompok
rentan  kehilangan  akses
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

keadilan
prosedural

Kritik  terhadap
distributif ~ dan

Substansi masalah hilang dan
partisipasi berubah menjadi

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan;  sediakan  forum
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. . Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
1 Perlu D
Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan
dijawab dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
kelompok rentan kehilangan | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
akses tidak memiliki batas | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai keadilan distributif dan prosedural
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika kelompok
rentan kehilangan akses?

3. Apakah proses penetapan penerima manfaat memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa uji dampak dan alasan yang terbuka benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Keadilan dan Kepentingan Umum menegaskan bahwa keadilan distributif dan
prosedural harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang
saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika kelompok rentan kehilangan
akses. Dalam konteks penetapan penerima manfaat, langkah minimum yang patut
dilakukan adalah uji dampak dan alasan yang terbuka. Penilaian harus berbasis
fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

1.4 Integritas Pribadi Pejabat

Fokus: Integritas sebagai kesatuan nilai dan tindakan dan cara mencegah keadaan
ketika kompromi kecil menjadi kebiasaan.

Pada tahap pengambilan keputusan, integritas sebagai kesatuan nilai dan tindakan
perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama,
bukan sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
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memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika kompromi kecil
menjadi kebiasaan, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif,
tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip keberanian
moral menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Hal penting lainnya, pembahasan
integritas sebagai kesatuan nilai dan tindakan harus menghubungkan norma,
desain kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan auditor dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pengambilan keputusan harian, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, kode etik, teladan, dan konsekuensi dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah integritas sebagai kesatuan nilai dan tindakan jarang berdiri sendiri; ia
biasanya terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya
organisasi, kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan.
Jika penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat
terdorong memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika
pimpinan tidak memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang
hanya berlaku bagi bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi,
hasil pemeriksaan mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi,
kesalahan yang berulang tidak terlihat sebagai pola. Dengan demikian,
pencegahan perlu menyatukan kode etik, teladan, dan konsekuensi, penguatan
kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik.
Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu
menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan
memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pengambilan keputusan harian diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
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menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. kode etik, teladan, dan konsekuensi menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan integritas sebagai kesatuan nilai dan tindakan dapat dimulai dengan
menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang
wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan
siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai,
dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Pada saat yang sama, kode etik,
teladan, dan konsekuensi harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca

Kelola

Disarankan

Keputusan tentang integritas
sebagai kesatuan nilai dan
hanya  dikuasai
sedikit orang.

tindakan

tidak
ruang

Pertimbangan
terdokumentasi

publik
dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, wajibkan
telaah pihak yang independen.

dan

Ada dekat
pengambilan keputusan harian
yang tidak diumumkan.

relasi dalam

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,

harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data
kecil ~menjadi  kebiasaan
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

mengenai  kompromi

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit
keterangan.

dimintai

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata

Pengendalian yang

Kelola Disarankan
Kritik  terhadap integritas | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
sebagai kesatuan nilai dan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
tindakan  dijawab  dengan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
serangan pribadi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
kompromi  kecil menjadi | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
kebiasaan tidak memiliki batas | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai integritas sebagai kesatuan nilai
dan tindakan dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika kompromi
kecil menjadi kebiasaan?

3. Apakah proses pengambilan keputusan harian memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa kode etik, teladan, dan konsekuensi benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Integritas Pribadi Pejabat menegaskan bahwa integritas sebagai kesatuan nilai dan
tindakan harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang
saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika kompromi kecil menjadi
kebiasaan. Dalam konteks pengambilan keputusan harian, langkah minimum yang
patut dilakukan adalah kode etik, teladan, dan konsekuensi. Penilaian harus
berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

1.5 Etika dan Legalitas

Fokus: Hubungan etika dengan hukum dan cara mencegah keadaan ketika sesuatu
vang legal dianggap otomatis patut.

Pada tahap pengambilan keputusan, hubungan etika dengan hukum perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
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persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika sesuatu yang legal
dianggap otomatis patut, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
keberanian moral menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang
jelas, pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Dalam konteks tersebut,
pembahasan hubungan etika dengan hukum harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan warga dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pemanfaatan celah peraturan, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, uji kepatutan dan kepentingan publik dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah hubungan etika dengan hukum jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Karena itu, pencegahan perlu menyatukan uji
kepatutan dan kepentingan publik, penguatan kompetensi, dan mekanisme koreksi
yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan sistem tanpa
kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan lebih cepat,
melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pemanfaatan celah peraturan diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
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hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. uji kepatutan dan kepentingan publik menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan hubungan etika dengan hukum dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Langkah berikutnya, uji kepatutan
dan kepentingan publik harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata

Gejala yang Perlu Dibaca

Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang hubungan
etika dengan hukum hanya
dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan
terdokumentasi

publik
dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, wajibkan
telaah pihak yang independen.

dan

Ada relasi dekat dalam
pemanfaatan celah peraturan
yang tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai sesuatu yang
legal dianggap otomatis patut
terlambat, tidak lengkap, atau

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung

jawab sulit dimintai

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

sulit dibandingkan.

keterangan.

Kritik  terhadap hubungan
etika dengan hukum dijawab
dengan serangan pribadi.

Substansi masalah hilang dan
partisipasi berubah menjadi
polarisasi.

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan;  sediakan  forum
jawab serta hak koreksi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
sesuatu yang legal dianggap | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
otomatis patut tidak memiliki | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai hubungan etika dengan hukum
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika sesuatu yang
legal dianggap otomatis patut?

3. Apakah proses pemanfaatan celah peraturan memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa uji kepatutan dan kepentingan publik benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Etika dan Legalitas menegaskan bahwa hubungan etika dengan hukum harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika sesuatu yang legal dianggap otomatis patut. Dalam
konteks pemanfaatan celah peraturan, langkah minimum yang patut dilakukan
adalah uji kepatutan dan kepentingan publik. Penilaian harus berbasis fakta,
terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

1.6 Musyawarah dan Deliberasi

Fokus: Musyawarah berbasis alasan dan cara mencegah keadaan ketika forum
hanya mengesahkan keputusan yang sudah dibuat.

Dalam hubungan antara pejabat dan masyarakat, musyawarah berbasis alasan
perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama,

36



bukan sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika forum hanya
mengesahkan keputusan yang sudah dibuat, keputusan mungkin tetap tampak sah
secara administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak
menjamin kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah.
Prinsip amanah menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Konsekuensinya, pembahasan
musyawarah berbasis alasan harus menghubungkan norma, desain kelembagaan,
perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini
membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah
sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai
hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pegawai dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus rapat konsultasi publik, ketiga tahap itu
sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau kepatuhan
dokumen. Padahal, agenda, data, notula, dan tanggapan dapat mengubah nilai
moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat gagasan ini
melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan, memeriksa
informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah musyawarah berbasis alasan jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung
dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi, kualitas
data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika penghargaan
hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong memanipulasi
pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak memberi
teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan.
Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah
dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang berulang
tidak terlihat sebagai pola. Konsekuensinya, pencegahan perlu menyatukan
agenda, data, notula, dan tanggapan, penguatan kompetensi, dan mekanisme
koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan
sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan
lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.
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Bayangkan sebuah situasi ketika rapat konsultasi publik diputuskan dalam waktu
singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. agenda, data, notula, dan tanggapan menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan musyawarah berbasis alasan dapat dimulai dengan menentukan pemilik
proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib disimpan.
Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Secara operasional, agenda, data,
notula, dan tanggapan harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejala yang Perlu Dibaca
j2%a yang aH Kelola Disarankan
Keputusan tentang | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
musyawarah berbasis alasan | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan
hanya dikuasai sedikit orang. | koreksi menyempit. telaah pihak yang independen.
Ada relasi dekat dalam rapat | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi
konsultasi publik yang tidak | memengaruhi netralitas, | kepentingan, pengunduran diri
diumumkan. harga, atau mutu layanan. dari proses, dan pemeriksaan
silang.
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Data mengenai forum hanya
mengesahkan keputusan yang

sudah dibuat terlambat, tidak
lengkap, atau sulit
dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap musyawarah

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

berbasis  alasan  dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
forum hanya mengesahkan | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
keputusan yang sudah dibuat | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
tidak memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai musyawarah berbasis alasan
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika forum hanya
mengesahkan keputusan yang sudah dibuat?

3. Apakah proses rapat konsultasi publik memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa agenda, data, notula, dan tanggapan benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Musyawarah dan Deliberasi menegaskan bahwa musyawarah berbasis alasan
harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika forum hanya mengesahkan keputusan
yang sudah dibuat. Dalam konteks rapat konsultasi publik, langkah minimum
yang patut dilakukan adalah agenda, data, notula, dan tanggapan. Penilaian harus
berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan

kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.
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1.7 Kepercayaan Publik

Fokus: Kepercayaan sebagai modal pemerintahan dan cara mencegah keadaan
ketika janji tidak selaras dengan tindakan.

Dalam hubungan antara pejabat dan masyarakat, kepercayaan sebagai modal
pemerintahan perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola
kepentingan bersama, bukan sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh
pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat,
siapa yang menanggung biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah
pihak yang terdampak memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan.
Ketika janji tidak selaras dengan tindakan, keputusan mungkin tetap tampak sah
secara administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak
menjamin kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah.
Prinsip tanggung jawab menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan
yang jelas, pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Dalam konteks tersebut,
pembahasan kepercayaan sebagai modal pemerintahan harus menghubungkan
norma, desain kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret
masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan:
menganggap semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya
menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan
pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pejabat dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus komunikasi kebijakan, ketiga tahap itu
sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau kepatuhan
dokumen. Padahal, konsistensi, bukti, dan koreksi terbuka dapat mengubah nilai
moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat gagasan ini
melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan, memeriksa
informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah kepercayaan sebagai modal pemerintahan jarang berdiri sendiri; ia
biasanya terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya
organisasi, kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan.
Jika penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat
terdorong memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika
pimpinan tidak memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang
hanya berlaku bagi bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi,
hasil pemeriksaan mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi,
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kesalahan yang berulang tidak terlihat sebagai pola. Pada akhirnya, pencegahan
perlu menyatukan konsistensi, bukti, dan koreksi terbuka, penguatan kompetensi,
dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang
baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika komunikasi kebijakan diputuskan dalam waktu
singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. konsistensi, bukti, dan koreksi terbuka menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan kepercayaan sebagai modal pemerintahan dapat dimulai dengan
menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang
wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan
siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai,
dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Hal penting lainnya, konsistensi,
bukti, dan koreksi terbuka harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang

modal

kepercayaan sebagai

tidak
ruang

Pertimbangan  publik
terdokumentasi  dan

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

pemerintahan hanya dikuasai
sedikit orang.

koreksi menyempit.

telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam
komunikasi kebijakan yang
tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai janji tidak
selaras  dengan  tindakan
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
dimintai

jawab sulit

keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap kepercayaan

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

sebagai modal pemerintahan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dijawab dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
janji tidak selaras dengan | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
tindakan tidak memiliki batas | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai kepercayaan sebagai modal
pemerintahan dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika janji tidak
selaras dengan tindakan?

3. Apakah proses komunikasi kebijakan memberi ruang bagi persaingan, partisipasi,
klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa konsistensi, bukti, dan koreksi terbuka
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Kepercayaan Publik menegaskan bahwa kepercayaan sebagai modal pemerintahan
harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling

menguatkan. Risiko utama muncul ketika janji tidak selaras dengan tindakan.
Dalam konteks komunikasi kebijakan, langkah minimum yang patut dilakukan
adalah konsistensi, bukti, dan koreksi terbuka. Penilaian harus berbasis fakta,

42



terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

1.8 Etika Kelembagaan

Fokus: Budaya organisasi berintegritas dan cara mencegah keadaan ketika
pelanggaran dinormalisasi oleh kelompok.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, budaya organisasi berintegritas perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika pelanggaran
dinormalisasi oleh kelompok, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
profesionalitas menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Dalam konteks tersebut, pembahasan
budaya organisasi berintegritas harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan jurnalis dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus proses promosi dan penilaian, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, insentif etis dan saluran keberatan dapat mengubah
nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat
gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan,
memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah budaya organisasi berintegritas jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
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memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Secara operasional, pencegahan perlu
menyatukan insentif etis dan saluran keberatan, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika proses promosi dan penilaian diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. insentif etis dan saluran keberatan menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan budaya organisasi berintegritas dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Pada akhirnya, insentif etis dan
saluran keberatan harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil, bukan
hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan. Pimpinan perlu
mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat bahwa
pengawasan menghasilkan tindakan nyata.
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Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang budaya
organisasi berintegritas hanya
dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam proses
promosi dan penilaian yang
tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai pelanggaran
dinormalisasi oleh kelompok

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung

terlambat, tidak lengkap, atau | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
sulit dibandingkan. keterangan.

Kritik  terhadap  budaya | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
organisasi berintegritas | partisipasi berubah menjadi | tuduhan;  sediakan  forum
dijawab  dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
pelanggaran dinormalisasi | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
oleh kelompok tidak memiliki | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai budaya organisasi berintegritas
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika pelanggaran
dinormalisasi oleh kelompok?
3. Apakah proses proses promosi dan penilaian memberi ruang bagi persaingan,

partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?
4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa insentif etis dan saluran keberatan benar-

benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Etika Kelembagaan menegaskan bahwa budaya organisasi berintegritas harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika pelanggaran dinormalisasi oleh kelompok. Dalam
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konteks proses promosi dan penilaian, langkah minimum yang patut dilakukan
adalah insentif etis dan saluran keberatan. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka
terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

1.9 Partai Politik dan Rekrutmen

Fokus: Rekrutmen politik berbasis kompetensi dan integritas dan cara mencegah
keadaan ketika biaya politik mendorong transaksi balas jasa.

Dari perspektif pencegahan, rekrutmen politik berbasis kompetensi dan integritas
perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama,
bukan sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika biaya politik
mendorong transaksi balas jasa, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
profesionalitas menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Pada saat yang sama, pembahasan
rekrutmen politik berbasis kompetensi dan integritas harus menghubungkan
norma, desain kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret
masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan:
menganggap semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya
menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan
pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan jurnalis dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus seleksi calon pemimpin, ketiga tahap itu
sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau kepatuhan
dokumen. Padahal, kriteria terbuka dan pembiayaan akuntabel dapat mengubah
nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat
gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan,
memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.
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Masalah rekrutmen politik berbasis kompetensi dan integritas jarang berdiri
sendiri; ia biasanya terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan,
budaya organisasi, kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan
keberatan. Jika penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang
dapat terdorong memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut.
Jika pimpinan tidak memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang
hanya berlaku bagi bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi,
hasil pemeriksaan mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi,
kesalahan yang berulang tidak terlihat sebagai pola. Pada saat yang sama,
pencegahan perlu menyatukan kriteria terbuka dan pembiayaan akuntabel,
penguatan kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik
beritikad baik. Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem
yang mampu menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang
melaporkannya, dan memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika seleksi calon pemimpin diputuskan dalam waktu
singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. kriteria terbuka dan pembiayaan akuntabel menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan rekrutmen politik berbasis kompetensi dan integritas dapat dimulai
dengan menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan
bukti yang wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang
menjelaskan siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data
yang dipakai, dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi
praktik aktif, bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang
relevan perlu diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data
pribadi atau informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional.
Saluran pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal,
ruyjukan kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Langkah berikutnya,
kriteria terbuka dan pembiayaan akuntabel harus dinilai dari perubahan perilaku
dan kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
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kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga
dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang rekrutmen
politik berbasis kompetensi
dan integritas hanya dikuasai
sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam seleksi
calon pemimpin yang tidak
diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai biaya politik
mendorong
jasa terlambat, tidak lengkap,
atau sulit dibandingkan.

transaksi  balas

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab

keterangan.

sulit dimintai

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik  terhadap
politik berbasis

rekrutmen
kompetensi

Substansi masalah hilang dan
partisipasi berubah menjadi

Pisahkan fakta, penilaian, dan

tuduhan;  sediakan  forum

dan integritas dijawab dengan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
serangan pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
biaya politik mendorong | kepatuthan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
transaksi balas jasa tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai rekrutmen politik berbasis
kompetensi dan integritas dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika biaya politik
mendorong transaksi balas jasa?

3. Apakah proses seleksi calon pemimpin memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?
4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa kriteria terbuka dan pembiayaan akuntabel

benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?
5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?
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Rangkuman Subbab

Partai Politik dan Rekrutmen menegaskan bahwa rekrutmen politik berbasis
kompetensi dan integritas harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan
pengawasan yang saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika biaya politik
mendorong transaksi balas jasa. Dalam konteks seleksi calon pemimpin, langkah
minimum yang patut dilakukan adalah kriteria terbuka dan pembiayaan akuntabel.
Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak
semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak
berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas
layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

1.10 Kerangka Keputusan Etis

Fokus: Pengambilan keputusan etis dan cara mencegah keadaan ketika keputusan
tergesa tanpa menguji dampak.

Ketika kebijakan diterapkan, pengambilan keputusan etis perlu dipahami sebagai
bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan
teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah
siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana
alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika keputusan tergesa tanpa
menguji dampak, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
profesionalitas menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Karena itu, pembahasan pengambilan
keputusan etis harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku
individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu
pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai
kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil
selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan warga dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus penentuan kebijakan kontroversial, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, uji hukum, fakta, kepentingan, dampak, dan koreksi
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dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah pengambilan keputusan etis jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung
dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi, kualitas
data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika penghargaan
hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong memanipulasi
pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak memberi
teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan.
Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah
dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang berulang
tidak terlihat sebagai pola. Namun demikian, pencegahan perlu menyatukan uji
hukum, fakta, kepentingan, dampak, dan koreksi, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika penentuan kebijakan kontroversial diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. uji hukum, fakta, kepentingan, dampak, dan
koreksi menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan
narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan pengambilan keputusan etis dapat dimulai dengan menentukan pemilik
proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib disimpan.
Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
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kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Dalam konteks tersebut, uji hukum,
fakta, kepentingan, dampak, dan koreksi harus dinilai dari perubahan perilaku dan
kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga

dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang
pengambilan keputusan etis
hanya dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

tergesa tanpa menguji dampak
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Ada relasi dekat dalam | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi
penentuan kebijakan | memengaruhi netralitas, | kepentingan, pengunduran diri
kontroversial ~ yang  tidak | harga, atau mutu layanan. dari proses, dan pemeriksaan
diumumkan. silang.

Data mengenai keputusan | Publik tidak mampu menguji | Tetapkan standar data terbuka,

jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap pengambilan

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

keputusan etis dijawab dengan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
keputusan  tergesa  tanpa | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
menguji dampak tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai pengambilan keputusan etis

dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?
2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika keputusan
tergesa tanpa menguji dampak?

3. Apakah proses penentuan kebijakan kontroversial

memberi ruang bagi

persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?
4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa uji hukum, fakta, kepentingan, dampak, dan

koreksi benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?
5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?
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Rangkuman Subbab

Kerangka Keputusan Etis menegaskan bahwa pengambilan keputusan etis harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika keputusan tergesa tanpa menguji dampak. Dalam
konteks penentuan kebijakan kontroversial, langkah minimum yang patut
dilakukan adalah uji hukum, fakta, kepentingan, dampak, dan koreksi. Penilaian
harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak,
dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

1.11 Ringkasan Bab

Bab 1 memperlihatkan bahwa bab ini meletakkan dasar bahwa politik bukan
sekadar persaingan memperoleh jabatan, melainkan pengelolaan kekuasaan untuk
melindungi hak, mengalokasikan sumber daya, dan menyelesaikan perbedaan
secara adil. Setiap tema menuntut keseimbangan antara ketegasan terhadap
penyimpangan dan kehati-hatian agar pengawasan tidak berubah menjadi fitnah,
intimidasi, atau kompetisi partisan. Perbaikan yang berkelanjutan membutuhkan
tujuan yang jelas, data yang dapat diuji, pembagian tanggung jawab, partisipasi
yang bermakna, saluran pelaporan aman, serta tindak lanjut yang dapat dilihat
oleh publik.

e Nilai harus diterjemahkan menjadi prosedur dan indikator yang dapat diperiksa.

e Konflik kepentingan perlu dikenali serta dikelola sebelum memengaruhi
keputusan.

e Keterbukaan harus memperkuat pemahaman, bukan sekadar menambah jumlah
berkas.

e Kritik, audit, dan laporan harus diikuti koreksi serta pembelajaran kelembagaan.

e Hak pihak yang terdampak, pelapor, saksi, dan pihak terlapor harus dilindungi
secara proporsional.

1.12 Rujukan Pilihan

» Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

* OECD Public Integrity Handbook
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BAB 2 — MEMAHAMI KORUPSI DAN DAMPAKNYA

QS Al-Baqarah [2]: 188
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Makna ringkas: Harta tidak boleh dipindahkan dengan cara batil, termasuk melalui
pengaruh kepada penguasa untuk mengambil hak orvang lain.

Korupsi perlu dipahami sebagai penyalahgunaan kepercayaan dan kewenangan,
bukan hanya sebagai peristiwa penangkapan atau kerugian keuangan negara. Bab
ini membedah bentuk, penyebab, jaringan, dan biaya sosialnya.

Tujuan bab ini adalah membantu pembaca menghubungkan prinsip moral dengan
tindakan yang dapat diamati. Pembahasan tidak berhenti pada kecaman terhadap
pelanggaran, tetapi menelusuri bagaimana aturan, data, pembagian tugas,
partisipasi, audit, dan perlindungan pelapor dapat mengurangi risiko
penyalahgunaan kekuasaan.

Pertanyaan kunci bab: Siapa mengambil keputusan, berdasarkan data apa, untuk
kepentingan siapa, dengan biaya berapa, melalui prosedur apa, dan bagaimana
masyarakat dapat memeriksa serta meminta perbaikan?

2.1 Definisi dan Unsur Korupsi

Fokus: Korupsi sebagai penyalahgunaan kewenangan dan cara mencegah keadaan
ketika definisi dipersempit hanya pada pencurian uang.

Ketika kebijakan diterapkan, korupsi sebagai penyalahgunaan kewenangan perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika definisi dipersempit
hanya pada pencurian uang, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
profesionalitas menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Hal penting lainnya, pembahasan
korupsi sebagai penyalahgunaan kewenangan harus menghubungkan norma,
desain kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
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Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan warga dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus penggunaan jabatan untuk keuntungan,
ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat
atau kepatuhan dokumen. Padahal, pengenalan unsur, motif, dan dampak dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah korupsi sebagai penyalahgunaan kewenangan jarang berdiri sendiri; ia
biasanya terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya
organisasi, kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan.
Jika penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat
terdorong memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika
pimpinan tidak memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang
hanya berlaku bagi bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi,
hasil pemeriksaan mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi,
kesalahan yang berulang tidak terlihat sebagai pola. Secara operasional,
pencegahan perlu menyatukan pengenalan unsur, motif, dan dampak, penguatan
kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik.
Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu
menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan
memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika penggunaan jabatan untuk keuntungan
diputuskan dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen
dasar tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
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memberikan jawaban tetap dihormati. pengenalan unsur, motif, dan dampak
menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan korupsi sebagai penyalahgunaan kewenangan dapat dimulai dengan
menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang
wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan
siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai,
dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Pada saat yang sama, pengenalan
unsur, motif, dan dampak harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang korupsi
sebagai penyalahgunaan
kewenangan hanya dikuasai
sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan
terdokumentasi

publik
dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, wajibkan
telaah pihak yang independen.

dan

Ada relasi dekat dalam | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi
penggunaan jabatan untuk | memengaruhi netralitas, | kepentingan, pengunduran diri
keuntungan yang tidak | harga, atau mutu layanan. dari proses, dan pemeriksaan
diumumkan. silang.

Data  mengenai definisi | Publik tidak mampu menguji | Tetapkan standar data terbuka,
dipersempit ~ hanya  pada | kewajaran dan penanggung | jadwal publikasi, penanggung
pencurian uang terlambat, | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
tidak lengkap, atau sulit | keterangan.

dibandingkan.

Kritik  terhadap  korupsi | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
sebagai penyalahgunaan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
kewenangan dijawab dengan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
serangan pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
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. . Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
1 Perlu D
Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan
definisi dipersempit hanya | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
pada pencurian uang tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai korupsi sebagai penyalahgunaan
kewenangan dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika definisi
dipersempit hanya pada pencurian uang?

3. Apakah proses penggunaan jabatan untuk keuntungan memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa pengenalan unsur, motif, dan dampak benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Definisi dan Unsur Korupsi menegaskan bahwa korupsi sebagai penyalahgunaan
kewenangan harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang
saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika definisi dipersempit hanya pada
pencurian uang. Dalam konteks penggunaan jabatan untuk keuntungan, langkah
minimum yang patut dilakukan adalah pengenalan unsur, motif, dan dampak.
Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak
semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak
berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas
layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

2.2 Tujuh Kelompok Tindak Pidana Korupsi

Fokus: Pengelompokan perbuatan koruptif dan cara mencegah keadaan ketika istilah
hukum dipahami secara campur aduk.

Dalam praktik pemerintahan modern, pengelompokan perbuatan koruptif perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika istilah hukum
dipahami secara campur aduk, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
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administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
kejujuran menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Dalam konteks tersebut, pembahasan
pengelompokan perbuatan koruptif harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan wakil rakyat
dilakukan. Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik
kepentingan, dasar data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama
proses, etika menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan
setara, dan dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus identifikasi dugaan perbuatan, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, klasifikasi awal dan konsultasi hukum dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah pengelompokan perbuatan koruptif jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Pada akhirnya, pencegahan perlu menyatukan
klasifikasi awal dan konsultasi hukum, penguatan kompetensi, dan mekanisme
koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan
sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan
lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika identifikasi dugaan perbuatan diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
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semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. klasifikasi awal dan konsultasi hukum menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan pengelompokan perbuatan koruptif dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Langkah berikutnya, klasifikasi
awal dan konsultasi hukum harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas
hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

koruptif hanya dikuasai sedikit
orang.

koreksi menyempit.

. . Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejala yang Perlu Dibaca

j2%a yang aH Kelola Disarankan
Keputusan tentang | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
pengelompokan perbuatan | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan

telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam
identifikasi dugaan perbuatan

yang tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai istilah hukum
dipahami secara campur aduk
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik

terhadap

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan
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. . Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
1 Perlu D
Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan
pengelompokan perbuatan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
koruptif ~ dijawab  dengan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
serangan pribadi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
istilah hukum dipahami secara | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
campur aduk tidak memiliki | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai pengelompokan perbuatan koruptif
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika istilah hukum
dipahami secara campur aduk?

3. Apakah proses identifikasi dugaan perbuatan memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa klasifikasi awal dan konsultasi hukum benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Tujuh Kelompok Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pengelompokan
perbuatan koruptif harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan
yang saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika istilah hukum dipahami
secara campur aduk. Dalam konteks identifikasi dugaan perbuatan, langkah
minimum yang patut dilakukan adalah klasifikasi awal dan konsultasi hukum.
Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak
semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak
berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas
layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

2.3 Korupsi Kecil dan Korupsi Besar

Fokus: Korupsi dalam berbagai skala dan cara mencegah keadaan ketika pungutan
kecil dianggap tidak merusak.

Pada tingkat kelembagaan, korupsi dalam berbagai skala perlu dipahami sebagai
bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan
teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah
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siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana
alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika pungutan kecil dianggap
tidak merusak, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip keterbukaan
menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Pada saat yang sama, pembahasan korupsi dalam
berbagai skala harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku
individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu
pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai
kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil
selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan wakil rakyat
dilakukan. Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik
kepentingan, dasar data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama
proses, etika menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan
setara, dan dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pelayanan yang berulang, ketiga tahap itu
sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau kepatuhan
dokumen. Padahal, standardisasi biaya dan kanal pengaduan dapat mengubah nilai
moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat gagasan ini
melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan, memeriksa
informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah korupsi dalam berbagai skala jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Namun demikian, pencegahan perlu
menyatukan standardisasi biaya dan kanal pengaduan, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pelayanan yang berulang diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
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sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. standardisasi biaya dan kanal pengaduan menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan korupsi dalam berbagai skala dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Pada akhirnya, standardisasi biaya
dan kanal pengaduan harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang

Geial Perlu Dib
¢jala yang Perlu Dibaca Disarankan

Keputusan tentang korupsi | Pertimbangan tidak

terdokumentasi

publik
dan

Buka dasar keputusan, catat
dan

dalam berbagai skala hanya
dikuasai sedikit orang.

ruang
koreksi menyempit.

keberatan, wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam
pelayanan yang berulang yang
tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai pungutan kecil
dianggap  tidak  merusak
terlambat, tidak lengkap, atau

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung

jawab sulit dimintai

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

sulit dibandingkan.

keterangan.

jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap korupsi dalam
berbagai skala dijawab dengan
serangan pribadi.

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan;  sediakan  forum
jawab serta hak koreksi.

temuan
pungutan kecil dianggap tidak
merusak tidak memiliki batas

Tindak lanjut atas

waktu.

partisipasi berubah menjadi
polarisasi.

Masalah berulang dan
kepatuhan hanya menjadi

kegiatan administratif.

Susun rencana aksi, tenggat,

indikator hasil, bukti
pelaksanaan, dan eskalasi
sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai korupsi dalam berbagai skala
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika pungutan
kecil dianggap tidak merusak?

3. Apakah proses pelayanan yang berulang memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa standardisasi biaya dan kanal pengaduan
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Korupsi Kecil dan Korupsi Besar menegaskan bahwa korupsi dalam berbagai
skala harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika pungutan kecil dianggap tidak merusak.
Dalam konteks pelayanan yang berulang, langkah minimum yang patut dilakukan
adalah standardisasi biaya dan kanal pengaduan. Penilaian harus berbasis fakta,
terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

2.4 Korupsi Sistemik

Fokus: Korupsi sebagai jaringan dan sistem dan cara mencegah keadaan ketika
pelaku dilihat terpisah dari struktur insentif.

Dari sudut etika publik, korupsi sebagai jaringan dan sistem perlu dipahami
sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar
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urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya
adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya,
bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika pelaku dilihat terpisah dari
struktur insentif, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip tanggung
jawab menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Secara operasional, pembahasan
korupsi sebagai jaringan dan sistem harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pegawai dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus rantai perizinan dan proyek, ketiga tahap
itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, pemetaan proses dan aktor kunci dapat mengubah
nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat
gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan,
memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah korupsi sebagai jaringan dan sistem jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Pada akhirnya, pencegahan perlu menyatukan
pemetaan proses dan aktor kunci, penguatan kompetensi, dan mekanisme koreksi
yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan sistem tanpa
kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan lebih cepat,
melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika rantai perizinan dan proyek diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
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sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. pemetaan proses dan aktor kunci menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan korupsi sebagai jaringan dan sistem dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Hal penting lainnya, pemetaan
proses dan aktor kunci harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

hanya dikuasai sedikit orang.

koreksi menyempit.

. . Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejal Perlu Dib

€)a’a yang 2eriu Dibaca Kelola Disarankan
Keputusan tentang korupsi | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
sebagai jaringan dan sistem | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan

telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam rantai
perizinan dan proyek yang
tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai pelaku dilihat
terpisah dari struktur insentif
terlambat, tidak lengkap, atau

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung

jawab sulit dimintai

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata

Pengendalian yang

Kelola Disarankan
sulit dibandingkan. keterangan. jawab, dan jejak perubahan.
Kritik  terhadap  korupsi | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
sebagai jaringan dan sistem | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dijawab dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
pelaku dilihat terpisah dari | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
struktur insentif tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai korupsi sebagai jaringan dan sistem
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika pelaku dilihat
terpisah dari struktur insentif?

3. Apakah proses rantai perizinan dan proyek memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa pemetaan proses dan aktor kunci benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Korupsi Sistemik menegaskan bahwa korupsi sebagai jaringan dan sistem harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika pelaku dilihat terpisah dari struktur insentif. Dalam
konteks rantai perizinan dan proyek, langkah minimum yang patut dilakukan
adalah pemetaan proses dan aktor kunci. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka
terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

2.5 State Capture dan Policy Capture

Fokus: Penguasaan kebijakan oleh kepentingan sempit dan cara mencegah keadaan
ketika aturan disusun untuk menguntungkan sponsor.
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Dari perspektif pencegahan, penguasaan kebijakan oleh kepentingan sempit perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika aturan disusun
untuk menguntungkan sponsor, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
keterbukaan menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Pada akhirnya, pembahasan
penguasaan kebijakan oleh kepentingan sempit harus menghubungkan norma,
desain kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pejabat dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus penyusunan regulasi, ketiga tahap itu
sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau kepatuhan
dokumen. Padahal, transparansi pengaruh dan partisipasi bermakna dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah penguasaan kebijakan oleh kepentingan sempit jarang berdiri sendiri; ia
biasanya terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya
organisasi, kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan.
Jika penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat
terdorong memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika
pimpinan tidak memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang
hanya berlaku bagi bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi,
hasil pemeriksaan mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi,
kesalahan yang berulang tidak terlihat sebagai pola. Karena itu, pencegahan perlu
menyatukan transparansi pengaruh dan partisipasi bermakna, penguatan
kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik.
Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu
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menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan
memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika penyusunan regulasi diputuskan dalam waktu
singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. transparansi pengaruh dan partisipasi bermakna menjadi titik
awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil
perbaikan.

Perbaikan penguasaan kebijakan oleh kepentingan sempit dapat dimulai dengan
menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang
wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan
siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai,
dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Konsekuensinya, transparansi
pengaruh dan partisipasi bermakna harus dinilai dari perubahan perilaku dan
kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga
dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

. ) Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

Keputusan tentang | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
penguasaan kebijakan oleh | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan
kepentingan sempit hanya | koreksi menyempit. telaah pihak yang independen.
dikuasai sedikit orang.
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata

Pengendalian yang

tidak diumumkan.

harga, atau mutu layanan.

Kelola Disarankan
Ada relasi dekat dalam | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi
penyusunan regulasi yang | memengaruhi netralitas, | kepentingan, pengunduran diri

dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai aturan disusun
untuk menguntungkan sponsor

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung

terlambat, tidak lengkap, atau | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
sulit dibandingkan. keterangan.
Kritik terhadap penguasaan | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan

kebijakan oleh kepentingan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
sempit dijawab dengan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
serangan pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
aturan disusun untuk | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
menguntungkan sponsor tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai penguasaan kebijakan oleh
kepentingan sempit dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika aturan
disusun untuk menguntungkan sponsor?

3. Apakah proses penyusunan regulasi memberi ruang bagi persaingan, partisipasi,
klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa transparansi pengaruh dan partisipasi
bermakna benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

State Capture dan Policy Capture menegaskan bahwa penguasaan kebijakan oleh

kepentingan sempit harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan

yang saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika aturan disusun untuk

menguntungkan sponsor. Dalam konteks penyusunan regulasi, langkah minimum
yang patut dilakukan adalah transparansi pengaruh dan partisipasi bermakna.
Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak
semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak
berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas
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layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

2.6 Korupsi dalam Pengadaan

Fokus: Risiko korupsi pengadaan barang dan jasa dan cara mencegah keadaan
ketika spesifikasi diarahkan dan persaingan semu.

Pada tahap pengambilan keputusan, risiko korupsi pengadaan barang dan jasa
perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama,
bukan sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika spesifikasi
diarahkan dan persaingan semu, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
kejujuran menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Namun demikian, pembahasan risiko
korupsi pengadaan barang dan jasa harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan jurnalis dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus tender proyek publik, ketiga tahap itu
sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau kepatuhan
dokumen. Padahal, e-procurement, analisis harga, dan audit jejak dapat mengubah
nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat
gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan,
memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah risiko korupsi pengadaan barang dan jasa jarang berdiri sendiri; ia
biasanya terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya
organisasi, kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan.
Jika penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat
terdorong memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika
pimpinan tidak memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang
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hanya berlaku bagi bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi,
hasil pemeriksaan mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi,
kesalahan yang berulang tidak terlihat sebagai pola. Namun demikian, pencegahan
perlu menyatukan e-procurement, analisis harga, dan audit jejak, penguatan
kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik.
Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu
menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan
memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika tender proyek publik diputuskan dalam waktu
singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. e-procurement, analisis harga, dan audit jejak menjadi titik awal
agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan risiko korupsi pengadaan barang dan jasa dapat dimulai dengan
menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang
wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan
siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai,
dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Secara operasional, e-procurement,
analisis harga, dan audit jejak harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas
hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

jal Perlu Di
Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan  tentang  risiko
korupsi pengadaan barang dan
jasa hanya dikuasai sedikit
orang.

Kelola
Pertimbangan publik tidak
terdokumentasi dan ruang

koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam tender
proyek publik yang tidak

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri

semu terlambat, tidak lengkap,
atau sulit dibandingkan.

jawab sulit dimintai

keterangan.

diumumbkan. harga, atau mutu layanan. dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai spesifikasi | Publik tidak mampu menguji | Tetapkan standar data terbuka,

diarahkan dan persaingan | kewajaran dan penanggung | jadwal publikasi, penanggung

jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap risiko korupsi

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

pengadaan barang dan jasa | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dijawab dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
spesifikasi  diarahkan dan | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
persaingan semu tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai risiko korupsi pengadaan barang
dan jasa dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika spesifikasi
diarahkan dan persaingan semu?

3. Apakah proses tender proyek publik memberi ruang bagi persaingan, partisipasi,
klarifikasi, dan keberatan yang wajar?
4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa e-procurement, analisis harga, dan audit

jejak benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?
5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Korupsi dalam Pengadaan menegaskan bahwa risiko korupsi pengadaan barang
dan jasa harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang
saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika spesifikasi diarahkan dan
persaingan semu. Dalam konteks tender proyek publik, langkah minimum yang
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patut dilakukan adalah e-procurement, analisis harga, dan audit jejak. Penilaian
harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak,
dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

2.7 Korupsi dalam Pelayanan Publik

Fokus: Penyimpangan pada layanan dasar dan cara mencegah keadaan ketika warga
dipaksa membayar agar haknya diproses.

Dalam praktik pemerintahan modern, penyimpangan pada layanan dasar perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika warga dipaksa
membayar agar haknya diproses, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
kepedulian menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Dalam konteks tersebut, pembahasan
penyimpangan pada layanan dasar harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan jurnalis dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus perizinan dan administrasi, ketiga tahap
itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, standar layanan, antrean, dan bukti pembayaran
dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah penyimpangan pada layanan dasar jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
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penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Konsekuensinya, pencegahan perlu
menyatukan standar layanan, antrean, dan bukti pembayaran, penguatan
kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik.
Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu
menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan
memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika perizinan dan administrasi diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. standar layanan, antrean, dan bukti pembayaran menjadi titik
awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil
perbaikan.

Perbaikan penyimpangan pada layanan dasar dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Pada saat yang sama, standar
layanan, antrean, dan bukti pembayaran harus dinilai dari perubahan perilaku dan
kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga
dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.
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Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang
penyimpangan pada layanan
dasar hanya dikuasai sedikit
orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam
perizinan dan administrasi
yang tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai warga dipaksa

membayar  agar  haknya
diproses  terlambat, tidak
lengkap, atau sulit
dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji

kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap penyimpangan

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

pada layanan dasar dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
warga dipaksa membayar agar | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
haknya diproses tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai penyimpangan pada layanan dasar
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika warga dipaksa
membayar agar haknya diproses?
3. Apakah proses perizinan dan administrasi memberi ruang bagi persaingan,

partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?
4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa standar layanan, antrean, dan bukti
pembayaran benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam

dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?
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Rangkuman Subbab

Korupsi dalam Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyimpangan pada layanan
dasar harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika warga dipaksa membayar agar haknya
diproses. Dalam konteks perizinan dan administrasi, langkah minimum yang patut
dilakukan adalah standar layanan, antrean, dan bukti pembayaran. Penilaian harus
berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

2.8 Korupsi di Pendidikan dan Kesehatan

Fokus: Integritas sektor sosial dan cara mencegah keadaan ketika hadiah dan titipan
dianggap budaya biasa.

Pada tahap pengambilan keputusan, integritas sektor sosial perlu dipahami sebagai
bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan
teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah
siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana
alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika hadiah dan titipan dianggap
budaya biasa, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip tanggung
jawab menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Namun demikian, pembahasan
integritas sektor sosial harus menghubungkan norma, desain kelembagaan,
perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini
membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah
sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai
hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan jurnalis dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus penerimaan siswa atau layanan pasien,
ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat
atau kepatuhan dokumen. Padahal, aturan hadiah, transparansi seleksi, dan
pengaduan dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur.
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Nilai agama memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat,
menegakkan keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta
secara batil.

Masalah integritas sektor sosial jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung
dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi, kualitas
data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika penghargaan
hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong memanipulasi
pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak memberi
teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan.
Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah
dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang berulang
tidak terlihat sebagai pola. Langkah berikutnya, pencegahan perlu menyatukan
aturan hadiah, transparansi seleksi, dan pengaduan, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika penerimaan siswa atau layanan pasien
diputuskan dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen
dasar tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. aturan hadiah, transparansi seleksi, dan
pengaduan menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi
pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan integritas sektor sosial dapat dimulai dengan menentukan pemilik
proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib disimpan.
Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
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kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Secara operasional, aturan hadiah,
transparansi seleksi, dan pengaduan harus dinilai dari perubahan perilaku dan
kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga

dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang integritas
sektor sosial hanya dikuasai
sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada
penerimaan
layanan pasien yang tidak
diumumkan.

dekat
siswa

relasi dalam

atau

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai hadiah dan
titipan dianggap budaya biasa

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung

terlambat, tidak lengkap, atau | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
sulit dibandingkan. keterangan.

Kritik  terhadap integritas | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
sektor sosial dijawab dengan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
hadiah dan titipan dianggap | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
budaya biasa tidak memiliki | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai integritas sektor sosial dinyatakan
Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika hadiah dan

Apakah proses penerimaan siswa atau layanan pasien memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

Bukti apa yang menunjukkan bahwa aturan hadiah, transparansi seleksi, dan
pengaduan benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

1.
secara tertulis dan dapat diperiksa?
2.
titipan dianggap budaya biasa?
3.
4.
5.

Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?
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Rangkuman Subbab

Korupsi di Pendidikan dan Kesehatan menegaskan bahwa integritas sektor sosial
harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika hadiah dan titipan dianggap budaya
biasa. Dalam konteks penerimaan siswa atau layanan pasien, langkah minimum
yang patut dilakukan adalah aturan hadiah, transparansi seleksi, dan pengaduan.
Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak
semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak
berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas
layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

2.9 Korupsi Digital

Fokus: Manipulasi data dan sistem elektronik dan cara mencegah keadaan ketika
teknologi dianggap otomatis netral.

Pada tahap pengambilan keputusan, manipulasi data dan sistem elektronik perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika teknologi dianggap
otomatis netral, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip keberanian
moral menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Konsekuensinya, pembahasan
manipulasi data dan sistem elektronik harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pegawai dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pengelolaan basis data penerima bantuan,
ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat
atau kepatuhan dokumen. Padahal, kontrol akses, log, dan audit algoritma dapat
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mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah manipulasi data dan sistem elektronik jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Pada saat yang sama, pencegahan perlu
menyatukan kontrol akses, log, dan audit algoritma, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pengelolaan basis data penerima bantuan
diputuskan dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen
dasar tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. kontrol akses, log, dan audit algoritma
menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan manipulasi data dan sistem elektronik dapat dimulai dengan
menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang
wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan
siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai,
dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
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kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Pada saat yang sama, kontrol akses,
log, dan audit algoritma harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat

bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang manipulasi
data dan sistem elektronik
hanya dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada dekat dalam
pengelolaan basis data
penerima bantuan yang tidak
diumumkan.

relasi

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai teknologi | Publik tidak mampu menguji | Tetapkan standar data terbuka,
dianggap  otomatis  netral | kewajaran dan penanggung | jadwal publikasi, penanggung
terlambat, tidak lengkap, atau | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
sulit dibandingkan. keterangan.

Kritik terhadap manipulasi | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
data dan sistem elektronik | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dijawab  dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
teknologi dianggap otomatis | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
netral tidak memiliki batas | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai manipulasi data dan sistem
elektronik dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika teknologi
dianggap otomatis netral?

3. Apakah proses pengelolaan basis data penerima bantuan memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa kontrol akses, log, dan audit algoritma
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?
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Rangkuman Subbab

Korupsi Digital menegaskan bahwa manipulasi data dan sistem elektronik harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika teknologi dianggap otomatis netral. Dalam konteks
pengelolaan basis data penerima bantuan, langkah minimum yang patut dilakukan
adalah kontrol akses, log, dan audit algoritma. Penilaian harus berbasis fakta,
terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

2.10 Biaya Sosial Korupsi

Fokus: Dampak korupsi terhadap keadilan dan kepercayaan dan cara mencegah
keadaan ketika kerugian hanya dihitung sebagai angka anggaran.

Dari perspektif pencegahan, dampak korupsi terhadap keadilan dan kepercayaan
perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama,
bukan sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika kerugian hanya
dihitung sebagai angka anggaran, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
tanggung jawab menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang
jelas, pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Hal penting lainnya, pembahasan
dampak korupsi terhadap keadilan dan kepercayaan harus menghubungkan
norma, desain kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret
masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan:
menganggap semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya
menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan
pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan akademisi dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pembangunan fasilitas publik, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, pengukuran mutu, akses, dan biaya kesempatan
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dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah dampak korupsi terhadap keadilan dan kepercayaan jarang berdiri
sendiri; ia biasanya terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan,
budaya organisasi, kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan
keberatan. Jika penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang
dapat terdorong memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut.
Jika pimpinan tidak memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang
hanya berlaku bagi bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi,
hasil pemeriksaan mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi,
kesalahan yang berulang tidak terlihat sebagai pola. Dalam konteks tersebut,
pencegahan perlu menyatukan pengukuran mutu, akses, dan biaya kesempatan,
penguatan kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik
beritikad baik. Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem
yang mampu menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang
melaporkannya, dan memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pembangunan fasilitas publik diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. pengukuran mutu, akses, dan biaya kesempatan menjadi titik
awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil
perbaikan.

Perbaikan dampak korupsi terhadap keadilan dan kepercayaan dapat dimulai
dengan menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan
bukti yang wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang
menjelaskan siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data
yang dipakai, dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi
praktik aktif, bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang
relevan perlu diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data
pribadi atau informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional.
Saluran pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal,
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rujukan kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Hal penting lainnya,
pengukuran mutu, akses, dan biaya kesempatan harus dinilai dari perubahan
perilaku dan kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau
dokumen kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar

warga dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang dampak
korupsi terhadap keadilan dan
kepercayaan hanya dikuasai
sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam
pembangunan fasilitas publik
yang tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data  mengenai  kerugian | Publik tidak mampu menguji | Tetapkan standar data terbuka,
hanya dihitung sebagai angka | kewajaran dan penanggung | jadwal publikasi, penanggung
anggaran terlambat, tidak | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
lengkap, atau sulit | keterangan.

dibandingkan.

Kritik  terhadap  dampak | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
korupsi terhadap keadilan dan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan;  sediakan  forum
kepercayaan dijawab dengan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
serangan pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
kerugian  hanya  dihitung | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
sebagai angka anggaran tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai dampak korupsi terhadap keadilan
dan kepercayaan dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?
2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika kerugian

hanya dihitung sebagai angka anggaran?
3. Apakah proses pembangunan fasilitas publik memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?
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4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa pengukuran mutu, akses, dan biaya
kesempatan benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam

dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Biaya Sosial Korupsi menegaskan bahwa dampak korupsi terhadap keadilan dan
kepercayaan harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang
saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika kerugian hanya dihitung sebagai
angka anggaran. Dalam konteks pembangunan fasilitas publik, langkah minimum
yang patut dilakukan adalah pengukuran mutu, akses, dan biaya kesempatan.
Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak
semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak
berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas
layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

2.11 Ringkasan Bab

Bab 2 memperlihatkan bahwa korupsi perlu dipahami sebagai penyalahgunaan
kepercayaan dan kewenangan, bukan hanya sebagai peristiwa penangkapan atau
kerugian keuangan negara. Bab ini membedah bentuk, penyebab, jaringan, dan
biaya sosialnya. Setiap tema menuntut keseimbangan antara ketegasan terhadap
penyimpangan dan kehati-hatian agar pengawasan tidak berubah menjadi fitnah,
intimidasi, atau kompetisi partisan. Perbaikan yang berkelanjutan membutuhkan
tujuan yang jelas, data yang dapat diuji, pembagian tanggung jawab, partisipasi
yang bermakna, saluran pelaporan aman, serta tindak lanjut yang dapat dilihat
oleh publik.

= Nilai harus diterjemahkan menjadi prosedur dan indikator yang dapat diperiksa.

» Konflik kepentingan perlu dikenali serta dikelola sebelum memengaruhi
keputusan.

» Keterbukaan harus memperkuat pemahaman, bukan sekadar menambah jumlah
berkas.

» Kiritik, audit, dan laporan harus diikuti koreksi serta pembelajaran kelembagaan.

= Hak pihak yang terdampak, pelapor, saksi, dan pihak terlapor harus dilindungi
secara proporsional.

2.12 Rujukan Pilihan

=  UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
= UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999
=  UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC
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BAB 3 — SUAP, GRATIFIKASI, PEMERASAN, DAN
UANG PELICIN

QS An-Nisa [4]: 135
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Makna ringkas: Keadilan harus ditegakkan sekalipun kesaksian itu tidak
menguntungkan diri sendiri, orang tua, atau kerabat.

Bab ini membedakan beberapa istilah yang sering tertukar. Pembedaan diperlukan
agar warga, pegawai, organisasi, dan pejabat dapat mengenali situasi berisiko
sebelum menjadi pelanggaran hukum atau kerusakan etis.

Tujuan bab ini adalah membantu pembaca menghubungkan prinsip moral dengan
tindakan yang dapat diamati. Pembahasan tidak berhenti pada kecaman terhadap
pelanggaran, tetapi menelusuri bagaimana aturan, data, pembagian tugas,
partisipasi, audit, dan perlindungan pelapor dapat mengurangi risiko
penyalahgunaan kekuasaan.

Pertanyaan kunci bab: Siapa mengambil keputusan, berdasarkan data apa, untuk
kepentingan siapa, dengan biaya berapa, melalui prosedur apa, dan bagaimana
masyarakat dapat memeriksa serta meminta perbaikan?

3.1 Membedakan Suap dan Gratifikasi

Fokus: Perbedaan suap dan gratifikasi dan cara mencegah keadaan ketika semua
pemberian dianggap sama.

Dalam praktik pemerintahan modern, perbedaan suap dan gratifikasi perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika semua pemberian
dianggap sama, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
profesionalitas menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Dengan demikian, pembahasan
perbedaan suap dan gratifikasi harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
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semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pegawai dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pemberian kepada pejabat, ketiga tahap
itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, analisis hubungan jabatan, maksud, waktu, dan
imbalan dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai
agama memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat,
menegakkan keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta
secara batil.

Masalah perbedaan suap dan gratifikasi jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Pada akhirnya, pencegahan perlu menyatukan
analisis hubungan jabatan, maksud, waktu, dan imbalan, penguatan kompetensi,
dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang
baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pemberian kepada pejabat diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
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tetap dihormati. analisis hubungan jabatan, maksud, waktu, dan imbalan menjadi
titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil
perbaikan.

Perbaikan perbedaan suap dan gratifikasi dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Secara operasional, analisis
hubungan jabatan, maksud, waktu, dan imbalan harus dinilai dari perubahan
perilaku dan kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau
dokumen kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar
warga dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang perbedaan
suap dan gratifikasi hanya
dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan
terdokumentasi

publik
dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, wajibkan
telaah pihak yang independen.

dan

Ada dekat
pemberian  kepada
yang tidak diumumkan.

relasi dalam

pejabat

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data
pemberian  dianggap
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

mengenai semua

sama

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab

keterangan.

sulit dimintai

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik
suap dan gratifikasi dijawab
dengan serangan pribadi.

terhadap perbedaan

Substansi masalah hilang dan
partisipasi
polarisasi.

berubah menjadi

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan;  sediakan  forum

jawab serta hak koreksi.

Tindak lanjut atas temuan
semua pemberian dianggap
sama tidak memiliki batas

waktu.

Masalah
kepatuhan
kegiatan administratif.

dan
menjadi

berulang
hanya

Susun rencana aksi, tenggat,
indikator hasil, bukti
pelaksanaan, dan eskalasi
sanksi.
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Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai perbedaan suap dan gratifikasi
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika semua
pemberian dianggap sama?

3. Apakah proses pemberian kepada pejabat memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa analisis hubungan jabatan, maksud, waktu,
dan imbalan benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam

dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Membedakan Suap dan Gratifikasi menegaskan bahwa perbedaan suap dan
gratifikasi harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang
saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika semua pemberian dianggap sama.
Dalam konteks pemberian kepada pejabat, langkah minimum yang patut
dilakukan adalah analisis hubungan jabatan, maksud, waktu, dan imbalan.
Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak
semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak
berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas
layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

3.2 Janji, Hadiah, dan Fasilitas

Fokus: Bentuk manfaat non-uang dan cara mencegah keadaan ketika keuntungan
tersembunyi tidak dicatat.

Dari perspektif pencegahan, bentuk manfaat non-uang perlu dipahami sebagai
bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan
teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah
siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana
alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika keuntungan tersembunyi
tidak dicatat, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip tanggung
jawab menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Langkah berikutnya, pembahasan
bentuk manfaat non-uang harus menghubungkan norma, desain kelembagaan,
perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini
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membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah
sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai
hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pimpinan organisasi
dilakukan. Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik
kepentingan, dasar data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama
proses, etika menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan
setara, dan dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pemberian tiket, perjalanan, atau diskon,
ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat
atau kepatuhan dokumen. Padahal, pencatatan, penolakan, dan pelaporan dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah bentuk manfaat non-uang jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung
dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi, kualitas
data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika penghargaan
hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong memanipulasi
pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak memberi
teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan.
Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah
dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang berulang
tidak terlihat sebagai pola. Dalam konteks tersebut, pencegahan perlu menyatukan
pencatatan, penolakan, dan pelaporan, penguatan kompetensi, dan mekanisme
koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan
sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan
lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pemberian tiket, perjalanan, atau diskon
diputuskan dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen
dasar tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
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memberikan jawaban tetap dihormati. pencatatan, penolakan, dan pelaporan
menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan bentuk manfaat non-uang dapat dimulai dengan menentukan pemilik
proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib disimpan.
Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Dengan demikian, pencatatan,
penolakan, dan pelaporan harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

dikuasai sedikit orang.

koreksi menyempit.

. ) Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejal Perlu Dib
€)a’a yang 2eriu Dibaca Kelola Disarankan
Keputusan tentang bentuk | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
manfaat non-uang  hanya | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan

telaah pihak yang independen.

Ada dekat
pemberian tiket, perjalanan,
diskon yang tidak
diumumkan.

relasi dalam

atau

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai keuntungan
tersembunyi  tidak
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

dicatat

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab dimintai
keterangan.

sulit

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik
manfaat

bentuk
non-uang dijawab
dengan serangan pribadi.

terhadap

Substansi masalah hilang dan
partisipasi berubah menjadi

polarisasi.

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan;  sediakan  forum

jawab serta hak koreksi.

Tindak lanjut atas temuan
keuntungan tersembunyi tidak
dicatat tidak memiliki batas

waktu.

dan
menjadi

Masalah
kepatuhan
kegiatan administratif.

berulang
hanya

Susun rencana aksi, tenggat,
indikator hasil, bukti
pelaksanaan, dan eskalasi
sanksi.
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Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai bentuk manfaat non-uang
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika keuntungan
tersembunyi tidak dicatat?

3. Apakah proses pemberian tiket, perjalanan, atau diskon memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa pencatatan, penolakan, dan pelaporan benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Janji, Hadiah, dan Fasilitas menegaskan bahwa bentuk manfaat non-uang harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika keuntungan tersembunyi tidak dicatat. Dalam konteks
pemberian tiket, perjalanan, atau diskon, langkah minimum yang patut dilakukan
adalah pencatatan, penolakan, dan pelaporan. Penilaian harus berbasis fakta,
terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

3.3 Gratifikasi yang Berhubungan dengan Jabatan

Fokus: Hubungan hadiah dengan kedudukan dan cara mencegah keadaan ketika
tradisi sosial menutupi konflik kepentingan.

Dari perspektif pencegahan, hubungan hadiah dengan kedudukan perlu dipahami
sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar
urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya
adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya,
bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika tradisi sosial menutupi
konflik kepentingan, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif,
tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
profesionalitas menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Dalam konteks tersebut, pembahasan
hubungan hadiah dengan kedudukan harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
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semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan jurnalis dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus hadiah setelah pelayanan, ketiga tahap itu
sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau kepatuhan
dokumen. Padahal, kebijakan penerimaan hadiah dan konsultasi dapat mengubah
nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat
gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan,
memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah hubungan hadiah dengan kedudukan jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Secara operasional, pencegahan perlu
menyatukan kebijakan penerimaan hadiah dan konsultasi, penguatan kompetensi,
dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang
baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika hadiah setelah pelayanan diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
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tetap dihormati. kebijakan penerimaan hadiah dan konsultasi menjadi titik awal
agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan hubungan hadiah dengan kedudukan dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Pada akhirnya, kebijakan
penerimaan hadiah dan konsultasi harus dinilai dari perubahan perilaku dan
kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga
dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang hubungan
hadiah dengan kedudukan
hanya dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan
terdokumentasi

publik
dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, wajibkan
telaah pihak yang independen.

dan

Ada relasi dekat dalam hadiah
setelah pelayanan yang tidak
diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai tradisi sosial
menutupi konflik kepentingan

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung

batas waktu.

terlambat, tidak lengkap, atau | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
sulit dibandingkan. keterangan.

Kritik terhadap hubungan | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
hadiah dengan kedudukan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dijawab  dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
tradisi sosial menutupi konflik | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
kepentingan tidak memiliki | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi

sanksi.

93




Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai hubungan hadiah dengan
kedudukan dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika tradisi sosial
menutupi konflik kepentingan?

3. Apakah proses hadiah setelah pelayanan memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa kebijakan penerimaan hadiah dan konsultasi
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Gratifikasi yang Berhubungan dengan Jabatan menegaskan bahwa hubungan
hadiah dengan kedudukan harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan
pengawasan yang saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika tradisi sosial
menutupi konflik kepentingan. Dalam konteks hadiah setelah pelayanan, langkah
minimum yang patut dilakukan adalah kebijakan penerimaan hadiah dan
konsultasi. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi,
menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini,
integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan,
kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

3.4 Penyuapan dalam Pengadaan

Fokus: Suap untuk memengaruhi kontrak dan cara mencegah keadaan ketika fee
dianggap bagian biasa proyek.

Pada tingkat kelembagaan, suap untuk memengaruhi kontrak perlu dipahami
sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar
urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya
adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya,
bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika fee dianggap bagian biasa
proyek, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip amanah
menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Namun demikian, pembahasan suap untuk
memengaruhi kontrak harus menghubungkan norma, desain kelembagaan,
perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini
membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah
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sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai
hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan jurnalis dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pemilihan penyedia, ketiga tahap itu
sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau kepatuhan
dokumen. Padahal, pemisahan fungsi dan audit komunikasi dapat mengubah nilai
moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat gagasan ini
melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan, memeriksa
informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah suap untuk memengaruhi kontrak jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Secara operasional, pencegahan perlu
menyatukan pemisahan fungsi dan audit komunikasi, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pemilihan penyedia diputuskan dalam waktu
singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
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tetap dihormati. pemisahan fungsi dan audit komunikasi menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan suap untuk memengaruhi kontrak dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Hal penting lainnya, pemisahan
fungsi dan audit komunikasi harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas
hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang

Geial Perlu Dib
ejala yang Perlu Dibaca Disarankan

tidak
ruang

Pertimbangan
terdokumentasi

publik
dan

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, wajibkan

Keputusan tentang suap untuk

memengaruhi kontrak hanya dan

dikuasai sedikit orang.

koreksi menyempit.

telaah pihak yang independen.

Ada dekat dalam
pemilihan penyedia yang tidak
diumumkan.

relasi

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai fee dianggap
bagian biasa proyek terlambat,
tidak lengkap,
dibandingkan.

atau  sulit

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
dimintai

jawab sulit

keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap suap untuk
memengaruhi kontrak dijawab
dengan serangan pribadi.

Substansi masalah hilang dan
partisipasi berubah menjadi
polarisasi.

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan; sediakan  forum
jawab serta hak koreksi.

Tindak lanjut atas temuan fee
dianggap bagian biasa proyek
tidak memiliki batas waktu.

Masalah
kepatuhan
kegiatan administratif.

dan
menjadi

berulang
hanya

Susun rencana aksi, tenggat,
indikator hasil, bukti
pelaksanaan, dan eskalasi
sanksi.
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Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai suap untuk memengaruhi kontrak
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika fee dianggap
bagian biasa proyek?

3. Apakah proses pemilihan penyedia memberi ruang bagi persaingan, partisipasi,
klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa pemisahan fungsi dan audit komunikasi
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Penyuapan dalam Pengadaan menegaskan bahwa suap untuk memengaruhi
kontrak harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang
saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika fee dianggap bagian biasa
proyek. Dalam konteks pemilihan penyedia, langkah minimum yang patut
dilakukan adalah pemisahan fungsi dan audit komunikasi. Penilaian harus
berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

3.5 Penyuapan Politik

Fokus: Transaksi dukungan dan kebijakan dan cara mencegah keadaan ketika
dukungan politik ditukar fasilitas.

Ketika kebijakan diterapkan, transaksi dukungan dan kebijakan perlu dipahami
sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar
urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya
adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya,
bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika dukungan politik ditukar
fasilitas, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip keberanian
moral menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Karena itu, pembahasan transaksi
dukungan dan kebijakan harus menghubungkan norma, desain kelembagaan,
perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini
membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah
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sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai
hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan jurnalis dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pembahasan anggaran atau regulasi,
ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat
atau kepatuhan dokumen. Padahal, transparansi lobi dan pembiayaan politik dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah transaksi dukungan dan kebijakan jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Hal penting lainnya, pencegahan perlu
menyatukan transparansi lobi dan pembiayaan politik, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pembahasan anggaran atau regulasi diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. transparansi lobi dan pembiayaan politik
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menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan transaksi dukungan dan kebijakan dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Dengan demikian, transparansi lobi
dan pembiayaan politik harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata

Gejala yang Perlu Dibaca

Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang transaksi
dukungan kebijakan
hanya dikuasai sedikit orang.

dan

tidak
ruang

Pertimbangan
terdokumentasi

publik
dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, wajibkan
telaah pihak yang independen.

dan

Ada
pembahasan
regulasi

diumumkan.

dekat
anggaran

yang

relasi dalam
atau

tidak

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data
politik

mengenai

ditukar
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

dukungan
fasilitas

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
dimintai

jawab sulit

keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

transaksi
kebijakan

Kritik  terhadap
dukungan  dan

dijawab
pribadi.

dengan  serangan

Substansi masalah hilang dan
partisipasi berubah menjadi
polarisasi.

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan; sediakan  forum
jawab serta hak koreksi.

Tindak lanjut atas temuan
dukungan  politik  ditukar
fasilitas tidak memiliki batas
waktu.

Masalah
kepatuhan
kegiatan administratif.

dan
menjadi

berulang
hanya

Susun rencana aksi, tenggat,
indikator hasil, bukti
pelaksanaan, dan eskalasi
sanksi.
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Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai transaksi dukungan dan kebijakan
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika dukungan
politik ditukar fasilitas?

3. Apakah proses pembahasan anggaran atau regulasi memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa transparansi lobi dan pembiayaan politik
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Penyuapan Politik menegaskan bahwa transaksi dukungan dan kebijakan harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika dukungan politik ditukar fasilitas. Dalam konteks
pembahasan anggaran atau regulasi, langkah minimum yang patut dilakukan
adalah transparansi lobi dan pembiayaan politik. Penilaian harus berbasis fakta,
terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

3.6 Pemerasan oleh Pejabat

Fokus: Permintaan paksa berbasis kewenangan dan cara mencegah keadaan ketika
warga takut menolak.

Pada tingkat kelembagaan, permintaan paksa berbasis kewenangan perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika warga takut
menolak, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip kejujuran
menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Hal penting lainnya, pembahasan permintaan paksa
berbasis kewenangan harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku
individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu
pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai
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kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil
selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan wakil rakyat
dilakukan. Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik
kepentingan, dasar data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama
proses, etika menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan
setara, dan dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus penerbitan izin atau pencairan hak, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, rekaman prosedur dan pelaporan aman dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah permintaan paksa berbasis kewenangan jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Pada saat yang sama, pencegahan perlu
menyatukan rekaman prosedur dan pelaporan aman, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika penerbitan izin atau pencairan hak diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. rekaman prosedur dan pelaporan aman
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menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan permintaan paksa berbasis kewenangan dapat dimulai dengan
menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang
wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan
siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai,
dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Karena itu, rekaman prosedur dan
pelaporan aman harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil, bukan
hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan. Pimpinan perlu
mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat bahwa
pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang

Geial Perlu Dib
¢jala yang Perlu Dibaca Disarankan

tidak
ruang

Pertimbangan
terdokumentasi

publik
dan

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, wajibkan

Keputusan tentang permintaan

paksa berbasis kewenangan dan

hanya dikuasai sedikit orang.

koreksi menyempit.

telaah pihak yang independen.

Ada dekat  dalam

penerbitan izin atau pencairan

relasi

hak yang tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai warga takut
menolak  terlambat, tidak
sulit

lengkap, atau

dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
dimintai

jawab sulit

keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap permintaan
paksa berbasis kewenangan
dijawab
pribadi.

dengan  serangan

Substansi masalah hilang dan
partisipasi berubah menjadi
polarisasi.

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan; sediakan  forum
jawab serta hak koreksi.

Tindak lanjut atas temuan
warga takut menolak tidak
memiliki batas waktu.

Masalah
kepatuhan
kegiatan administratif.

dan
menjadi

berulang
hanya

Susun rencana aksi, tenggat,
indikator hasil, bukti
pelaksanaan, dan eskalasi
sanksi.
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Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai permintaan paksa berbasis
kewenangan dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika warga takut
menolak?

3. Apakah proses penerbitan izin atau pencairan hak memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa rekaman prosedur dan pelaporan aman
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Pemerasan oleh Pejabat menegaskan bahwa permintaan paksa berbasis
kewenangan harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang
saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika warga takut menolak. Dalam
konteks penerbitan izin atau pencairan hak, langkah minimum yang patut
dilakukan adalah rekaman prosedur dan pelaporan aman. Penilaian harus berbasis
fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

3.7 Uang Pelicin

Fokus: Pembayaran untuk mempercepat layanan dan cara mencegah keadaan ketika
keterlambatan sengaja menciptakan pasar ilegal.

Pada tingkat kelembagaan, pembayaran untuk mempercepat layanan perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika keterlambatan
sengaja menciptakan pasar ilegal, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
profesionalitas menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Namun demikian, pembahasan
pembayaran untuk mempercepat layanan harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
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semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pimpinan organisasi
dilakukan. Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik
kepentingan, dasar data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama
proses, etika menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan
setara, dan dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus layanan administrasi, ketiga tahap itu
sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau kepatuhan
dokumen. Padahal, batas waktu, antrean digital, dan supervisi dapat mengubah
nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat
gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan,
memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah pembayaran untuk mempercepat layanan jarang berdiri sendiri; ia
biasanya terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya
organisasi, kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan.
Jika penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat
terdorong memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika
pimpinan tidak memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang
hanya berlaku bagi bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi,
hasil pemeriksaan mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi,
kesalahan yang berulang tidak terlihat sebagai pola. Secara operasional,
pencegahan perlu menyatukan batas waktu, antrean digital, dan supervisi,
penguatan kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik
beritikad baik. Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem
yang mampu menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang
melaporkannya, dan memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika layanan administrasi diputuskan dalam waktu
singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban

104



tetap dihormati. batas waktu, antrean digital, dan supervisi menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan pembayaran untuk mempercepat layanan dapat dimulai dengan
menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang
wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan
siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai,
dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Karena itu, batas waktu, antrean
digital, dan supervisi harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

mempercepat layanan hanya
dikuasai sedikit orang.

koreksi menyempit.

. ) Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejal Perlu Dib
€)a’a yang 2eriu Dibaca Kelola Disarankan
Keputusan tentang | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
pembayaran untuk | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan

telaah pihak yang independen.

Ada
layanan
tidak diumumkan.

dekat
administrasi

dalam
yang

relasi

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai keterlambatan

Publik tidak mampu menguji

Tetapkan standar data terbuka,

sengaja menciptakan pasar | kewajaran dan penanggung | jadwal publikasi, penanggung
ilegal terlambat, tidak | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
lengkap, atau sulit | keterangan.

dibandingkan.

Kritik terhadap pembayaran

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

untuk mempercepat layanan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan;  sediakan  forum
dijawab  dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
keterlambatan sengaja | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
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Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

menciptakan pasar ilegal tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai pembayaran untuk mempercepat
layanan dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika keterlambatan
sengaja menciptakan pasar ilegal?

3. Apakah proses layanan administrasi memberi ruang bagi persaingan, partisipasi,
klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa batas waktu, antrean digital, dan supervisi
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Uang Pelicin menegaskan bahwa pembayaran untuk mempercepat layanan harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika keterlambatan sengaja menciptakan pasar ilegal.
Dalam konteks layanan administrasi, langkah minimum yang patut dilakukan
adalah batas waktu, antrean digital, dan supervisi. Penilaian harus berbasis fakta,
terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

3.8 Sponsor dan Konflik Kepentingan

Fokus: Sponsorship yang memengaruhi independensi dan cara mencegah keadaan
ketika kegiatan publik bergantung pada pihak berkepentingan.

Dalam praktik pemerintahan modern, sponsorship yang memengaruhi
independensi perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola
kepentingan bersama, bukan sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh
pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat,
siapa yang menanggung biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah
pithak yang terdampak memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan.
Ketika kegiatan publik bergantung pada pihak berkepentingan, keputusan
mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis
karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan
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terhadap pihak yang lemah. Prinsip keberanian moral menuntut agar kewenangan
selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa.
Pada akhirnya, pembahasan sponsorship yang memengaruhi independensi harus
menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman
konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua
kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau
sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada
putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pegawai dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pendanaan acara resmi, ketiga tahap itu
sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau kepatuhan
dokumen. Padahal, kriteria sponsor dan larangan pengaruh dapat mengubah nilai
moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat gagasan ini
melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan, memeriksa
informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah sponsorship yang memengaruhi independensi jarang berdiri sendiri; ia
biasanya terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya
organisasi, kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan.
Jika penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat
terdorong memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika
pimpinan tidak memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang
hanya berlaku bagi bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi,
hasil pemeriksaan mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi,
kesalahan yang berulang tidak terlihat sebagai pola. Pada saat yang sama,
pencegahan perlu menyatukan kriteria sponsor dan larangan pengaruh, penguatan
kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik.
Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu
menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan
memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pendanaan acara resmi diputuskan dalam waktu
singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
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atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. kriteria sponsor dan larangan pengaruh menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan sponsorship yang memengaruhi independensi dapat dimulai dengan
menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang
wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan
siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai,
dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Dalam konteks tersebut, kriteria
sponsor dan larangan pengaruh harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas
hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejala yang Perlu Dibaca
j2%a yang Kelola Disarankan

Keputusan tentang | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
sponsorship yang | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan
memengaruhi  independensi | koreksi menyempit. telaah pihak yang independen.
hanya dikuasai sedikit orang.

Ada relasi dekat dalam | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi
pendanaan acara resmi yang | memengaruhi netralitas, | kepentingan, pengunduran diri
tidak diumumkan. harga, atau mutu layanan. dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data  mengenai  kegiatan | Publik tidak mampu menguji | Tetapkan standar data terbuka,
publik bergantung pada pihak | kewajaran dan penanggung | jadwal publikasi, penanggung

berkepentingan terlambat, | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
tidak lengkap, atau sulit | keterangan.
dibandingkan.

Kritik terhadap sponsorship | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
yang memengaruhi | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
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. . Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
1 Perlu D
Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan
independensi dijawab dengan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
serangan pribadi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
kegiatan publik bergantung | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
pada pihak berkepentingan | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
tidak memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai sponsorship yang memengaruhi
independensi dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika kegiatan
publik bergantung pada pihak berkepentingan?

3. Apakah proses pendanaan acara resmi memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa kriteria sponsor dan larangan pengaruh
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Sponsor dan Konflik Kepentingan menegaskan bahwa sponsorship yang
memengaruhi independensi harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan
pengawasan yang saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika kegiatan publik
bergantung pada pihak berkepentingan. Dalam konteks pendanaan acara resmi,
langkah minimum yang patut dilakukan adalah kriteria sponsor dan larangan
pengaruh. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi,
menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini,
integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan,
kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

3.9 Pemberian dalam Relasi Sosial

Fokus: Hadiah pada pernikahan atau hari raya dan cara mencegah keadaan ketika
batas sosial dan jabatan tidak dipisahkan.

Dari perspektif pencegahan, hadiah pada pernikahan atau hari raya perlu dipahami
sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar
urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya
adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya,
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bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika batas sosial dan jabatan tidak
dipisahkan, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip tanggung
jawab menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Langkah berikutnya, pembahasan
hadiah pada pernikahan atau hari raya harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan auditor dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pemberian kepada pejabat yang dikenal
pribadi, ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar
keluaran cepat atau kepatuhan dokumen. Padahal, deklarasi relasi dan kewajaran
nilai dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai
agama memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat,
menegakkan keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta
secara batil.

Masalah hadiah pada pernikahan atau hari raya jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Dengan demikian, pencegahan perlu
menyatukan deklarasi relasi dan kewajaran nilai, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pemberian kepada pejabat yang dikenal pribadi
diputuskan dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen
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dasar tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. deklarasi relasi dan kewajaran nilai menjadi
titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil
perbaikan.

Perbaikan hadiah pada pernikahan atau hari raya dapat dimulai dengan
menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang
wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan
siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai,
dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Namun demikian, deklarasi relasi
dan kewajaran nilai harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil, bukan
hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan. Pimpinan perlu
mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat bahwa
pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang hadiah
pada pernikahan atau hari raya
hanya dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan  publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam
pemberian kepada pejabat
yang dikenal pribadi yang

tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai batas sosial

Publik tidak mampu menguji

Tetapkan standar data terbuka,
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

dan jabatan tidak dipisahkan
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap hadiah pada

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

pernikahan atau hari raya | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dijawab dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
batas sosial dan jabatan tidak | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
dipisahkan tidak memiliki | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai hadiah pada pernikahan atau hari
raya dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika batas sosial
dan jabatan tidak dipisahkan?

3. Apakah proses pemberian kepada pejabat yang dikenal pribadi memberi ruang
bagi persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa deklarasi relasi dan kewajaran nilai benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Pemberian dalam Relasi Sosial menegaskan bahwa hadiah pada pernikahan atau
hari raya harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang
saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika batas sosial dan jabatan tidak
dipisahkan. Dalam konteks pemberian kepada pejabat yang dikenal pribadi,
langkah minimum yang patut dilakukan adalah deklarasi relasi dan kewajaran
nilai. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati
hak semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas
tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas

layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.
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3.10 Membangun Sistem Pengendalian Gratifikasi

Fokus: Pengendalian gratifikasi organisasi dan cara mencegah keadaan ketika
aturan hanya tersimpan dalam dokumen.

Pada tingkat kelembagaan, pengendalian gratifikasi organisasi perlu dipahami
sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar
urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya
adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya,
bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika aturan hanya tersimpan
dalam dokumen, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
profesionalitas menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Konsekuensinya, pembahasan
pengendalian gratifikasi organisasi harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan auditor dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus penerimaan dan pelaporan pemberian,
ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat
atau kepatuhan dokumen. Padahal, unit pengendalian, sosialisasi, dan tindak
lanjut dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai
agama memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat,
menegakkan keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta
secara batil.

Masalah pengendalian gratifikasi organisasi jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
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berulang tidak terlihat sebagai pola. Konsekuensinya, pencegahan perlu
sosialisasi, dan tindak lanjut, penguatan
kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik.

Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu

menyatukan unit pengendalian,

menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan
memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika penerimaan dan pelaporan pemberian diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. unit pengendalian, sosialisasi, dan tindak
lanjut menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan
narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan pengendalian gratifikasi organisasi dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Dalam konteks tersebut, unit
pengendalian, sosialisasi, dan tindak lanjut harus dinilai dari perubahan perilaku
dan kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga
dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang

Pertimbangan publik tidak

Buka dasar keputusan, catat
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata

Pengendalian yang

sedikit orang.

Kelola Disarankan
pengendalian gratifikasi | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan
organisasi hanya dikuasai | koreksi menyempit. telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam
penerimaan dan pelaporan
pemberian yang tidak
diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai aturan hanya

tersimpan dalam dokumen
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab

keterangan.

sulit dimintai

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap pengendalian

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

gratifikasi organisasi dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
aturan hanya tersimpan dalam | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
dokumen tidak memiliki batas | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1.

Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai pengendalian gratifikasi organisasi
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika aturan hanya
tersimpan dalam dokumen?

Apakah proses penerimaan dan pelaporan pemberian memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

Bukti apa yang menunjukkan bahwa unit pengendalian, sosialisasi, dan tindak
lanjut benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?
Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Membangun Sistem Pengendalian Gratifikasi menegaskan bahwa pengendalian
gratifikasi organisasi harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan

pengawasan yang saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika aturan hanya
tersimpan dalam dokumen. Dalam konteks penerimaan dan pelaporan pemberian,

langkah minimum yang patut dilakukan adalah unit pengendalian, sosialisasi, dan
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tindak lanjut. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi,
menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini,
integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan,
kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

3.11 Ringkasan Bab

Bab 3 memperlihatkan bahwa bab ini membedakan beberapa istilah yang sering
tertukar. Pembedaan diperlukan agar warga, pegawai, organisasi, dan pejabat
dapat mengenali situasi berisiko sebelum menjadi pelanggaran hukum atau
kerusakan etis. Setiap tema menuntut keseimbangan antara ketegasan terhadap
penyimpangan dan kehati-hatian agar pengawasan tidak berubah menjadi fitnah,
intimidasi, atau kompetisi partisan. Perbaikan yang berkelanjutan membutuhkan
tujuan yang jelas, data yang dapat diuji, pembagian tanggung jawab, partisipasi
yang bermakna, saluran pelaporan aman, serta tindak lanjut yang dapat dilihat
oleh publik.

» Nilai harus diterjemahkan menjadi prosedur dan indikator yang dapat diperiksa.

» Konflik kepentingan perlu dikenali serta dikelola sebelum memengaruhi
keputusan.

» Keterbukaan harus memperkuat pemahaman, bukan sekadar menambah jumlah
berkas.

= Kiritik, audit, dan laporan harus diikuti koreksi serta pembelajaran kelembagaan.

» Hak pihak yang terdampak, pelapor, saksi, dan pihak terlapor harus dilindungi
secara proporsional.

3.12 Rujukan Pilihan
 KPK ACLC: Perbedaan Gratifikasi, Suap, Pemerasan, dan Uang Pelicin

 KPK ACLC: Hubungan Gratifikasi dan Konflik Kepentingan
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BAB 4 — NEPOTISME, KONFLIK KEPENTINGAN,
DAN PENYALAHGUNAAN ANGGARAN
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Makna ringkas: Kebencian kepada suatu kelompok tidak boleh mendorong
ketidakadilan, berlaku adil lebih dekat kepada ketakwaan.

c

Penyimpangan sering dimulai sebelum uang berpindah. Relasi keluarga, bisnis,
politik, dan organisasi dapat memengaruhi netralitas. Anggaran pun dapat
disalahgunakan melalui perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, atau pelaporan.

Tujuan bab ini adalah membantu pembaca menghubungkan prinsip moral dengan
tindakan yang dapat diamati. Pembahasan tidak berhenti pada kecaman terhadap
pelanggaran, tetapi menelusuri bagaimana aturan, data, pembagian tugas,
partisipasi, audit, dan perlindungan pelapor dapat mengurangi risiko
penyalahgunaan kekuasaan.

Pertanyaan kunci bab: Siapa mengambil keputusan, berdasarkan data apa, untuk
kepentingan siapa, dengan biaya berapa, melalui prosedur apa, dan bagaimana
masyarakat dapat memeriksa serta meminta perbaikan?

4.1 Nepotisme dan Keputusan Publik

Fokus: Nepotisme dalam keputusan publik dan cara mencegah keadaan ketika
kedekatan dianggap bukti kelayakan.

Dalam hubungan antara pejabat dan masyarakat, nepotisme dalam keputusan
publik perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan
bersama, bukan sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau
ahli. Pokok persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang
menanggung biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang
terdampak memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika
kedekatan dianggap bukti kelayakan, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
tanggung jawab menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang
jelas, pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Hal penting lainnya, pembahasan
nepotisme dalam keputusan publik harus menghubungkan norma, desain
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kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pejabat dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pengangkatan atau pemberian proyek,
ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat
atau kepatuhan dokumen. Padahal, seleksi kompetitif dan deklarasi hubungan
dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah nepotisme dalam keputusan publik jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Dalam konteks tersebut, pencegahan perlu
menyatukan seleksi kompetitif dan deklarasi hubungan, penguatan kompetensi,
dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang
baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pengangkatan atau pemberian proyek diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
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berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. seleksi kompetitif dan deklarasi hubungan
menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan nepotisme dalam keputusan publik dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Namun demikian, seleksi kompetitif
dan deklarasi hubungan harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

Keputusan tentang nepotisme | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
dalam keputusan publik hanya | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan

dikuasai sedikit orang. koreksi menyempit. telaah pihak yang independen.
Ada relasi dekat dalam | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi
pengangkatan atau pemberian | memengaruhi netralitas, | kepentingan, pengunduran diri
proyek yang tidak | harga, atau mutu layanan. dari proses, dan pemeriksaan
diumumkan. silang.

Data mengenai kedekatan | Publik tidak mampu menguji | Tetapkan standar data terbuka,
dianggap bukti kelayakan | kewajaran dan penanggung | jadwal publikasi, penanggung
terlambat, tidak lengkap, atau | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.

sulit dibandingkan. keterangan.

Kritik terhadap nepotisme | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
dalam  keputusan  publik | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum

dijawab  dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
kedekatan  dianggap bukti | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

kelayakan tidak  memiliki

batas waktu.

kegiatan administratif.

pelaksanaan, dan eskalasi

sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai nepotisme dalam keputusan publik
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika kedekatan
dianggap bukti kelayakan?

3. Apakah proses pengangkatan atau pemberian proyek memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa seleksi kompetitif dan deklarasi hubungan
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Nepotisme dan Keputusan Publik menegaskan bahwa nepotisme dalam keputusan
publik harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika kedekatan dianggap bukti kelayakan.
Dalam konteks pengangkatan atau pemberian proyek, langkah minimum yang
patut dilakukan adalah seleksi kompetitif dan deklarasi hubungan. Penilaian harus
berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

4.2 Konflik Kepentingan Aktual, Potensial, dan Semu

Fokus: Jenis konflik kepentingan dan cara mencegah keadaan ketika konflik baru
ditangani setelah kerugian.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, jenis konflik kepentingan perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika konflik baru
ditangani setelah kerugian, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
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kejujuran menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Secara operasional, pembahasan jenis
konflik kepentingan harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku
individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu
pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai
kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil
selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pimpinan organisasi
dilakukan. Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik
kepentingan, dasar data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama
proses, etika menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan
setara, dan dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus keputusan oleh pejabat yang punya relasi,
ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat
atau kepatuhan dokumen. Padahal, identifikasi dini dan dokumentasi penanganan
dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah jenis konflik kepentingan jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung
dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi, kualitas
data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika penghargaan
hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong memanipulasi
pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak memberi
teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan.
Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah
dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang berulang
tidak terlihat sebagai pola. Dalam konteks tersebut, pencegahan perlu menyatukan
identifikasi dini dan dokumentasi penanganan, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika keputusan oleh pejabat yang punya relasi
diputuskan dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen
dasar tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
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penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. identifikasi dini
penanganan menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi
pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

dan dokumentasi

Perbaikan jenis konflik kepentingan dapat dimulai dengan menentukan pemilik
proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib disimpan.
Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Konsekuensinya, identifikasi dini
dan dokumentasi penanganan harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas
hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan  tentang
konflik  kepentingan
dikuasai sedikit orang.

jenis
hanya

tidak
ruang

Pertimbangan  publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam
keputusan oleh pejabat yang
punya relasi yang tidak
diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai konflik baru
ditangani setelah kerugian
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap jenis konflik
kepentingan dijawab dengan
serangan pribadi.

Substansi masalah hilang dan
partisipasi berubah menjadi
polarisasi.

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan; sediakan  forum
jawab serta hak koreksi.
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Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
konflik baru ditangani setelah | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
kerugian tidak memiliki batas | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai jenis konflik kepentingan
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika konflik baru
ditangani setelah kerugian?

3. Apakah proses keputusan oleh pejabat yang punya relasi memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa identifikasi dini dan dokumentasi
penanganan benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam

dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Konflik Kepentingan Aktual, Potensial, dan Semu menegaskan bahwa jenis
konflik kepentingan harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan
pengawasan yang saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika konflik baru
ditangani setelah kerugian. Dalam konteks keputusan oleh pejabat yang punya
relasi, langkah minimum yang patut dilakukan adalah identifikasi dini dan
dokumentasi penanganan. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap
klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan.
Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi
karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat
dilihat serta diuji oleh masyarakat.

4.3 Kepentingan Keluarga dan Bisnis

Fokus: Relasi keluarga serta usaha dan cara mencegah keadaan ketika pemilik
manfaat disembunyikan.

Pada tahap pengambilan keputusan, relasi keluarga serta usaha perlu dipahami
sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar
urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya
adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya,
bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
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kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika pemilik manfaat
disembunyikan, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
profesionalitas menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Hal penting lainnya, pembahasan
relasi keluarga serta usaha harus menghubungkan norma, desain kelembagaan,
perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini
membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah
sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai
hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan auditor dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pengadaan yang melibatkan kerabat,
ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat
atau kepatuhan dokumen. Padahal, uji beneficial ownership dan recusal dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah relasi keluarga serta usaha jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung
dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi, kualitas
data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika penghargaan
hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong memanipulasi
pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak memberi
teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan.
Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah
dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang berulang
tidak terlihat sebagai pola. Dengan demikian, pencegahan perlu menyatukan uji
beneficial ownership dan recusal, penguatan kompetensi, dan mekanisme koreksi
yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan sistem tanpa
kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan lebih cepat,
melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pengadaan yang melibatkan kerabat diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
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menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. uji beneficial ownership dan recusal
menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan relasi keluarga serta usaha dapat dimulai dengan menentukan pemilik
proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib disimpan.
Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Langkah berikutnya, uji beneficial
ownership dan recusal harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan  tentang  relasi
keluarga serta usaha hanya

dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

publik
dan

Pertimbangan
terdokumentasi
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, wajibkan
telaah pihak yang independen.

dan

Ada relasi dekat dalam
pengadaan yang melibatkan

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri

terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

jawab sulit dimintai

keterangan.

kerabat yang tidak | harga, atau mutu layanan. dari proses, dan pemeriksaan
diumumkan. silang.

Data mengenai pemilik | Publik tidak mampu menguji | Tetapkan standar data terbuka,
manfaat disembunyikan | kewajaran dan penanggung | jadwal publikasi, penanggung

jawab, dan jejak perubahan.
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Kritik terhadap relasi keluarga
serta usaha dijawab dengan

Substansi masalah hilang dan
partisipasi berubah menjadi

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan; sediakan  forum

serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
pemilik manfaat | kepatuthan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
disembunyikan tidak memiliki | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai relasi keluarga serta usaha
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika pemilik
manfaat disembunyikan?

3. Apakah proses pengadaan yang melibatkan kerabat memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa uji beneficial ownership dan recusal benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Kepentingan Keluarga dan Bisnis menegaskan bahwa relasi keluarga serta usaha
harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika pemilik manfaat disembunyikan. Dalam
konteks pengadaan yang melibatkan kerabat, langkah minimum yang patut
dilakukan adalah uji beneficial ownership dan recusal. Penilaian harus berbasis
fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

4.4 Rangkap Jabatan

Fokus: Rangkap jabatan dan loyalitas ganda dan cara mencegah keadaan ketika
peran ganda dianggap efisien tanpa kajian.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, rangkap jabatan dan loyalitas ganda
perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama,
bukan sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
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biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika peran ganda
dianggap efisien tanpa kajian, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
amanah menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Dalam konteks tersebut, pembahasan
rangkap jabatan dan loyalitas ganda harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan jurnalis dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pengawasan terhadap organisasi terkait,
ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat
atau kepatuhan dokumen. Padahal, pembatasan, pengungkapan, dan pemisahan
fungsi dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai
agama memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat,
menegakkan keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta
secara batil.

Masalah rangkap jabatan dan loyalitas ganda jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Karena itu, pencegahan perlu menyatukan
pembatasan, pengungkapan, dan pemisahan fungsi, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pengawasan terhadap organisasi terkait
diputuskan dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen
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dasar tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. pembatasan, pengungkapan, dan pemisahan
fungsi menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan
narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan rangkap jabatan dan loyalitas ganda dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Pada saat yang sama, pembatasan,
pengungkapan, dan pemisahan fungsi harus dinilai dari perubahan perilaku dan
kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga
dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang rangkap
jabatan dan loyalitas ganda
hanya dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan  publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam
pengawasan terhadap
organisasi terkait yang tidak

diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai peran ganda

Publik tidak mampu menguji

Tetapkan standar data terbuka,
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

dianggap efisien tanpa kajian
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Substansi masalah hilang dan
partisipasi berubah menjadi
polarisasi.

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan; sediakan  forum
jawab serta hak koreksi.

Kritik  terhadap  rangkap
jabatan dan loyalitas ganda
dijawab dengan serangan
pribadi.

Masalah dan
kepatuhan  hanya

kegiatan administratif.

berulang Susun rencana aksi, tenggat,
hasil, bukti

dan  eskalasi

Tindak lanjut atas temuan

peran ganda dianggap efisien menjadi | indikator
tanpa kajian tidak memiliki

batas waktu.

pelaksanaan,
sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai rangkap jabatan dan loyalitas ganda
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika peran ganda
dianggap efisien tanpa kajian?

3. Apakah proses pengawasan terhadap organisasi terkait memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa pembatasan, pengungkapan, dan pemisahan
fungsi benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Rangkap Jabatan menegaskan bahwa rangkap jabatan dan loyalitas ganda harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika peran ganda dianggap efisien tanpa kajian. Dalam
konteks pengawasan terhadap organisasi terkait, langkah minimum yang patut
dilakukan adalah pembatasan, pengungkapan, dan pemisahan fungsi. Penilaian
harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak,
dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

4.5 Revolving Door

Fokus: Perpindahan antara jabatan publik dan industri dan cara mencegah keadaan
ketika informasi serta jaringan digunakan untuk kepentingan baru.
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Dari perspektif pencegahan, perpindahan antara jabatan publik dan industri perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika informasi serta
jaringan digunakan untuk kepentingan baru, keputusan mungkin tetap tampak sah
secara administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak
menjamin kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah.
Prinsip profesionalitas menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan
yang jelas, pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Karena itu, pembahasan
perpindahan antara jabatan publik dan industri harus menghubungkan norma,
desain kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan akademisi dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus mantan pejabat menjadi konsultan sektor
terkait, ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran
cepat atau kepatuhan dokumen. Padahal, masa jeda dan aturan kerahasiaan dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah perpindahan antara jabatan publik dan industri jarang berdiri sendiri; ia
biasanya terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya
organisasi, kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan.
Jika penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat
terdorong memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika
pimpinan tidak memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang
hanya berlaku bagi bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi,
hasil pemeriksaan mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi,
kesalahan yang berulang tidak terlihat sebagai pola. Konsekuensinya, pencegahan
perlu menyatukan masa jeda dan aturan kerahasiaan, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
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kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika mantan pejabat menjadi konsultan sektor terkait
diputuskan dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen
dasar tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. masa jeda dan aturan kerahasiaan menjadi
titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil
perbaikan.

Perbaikan perpindahan antara jabatan publik dan industri dapat dimulai dengan
menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang
wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan
siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai,
dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Pada akhirnya, masa jeda dan aturan
kerahasiaan harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil, bukan hanya
dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan. Pimpinan perlu
mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat bahwa
pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

. ) Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

Keputusan tentang | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
perpindahan antara jabatan | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan
publik dan industri hanya | koreksi menyempit. telaah pihak yang independen.
dikuasai sedikit orang.
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata

Pengendalian yang

konsultan sektor terkait yang
tidak diumumkan.

harga, atau mutu layanan.

Kelola Disarankan
Ada relasi dekat dalam | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi
mantan  pejabat  menjadi | memengaruhi netralitas, | kepentingan, pengunduran diri

dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai informasi serta
jaringan  digunakan untuk
kepentingan baru terlambat,
tidak lengkap, sulit
dibandingkan.

atau

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap perpindahan

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

waktu.

antara jabatan publik dan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
industri  dijawab  dengan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
serangan pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
informasi  serta  jaringan | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
digunakan untuk kepentingan | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
baru tidak memiliki batas sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai perpindahan antara jabatan publik
dan industri dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika informasi
serta jaringan digunakan untuk kepentingan baru?

3. Apakah proses mantan pejabat menjadi konsultan sektor terkait memberi ruang
bagi persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa masa jeda dan aturan kerahasiaan benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Revolving Door menegaskan bahwa perpindahan antara jabatan publik dan
industri harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang
saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika informasi serta jaringan
digunakan untuk kepentingan baru. Dalam konteks mantan pejabat menjadi
konsultan sektor terkait, langkah minimum yang patut dilakukan adalah masa jeda
dan aturan kerahasiaan. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap
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klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan.
Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi
karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat
dilihat serta diuji oleh masyarakat.

4.6 Penyusunan Anggaran

Fokus: Integritas perencanaan anggaran dan cara mencegah keadaan ketika
program dibuat untuk menyerap dana bukan menjawab kebutuhan.

Dalam hubungan antara pejabat dan masyarakat, integritas perencanaan anggaran
perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama,
bukan sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika program dibuat
untuk menyerap dana bukan menjawab kebutuhan, keputusan mungkin tetap
tampak sah secara administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya
tidak menjamin kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang
lemah. Prinsip amanah menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan
yang jelas, pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Karena itu, pembahasan
integritas perencanaan anggaran harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pimpinan organisasi
dilakukan. Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik
kepentingan, dasar data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama
proses, etika menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan
setara, dan dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus penyusunan APBN, APBD, atau
anggaran lembaga, ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya
mengejar keluaran cepat atau kepatuhan dokumen. Padahal, analisis kebutuhan
dan partisipasi publik dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang
terukur. Nilai agama memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan
amanat, menegakkan keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan
harta secara batil.

Masalah integritas perencanaan anggaran jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
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penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Namun demikian, pencegahan perlu
menyatukan analisis kebutuhan dan partisipasi publik, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika penyusunan APBN, APBD, atau anggaran
lembaga diputuskan dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak.
Dokumen dasar tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa
pengambil keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan.
Pendukung keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan
pengkritik menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti
yang lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. analisis kebutuhan dan partisipasi publik
menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan integritas perencanaan anggaran dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Langkah berikutnya, analisis
kebutuhan dan partisipasi publik harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas
hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.
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Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang integritas
perencanaan anggaran hanya
dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam
penyusunan APBN, APBD,
atau anggaran lembaga yang
tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data  mengenai  program
dibuat untuk menyerap dana

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung

memiliki batas waktu.

bukan menjawab kebutuhan | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
terlambat, tidak lengkap, atau | keterangan.

sulit dibandingkan.

Kritik  terhadap integritas | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
perencanaan anggaran dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
program dibuat untuk | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
menyerap dana bukan | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
menjawab  kebutuhan tidak sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai integritas perencanaan anggaran
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika program
dibuat untuk menyerap dana bukan menjawab kebutuhan?
3. Apakah proses penyusunan APBN, APBD, atau anggaran lembaga memberi

ruang bagi persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?
4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa analisis kebutuhan dan partisipasi publik
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Penyusunan Anggaran menegaskan bahwa integritas perencanaan anggaran harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
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Risiko utama muncul ketika program dibuat untuk menyerap dana bukan
menjawab kebutuhan. Dalam konteks penyusunan APBN, APBD, atau anggaran
lembaga, langkah minimum yang patut dilakukan adalah analisis kebutuhan dan
partisipasi publik. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi,
menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini,
integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan,
kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

4.7 Mark-up dan Anggaran Fiktif

Fokus: Manipulasi nilai dan kegiatan dan cara mencegah keadaan ketika dokumen
tampak lengkap tetapi output tidak ada.

Dalam hubungan antara pejabat dan masyarakat, manipulasi nilai dan kegiatan
perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama,
bukan sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika dokumen tampak
lengkap tetapi output tidak ada, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
kejujuran menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Langkah berikutnya, pembahasan
manipulasi nilai dan kegiatan harus menghubungkan norma, desain kelembagaan,
perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini
membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah
sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai
hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pejabat dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pengadaan atau perjalanan dinas, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, pembandingan harga dan verifikasi fisik dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.
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Masalah manipulasi nilai dan kegiatan jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Konsekuensinya, pencegahan perlu
menyatukan pembandingan harga dan verifikasi fisik, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pengadaan atau perjalanan dinas diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. pembandingan harga dan verifikasi fisik
menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan manipulasi nilai dan kegiatan dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Langkah berikutnya, pembandingan
harga dan verifikasi fisik harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
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Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang manipulasi
nilai dan kegiatan hanya
dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada dekat
pengadaan atau perjalanan
dinas yang tidak diumumkan.

relasi dalam

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,

harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai dokumen | Publik tidak mampu menguji | Tetapkan standar data terbuka,
tampak lengkap tetapi output | kewajaran dan penanggung | jadwal publikasi, penanggung
tidak ada terlambat, tidak | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
lengkap, atau sulit | keterangan.

dibandingkan.

Kritik terhadap manipulasi | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
nilai dan kegiatan dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
dokumen tampak lengkap | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
tetapi output tidak ada tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai manipulasi nilai dan kegiatan
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika dokumen

tampak lengkap tetapi output tidak ada?
3. Apakah proses pengadaan atau perjalanan dinas memberi ruang bagi persaingan,

partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?
4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa pembandingan harga dan verifikasi fisik
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?
5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?
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Rangkuman Subbab

Mark-up dan Anggaran Fiktif menegaskan bahwa manipulasi nilai dan kegiatan
harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika dokumen tampak lengkap tetapi output
tidak ada. Dalam konteks pengadaan atau perjalanan dinas, langkah minimum
yang patut dilakukan adalah pembandingan harga dan verifikasi fisik. Penilaian
harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak,
dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

4.8 Perubahan Anggaran dan Dana Darurat

Fokus: Risiko dalam perubahan dan keadaan darurat dan cara mencegah keadaan
ketika kelonggaran prosedur dipakai tanpa alasan.

Pada tingkat kelembagaan, risiko dalam perubahan dan keadaan darurat perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika kelonggaran
prosedur dipakai tanpa alasan, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
keterbukaan menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Konsekuensinya, pembahasan risiko
dalam perubahan dan keadaan darurat harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan akademisi dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus belanja darurat, ketiga tahap itu sering
terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau kepatuhan
dokumen. Padahal, kriteria, dokumentasi, dan audit setelah kejadian dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
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memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah risiko dalam perubahan dan keadaan darurat jarang berdiri sendiri; ia
biasanya terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya
organisasi, kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan.
Jika penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat
terdorong memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika
pimpinan tidak memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang
hanya berlaku bagi bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi,
hasil pemeriksaan mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi,
kesalahan yang berulang tidak terlihat sebagai pola. Dalam konteks tersebut,
pencegahan perlu menyatukan kriteria, dokumentasi, dan audit setelah kejadian,
penguatan kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik
beritikad baik. Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem
yang mampu menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang
melaporkannya, dan memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika belanja darurat diputuskan dalam waktu singkat
dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi sebagian data
tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki hubungan dekat
dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan menekankan manfaat
yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya penyimpangan tanpa
menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah
yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan atau menghukum,
melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim
pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi, membandingkan
harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah prosedur
pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. kriteria, dokumentasi, dan audit setelah kejadian menjadi titik
awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil
perbaikan.

Perbaikan risiko dalam perubahan dan keadaan darurat dapat dimulai dengan
menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang
wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan
siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai,
dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Konsekuensinya, kriteria,
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dokumentasi, dan audit setelah kejadian harus dinilai dari perubahan perilaku dan
kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga

dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan  tentang  risiko
dalam perubahan dan keadaan
darurat hanya dikuasai sedikit

orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam belanja
darurat yang tidak
diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai kelonggaran
prosedur dipakai tanpa alasan
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap risiko dalam

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

perubahan  dan  keadaan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
darurat  dijawab  dengan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
serangan pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
kelonggaran prosedur dipakai | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
tanpa alasan tidak memiliki | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai risiko dalam perubahan dan

keadaan darurat dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?
2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika kelonggaran
prosedur dipakai tanpa alasan?

3. Apakah proses belanja darurat memberi ruang bagi persaingan, partisipasi,
klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa kriteria, dokumentasi, dan audit setelah
kejadian benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?
5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?
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Rangkuman Subbab

Perubahan Anggaran dan Dana Darurat menegaskan bahwa risiko dalam
perubahan dan keadaan darurat harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan
pengawasan yang saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika kelonggaran
prosedur dipakai tanpa alasan. Dalam konteks belanja darurat, langkah minimum
yang patut dilakukan adalah kriteria, dokumentasi, dan audit setelah kejadian.
Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak
semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak
berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas
layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

4.9 Pokok Pikiran dan Aspirasi

Fokus: Penyaluran aspirasi dalam anggaran dan cara mencegah keadaan ketika
usulan menjadi jalur proyek titipan.

Dalam praktik pemerintahan modern, penyaluran aspirasi dalam anggaran perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika usulan menjadi
jalur proyek titipan, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif,
tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip kepedulian
menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Dalam konteks tersebut, pembahasan penyaluran
aspirasi dalam anggaran harus menghubungkan norma, desain kelembagaan,
perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini
membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah
sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai
hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan akademisi dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus program berbasis aspirasi legislatif atau
masyarakat, ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar
keluaran cepat atau kepatuhan dokumen. Padahal, basis data usulan dan verifikasi
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manfaat dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai
agama memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat,
menegakkan keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta
secara batil.

Masalah penyaluran aspirasi dalam anggaran jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Secara operasional, pencegahan perlu
menyatukan basis data usulan dan verifikasi manfaat, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika program berbasis aspirasi legislatif atau
masyarakat diputuskan dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak.
Dokumen dasar tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa
pengambil keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan.
Pendukung keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan
pengkritik menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti
yang lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. basis data usulan dan verifikasi manfaat
menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan penyaluran aspirasi dalam anggaran dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
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pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Namun demikian, basis data usulan
dan verifikasi manfaat harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.

Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat

bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang penyaluran
aspirasi dalam anggaran hanya
dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan  publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam
program  berbasis  aspirasi
legislatif ~atau  masyarakat

yang tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai usulan menjadi
jalur proyek titipan terlambat,

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung

tidak lengkap, atau sulit | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
dibandingkan. keterangan.

Kritik terhadap penyaluran | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
aspirasi ~ dalam  anggaran | partisipasi berubah menjadi | tuduhan;, sediakan  forum
dijawab  dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan
usulan menjadi jalur proyek
titipan tidak memiliki batas

waktu.

Masalah berulang dan
kepatuhan  hanya

kegiatan administratif.

menjadi

Susun rencana aksi, tenggat,

indikator hasil, bukti
pelaksanaan, dan eskalasi
sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai penyaluran aspirasi dalam
anggaran dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?
2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika usulan

menjadi jalur proyek titipan?
3. Apakah proses program berbasis aspirasi legislatif atau masyarakat memberi
ruang bagi persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa basis data usulan dan verifikasi manfaat
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?
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5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Pokok Pikiran dan Aspirasi menegaskan bahwa penyaluran aspirasi dalam
anggaran harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang
saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika usulan menjadi jalur proyek
titipan. Dalam konteks program berbasis aspirasi legislatif atau masyarakat,
langkah minimum yang patut dilakukan adalah basis data usulan dan verifikasi
manfaat. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati
hak semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas
tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas
layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

4.10 Pengawasan Siklus Anggaran

Fokus: Pengawasan dari perencanaan sampai evaluasi dan cara mencegah keadaan
ketika pemeriksaan hanya dilakukan setelah masalah.

Dalam praktik pemerintahan modern, pengawasan dari perencanaan sampai
evaluasi perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan
bersama, bukan sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau
ahli. Pokok persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang
menanggung biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang
terdampak memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika
pemeriksaan hanya dilakukan setelah masalah, keputusan mungkin tetap tampak
sah secara administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak
menjamin kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah.
Prinsip keadilan menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang
jelas, pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Pada akhirnya, pembahasan
pengawasan dari perencanaan sampai evaluasi harus menghubungkan norma,
desain kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan auditor dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus seluruh siklus belanja publik, ketiga
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tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, dashboard, audit, dan partisipasi warga dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah pengawasan dari perencanaan sampai evaluasi jarang berdiri sendiri; ia
biasanya terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya
organisasi, kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan.
Jika penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat
terdorong memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika
pimpinan tidak memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang
hanya berlaku bagi bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi,
hasil pemeriksaan mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi,
kesalahan yang berulang tidak terlihat sebagai pola. Namun demikian, pencegahan
perlu menyatukan dashboard, audit, dan partisipasi warga, penguatan kompetensi,
dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang
baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika seluruh siklus belanja publik diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. dashboard, audit, dan partisipasi warga menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan pengawasan dari perencanaan sampai evaluasi dapat dimulai dengan
menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang
wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan
siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai,
dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
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pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Karena itu, dashboard, audit, dan
partisipasi warga harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil, bukan
hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan. Pimpinan perlu
mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat bahwa
pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang
pengawasan dari perencanaan

tidak
ruang

Pertimbangan  publik
terdokumentasi  dan

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan

seluruh siklus belanja publik
yang tidak diumumkan.

memengaruhi netralitas,

harga, atau mutu layanan.

sampai evaluasi hanya | koreksi menyempit. telaah pihak yang independen.
dikuasai sedikit orang.
Ada relasi dekat dalam | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi

kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai pemeriksaan

hanya  dilakukan  setelah
masalah  terlambat, tidak
lengkap, atau sulit
dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap pengawasan

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

dari  perencanaan  sampai | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
evaluasi  dijawab  dengan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
serangan pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
pemeriksaan hanya dilakukan | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
setelah masalah tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai pengawasan dari perencanaan
sampai evaluasi dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?
2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika pemeriksaan

hanya dilakukan setelah masalah?
3. Apakah proses seluruh siklus belanja publik memberi ruang bagi persaingan,

partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?
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4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa dashboard, audit, dan partisipasi warga
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Pengawasan Siklus Anggaran menegaskan bahwa pengawasan dari perencanaan
sampai evaluasi harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan
yang saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika pemeriksaan hanya
dilakukan setelah masalah. Dalam konteks seluruh siklus belanja publik, langkah
minimum yang patut dilakukan adalah dashboard, audit, dan partisipasi warga.
Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak
semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak
berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas
layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

4.11 Ringkasan Bab

Bab 4 memperlihatkan bahwa penyimpangan sering dimulai sebelum uang
berpindah. Relasi keluarga, bisnis, politik, dan organisasi dapat memengaruhi
netralitas. Anggaran pun dapat disalahgunakan melalui perencanaan, pengadaan,
pelaksanaan, atau pelaporan. Setiap tema menuntut keseimbangan antara
ketegasan terhadap penyimpangan dan kehati-hatian agar pengawasan tidak
berubah menjadi fitnah, intimidasi, atau kompetisi partisan. Perbaikan yang
berkelanjutan membutuhkan tujuan yang jelas, data yang dapat diuji, pembagian
tanggung jawab, partisipasi yang bermakna, saluran pelaporan aman, serta tindak
lanjut yang dapat dilihat oleh publik.

» Nilai harus diterjemahkan menjadi prosedur dan indikator yang dapat diperiksa.

» Konflik kepentingan perlu dikenali serta dikelola sebelum memengaruhi
keputusan.

» Keterbukaan harus memperkuat pemahaman, bukan sekadar menambah jumlah
berkas.

» Kiritik, audit, dan laporan harus diikuti koreksi serta pembelajaran kelembagaan.

» Hak pihak yang terdampak, pelapor, saksi, dan pihak terlapor harus dilindungi
secara proporsional.

4.12 Rujukan Pilihan

e UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

* OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service
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BAB 5 — TRANSPARANSI, KETERBUKAAN DATA,
DAN HAK ATAS INFORMASI

QS Al-Hujurat [49]: 6
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Makna ringkas: Informasi yang berisiko merugikan orang lain harus diverifikasi
sebelum dijadikan dasar tindakan.

Transparansi bukan sekadar mengunggah dokumen. Informasi publik harus
tersedia, dapat dipahami, tepat waktu, relevan, dan memungkinkan warga menilai
keputusan. Bab ini menghubungkan keterbukaan informasi dengan partisipasi dan
akuntabilitas.

Tujuan bab ini adalah membantu pembaca menghubungkan prinsip moral dengan
tindakan yang dapat diamati. Pembahasan tidak berhenti pada kecaman terhadap
pelanggaran, tetapi menelusuri bagaimana aturan, data, pembagian tugas,
partisipasi, audit, dan perlindungan pelapor dapat mengurangi risiko
penyalahgunaan kekuasaan.

Pertanyaan kunci bab: Siapa mengambil keputusan, berdasarkan data apa, untuk
kepentingan siapa, dengan biaya berapa, melalui prosedur apa, dan bagaimana
masyarakat dapat memeriksa serta meminta perbaikan?

5.1 Makna Transparansi

Fokus: Transparansi yang bermakna dan cara mencegah keadaan ketika publikasi
dipakai sebagai formalitas.

Dari perspektif pencegahan, transparansi yang bermakna perlu dipahami sebagai
bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan
teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah
siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana
alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika publikasi dipakai sebagai
formalitas, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip keterbukaan
menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Dalam konteks tersebut, pembahasan transparansi yang
bermakna harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku individu,
serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca
menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai kejahatan
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pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama
belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan wakil rakyat
dilakukan. Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik
kepentingan, dasar data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama
proses, etika menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan
setara, dan dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pengumuman kebijakan, ketiga tahap itu
sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau kepatuhan
dokumen. Padahal, kelengkapan, konteks, dan keterbacaan dapat mengubah nilai
moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat gagasan ini
melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan, memeriksa
informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah transparansi yang bermakna jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung
dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi, kualitas
data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika penghargaan
hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong memanipulasi
pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak memberi
teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan.
Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah
dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang berulang
tidak terlihat sebagai pola. Pada akhirnya, pencegahan perlu menyatukan
kelengkapan, konteks, dan keterbacaan, penguatan kompetensi, dan mekanisme
koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan
sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan
lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pengumuman kebijakan diputuskan dalam waktu
singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
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tetap dihormati. kelengkapan, konteks, dan keterbacaan menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan transparansi yang bermakna dapat dimulai dengan menentukan pemilik
proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib disimpan.
Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Secara operasional, kelengkapan,
konteks, dan keterbacaan harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata

Gejala yang Perlu Dibaca

Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang
transparansi yang bermakna
hanya dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan
terdokumentasi

publik
dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, wajibkan
telaah pihak yang independen.

dan

Ada dekat
pengumuman kebijakan yang
tidak diumumkan.

relasi dalam

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data
dipakai

mengenai

sebagai
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

publikasi
formalitas

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
dimintai

jawab sulit

keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap transparansi

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

yang  bermakna  dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
publikasi  dipakai  sebagai | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
formalitas tidak memiliki | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
batas waktu. sanksi.
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Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai transparansi yang bermakna
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika publikasi
dipakai sebagai formalitas?

3. Apakah proses pengumuman kebijakan memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa kelengkapan, konteks, dan keterbacaan
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Makna Transparansi menegaskan bahwa transparansi yang bermakna harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika publikasi dipakai sebagai formalitas. Dalam konteks
pengumuman kebijakan, langkah minimum yang patut dilakukan adalah
kelengkapan, konteks, dan keterbacaan. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka
terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

5.2 Hak atas Informasi Publik

Fokus: Hak warga memperoleh informasi dan cara mencegah keadaan ketika
permohonan dipersulit tanpa alasan.

Dilihat dari tata kelola, hak warga memperoleh informasi perlu dipahami sebagai
bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan
teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah
siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana
alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika permohonan dipersulit tanpa
alasan, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip kejujuran
menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Langkah berikutnya, pembahasan hak warga
memperoleh informasi harus menghubungkan norma, desain kelembagaan,
perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini
membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah
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sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai
hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pegawai dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus akses dokumen badan publik, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, prosedur PPID dan keberatan dapat mengubah nilai
moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat gagasan ini
melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan, memeriksa
informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah hak warga memperoleh informasi jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Pada saat yang sama, pencegahan perlu
menyatukan prosedur PPID dan keberatan, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika akses dokumen badan publik diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
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tetap dihormati. prosedur PPID dan keberatan menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan hak warga memperoleh informasi dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Pada saat yang sama, prosedur PPID
dan keberatan harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil, bukan
hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan. Pimpinan perlu
mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat bahwa
pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang hak warga
memperoleh informasi hanya
dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan
terdokumentasi

publik
dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan

telaah pihak yang independen.

wajibkan

Ada relasi dekat dalam akses
dokumen badan publik yang
tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

Gunakan

silang.

Data mengenai permohonan

dipersulit tanpa alasan
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji

kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap hak warga

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

waktu.

memperoleh informasi | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dijawab  dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
permohonan dipersulit tanpa | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
alasan tidak memiliki batas | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi

sanksi.

154




Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai hak warga memperoleh informasi
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika permohonan
dipersulit tanpa alasan?

3. Apakah proses akses dokumen badan publik memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa prosedur PPID dan keberatan benar-benar
dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Hak atas Informasi Publik menegaskan bahwa hak warga memperoleh informasi
harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika permohonan dipersulit tanpa alasan.
Dalam konteks akses dokumen badan publik, langkah minimum yang patut
dilakukan adalah prosedur PPID dan keberatan. Penilaian harus berbasis fakta,
terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

5.3 Informasi Berkala, Serta-Merta, dan Setiap Saat

Fokus: Kategori informasi publik dan cara mencegah keadaan ketika badan publik
tidak membedakan kewajiban publikasi.

Dalam hubungan antara pejabat dan masyarakat, kategori informasi publik perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika badan publik tidak
membedakan kewajiban publikasi, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
keberanian moral menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang
jelas, pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Pada saat yang sama,
pembahasan kategori informasi publik harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
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semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pegawai dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pengelolaan daftar informasi, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, klasifikasi dan jadwal layanan dapat mengubah
nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat
gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan,
memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah kategori informasi publik jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung
dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi, kualitas
data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika penghargaan
hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong memanipulasi
pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak memberi
teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan.
Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah
dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang berulang
tidak terlihat sebagai pola. Karena itu, pencegahan perlu menyatukan klasifikasi
dan jadwal layanan, penguatan kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak
menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan,
melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi
orang yang melaporkannya, dan memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pengelolaan daftar informasi diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. klasifikasi dan jadwal layanan menjadi tittk awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.
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Perbaikan kategori informasi publik dapat dimulai dengan menentukan pemilik
proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib disimpan.
Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Dengan demikian, klasifikasi dan
jadwal layanan harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil, bukan
hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan. Pimpinan perlu
mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat bahwa
pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata

Gejala yang Perlu Dibaca

Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang kategori
informasi ~ publik  hanya
dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam
pengelolaan daftar informasi
yang tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,

harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai badan publik
tidak membedakan kewajiban

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung

publikasi tidak memiliki batas
waktu.

publikasi  terlambat, tidak | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
lengkap, atau sulit | keterangan.

dibandingkan.

Kritik  terhadap  kategori | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
informasi  publik  dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan;, sediakan  forum
dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
badan publik tidak | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
membedakan kewajiban | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi

sanksi.
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Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai kategori informasi publik
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika badan publik
tidak membedakan kewajiban publikasi?

3. Apakah proses pengelolaan daftar informasi memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa klasifikasi dan jadwal layanan benar-benar
dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Informasi Berkala, Serta-Merta, dan Setiap Saat menegaskan bahwa kategori
informasi publik harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan
yang saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika badan publik tidak
membedakan kewajiban publikasi. Dalam konteks pengelolaan daftar informasi,
langkah minimum yang patut dilakukan adalah klasifikasi dan jadwal layanan.
Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak
semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak
berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas
layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

5.4 Pengecualian Informasi

Fokus: Pembatasan informasi secara sah dan cara mencegah keadaan ketika
kerahasiaan digunakan terlalu luas.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, pembatasan informasi secara sah perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika kerahasiaan
digunakan terlalu luas, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif,
tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip tanggung
jawab menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Namun demikian, pembahasan
pembatasan informasi secara sah harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
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semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pegawai dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus uji konsekuensi informasi, ketiga tahap
itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, alasan tertulis dan pembatasan proporsional dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah pembatasan informasi secara sah jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Pada saat yang sama, pencegahan perlu
menyatukan alasan tertulis dan pembatasan proporsional, penguatan kompetensi,
dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang
baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika uji konsekuensi informasi diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
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tetap dihormati. alasan tertulis dan pembatasan proporsional menjadi titik awal
agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan pembatasan informasi secara sah dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Hal penting lainnya, alasan tertulis
dan pembatasan proporsional harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas
hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan
pembatasan informasi secara
sedikit

tentang

sah hanya dikuasai
orang.

tidak
ruang

Pertimbangan
terdokumentasi

publik
dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, wajibkan
telaah pihak yang independen.

dan

Ada relasi dekat dalam uji
konsekuensi informasi yang
tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

kerahasiaan
luas

Data mengenai
digunakan terlalu
terlambat, tidak lengkap, atau

sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab

keterangan.

sulit dimintai

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap pembatasan
informasi secara sah dijawab
dengan serangan pribadi.

Substansi masalah hilang dan
partisipasi
polarisasi.

berubah menjadi

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan;  sediakan  forum

jawab serta hak koreksi.

Tindak lanjut atas temuan
kerahasiaan digunakan terlalu
luas tidak memiliki batas

waktu.

Masalah
kepatuhan
kegiatan administratif.

dan
menjadi

berulang
hanya

Susun rencana aksi, tenggat,
indikator hasil, bukti
pelaksanaan, dan eskalasi
sanksi.
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Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai pembatasan informasi secara sah
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika kerahasiaan
digunakan terlalu luas?

3. Apakah proses uji konsekuensi informasi memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa alasan tertulis dan pembatasan proporsional
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Pengecualian Informasi menegaskan bahwa pembatasan informasi secara sah
harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika kerahasiaan digunakan terlalu luas.
Dalam konteks uji konsekuensi informasi, langkah minimum yang patut dilakukan
adalah alasan tertulis dan pembatasan proporsional. Penilaian harus berbasis fakta,
terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

5.5 Data Terbuka

Fokus: Data terbuka yang dapat digunakan kembali dan cara mencegah keadaan
ketika berkas dipublikasikan dalam format sulit diolah.

Dari sudut etika publik, data terbuka yang dapat digunakan kembali perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki  kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika berkas
dipublikasikan dalam format sulit diolah, keputusan mungkin tetap tampak sah
secara administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak
menjamin kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah.
Prinsip keberanian moral menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan
yang jelas, pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Dalam konteks tersebut,
pembahasan data terbuka yang dapat digunakan kembali harus menghubungkan
norma, desain kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret
masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan:
menganggap semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya
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menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan
pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan jurnalis dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus dataset anggaran atau pengadaan, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, format terbuka, metadata, dan lisensi dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah data terbuka yang dapat digunakan kembali jarang berdiri sendiri; ia
biasanya terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya
organisasi, kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan.
Jika penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat
terdorong memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika
pimpinan tidak memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang
hanya berlaku bagi bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi,
hasil pemeriksaan mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi,
kesalahan yang berulang tidak terlihat sebagai pola. Secara operasional,
pencegahan perlu menyatukan format terbuka, metadata, dan lisensi, penguatan
kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik.
Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu
menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan
memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika dataset anggaran atau pengadaan diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. format terbuka, metadata, dan lisensi
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menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan data terbuka yang dapat digunakan kembali dapat dimulai dengan
menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang
wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan
siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai,
dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Konsekuensinya, format terbuka,
metadata, dan lisensi harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang data
terbuka yang dapat digunakan
kembali hanya dikuasai sedikit
orang.

tidak
ruang

Pertimbangan
terdokumentasi

publik
dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, wajibkan
telaah pihak yang independen.

dan

Ada relasi dekat dalam dataset
anggaran atau pengadaan yang
tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data berkas
dipublikasikan dalam format
sulit diolah terlambat, tidak
lengkap,

dibandingkan.

mengenai

atau sulit

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab

keterangan.

sulit dimintai

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap data terbuka

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

yang dapat digunakan kembali | partisipasi berubah menjadi | tuduhan;  sediakan  forum
dijawab  dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
berkas dipublikasikan dalam | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

format sulit diolah tidak

memiliki batas waktu.

kegiatan administratif.

pelaksanaan, dan eskalasi

sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai data terbuka yang dapat digunakan
kembali dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika berkas
dipublikasikan dalam format sulit diolah?

3. Apakah proses dataset anggaran atau pengadaan memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa format terbuka, metadata, dan lisensi benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Data Terbuka menegaskan bahwa data terbuka yang dapat digunakan kembali
harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika berkas dipublikasikan dalam format
sulit diolah. Dalam konteks dataset anggaran atau pengadaan, langkah minimum
yang patut dilakukan adalah format terbuka, metadata, dan lisensi. Penilaian harus
berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

5.6 Kualitas dan Integritas Data

Fokus: Akurasi serta konsistensi data dan cara mencegah keadaan ketika angka
berbeda antarinstansi.

Dari sudut etika publik, akurasi serta konsistensi data perlu dipahami sebagai
bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan
teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah
siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana
alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika angka berbeda antarinstansi,
keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi kehilangan
legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan, keterbukaan, atau
perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip profesionalitas menuntut agar
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kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan kesediaan
untuk diperiksa. Dengan demikian, pembahasan akurasi serta konsistensi data
harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku individu, serta
pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca menghindari
dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau
sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada
putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan warga dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pelaporan indikator program, ketiga tahap
itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, standar data dan rekonsiliasi dapat mengubah nilai
moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat gagasan ini
melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan, memeriksa
informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah akurasi serta konsistensi data jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Dengan demikian, pencegahan perlu
menyatukan standar data dan rekonsiliasi, penguatan kompetensi, dan mekanisme
koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan
sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan
lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pelaporan indikator program diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
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dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. standar data dan rekonsiliasi menjadi titik awal agar penyelesaian
tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan akurasi serta konsistensi data dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Pada akhirnya, standar data dan
rekonsiliasi harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil, bukan hanya
dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan. Pimpinan perlu
mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat bahwa
pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang akurasi
serta konsistensi data hanya

dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan  publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada dekat
pelaporan indikator program
yang tidak diumumkan.

relasi dalam

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai angka berbeda
antarinstansi terlambat, tidak
lengkap, sulit
dibandingkan.

atau

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap akurasi serta

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

konsistensi  data  dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
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. . Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
1 Perlu D
Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan
angka berbeda antarinstansi | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
tidak memiliki batas waktu. kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai akurasi serta konsistensi data
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika angka
berbeda antarinstansi?

3. Apakah proses pelaporan indikator program memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa standar data dan rekonsiliasi benar-benar
dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Kualitas dan Integritas Data menegaskan bahwa akurasi serta konsistensi data
harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika angka berbeda antarinstansi. Dalam
konteks pelaporan indikator program, langkah minimum yang patut dilakukan
adalah standar data dan rekonsiliasi. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka
terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

5.7 Transparansi Anggaran

Fokus: Keterbukaan uang publik dan cara mencegah keadaan ketika dokumen
anggaran terlalu teknis bagi warga.

Dari perspektif pencegahan, keterbukaan uang publik perlu dipahami sebagai
bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan
teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah
siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana
alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika dokumen anggaran terlalu
teknis bagi warga, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif,
tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
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keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip keberanian
moral menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Dengan demikian, pembahasan
keterbukaan uang publik harus menghubungkan norma, desain kelembagaan,
perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini
membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah
sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai
hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pegawai dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus APBN, APBD, dan anggaran desa, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, ringkasan warga dan rincian transaksi dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah keterbukaan uang publik jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung
dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi, kualitas
data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika penghargaan
hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong memanipulasi
pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak memberi
teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan.
Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah
dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang berulang
tidak terlihat sebagai pola. Secara operasional, pencegahan perlu menyatukan
ringkasan warga dan rincian transaksi, penguatan kompetensi, dan mekanisme
koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan
sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan
lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika APBN, APBD, dan anggaran desa diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
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langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. ringkasan warga dan rincian transaksi
menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan keterbukaan uang publik dapat dimulai dengan menentukan pemilik
proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib disimpan.
Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Karena itu, ringkasan warga dan
rincian transaksi harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil, bukan
hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan. Pimpinan perlu
mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat bahwa
pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

hanya dikuasai sedikit orang.

koreksi menyempit.

. . Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejal Perlu Dib

€ja’a yang teriu Dibaca Kelola Disarankan
Keputusan tentang | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
keterbukaan  uang  publik | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan

telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam APBN,
APBD, dan anggaran desa
yang tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data dokumen
anggaran terlalu teknis bagi
terlambat, tidak

sulit

mengenai

warga
lengkap,
dibandingkan.

atau

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap keterbukaan

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata

Pengendalian yang

Kelola Disarankan
uang publik dijawab dengan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
dokumen anggaran terlalu | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
teknis bagi warga tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

keterbukaan uang publik

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika dokumen
anggaran terlalu teknis bagi warga?

3. Apakah proses APBN, APBD, dan anggaran desa memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa ringkasan warga dan rincian transaksi benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Transparansi Anggaran menegaskan bahwa keterbukaan uang publik harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika dokumen anggaran terlalu teknis bagi warga. Dalam
konteks APBN, APBD, dan anggaran desa, langkah minimum yang patut
dilakukan adalah ringkasan warga dan rincian transaksi. Penilaian harus berbasis
fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

5.8 Transparansi Pengadaan

Fokus: Keterbukaan proses kontrak dan cara mencegah keadaan ketika informasi
hanya tersedia pada tahap tender.

Dalam hubungan antara pejabat dan masyarakat, keterbukaan proses kontrak perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
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memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika informasi hanya
tersedia pada tahap tender, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
keberanian moral menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang
jelas, pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Konsekuensinya, pembahasan
keterbukaan proses kontrak harus menghubungkan norma, desain kelembagaan,
perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini
membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah
sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai
hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pegawai dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus kontrak dan pelaksanaan proyek, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, open contracting dan pemantauan kemajuan dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah keterbukaan proses kontrak jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung
dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi, kualitas
data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika penghargaan
hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong memanipulasi
pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak memberi
teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan.
Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah
dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang berulang
tidak terlihat sebagai pola. Pada saat yang sama, pencegahan perlu menyatukan
open contracting dan pemantauan kemajuan, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika kontrak dan pelaksanaan proyek diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
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keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. open contracting dan pemantauan kemajuan
menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan keterbukaan proses kontrak dapat dimulai dengan menentukan pemilik
proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib disimpan.
Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Dalam konteks tersebut, open
contracting dan pemantauan kemajuan harus dinilai dari perubahan perilaku dan
kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga
dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

hanya dikuasai sedikit orang.

koreksi menyempit.

. . Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejal Perlu Dib
€)a’a yang 2eriu Dibaca Kelola Disarankan
Keputusan tentang | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
keterbukaan proses kontrak | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan

telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi
kontrak dan  pelaksanaan | memengaruhi netralitas, | kepentingan, pengunduran diri
proyek yang tidak | harga, atau mutu layanan. dari proses, dan pemeriksaan
diumumkan. silang.

Data mengenai informasi | Publik tidak mampu menguji | Tetapkan standar data terbuka,
hanya tersedia pada tahap | kewajaran dan penanggung | jadwal publikasi, penanggung
tender terlambat, tidak | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
lengkap, atau sulit
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

dibandingkan.

keterangan.

Kritik terhadap keterbukaan
proses  kontrak  dijawab
dengan serangan pribadi.

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan;  sediakan  forum
jawab serta hak koreksi.

Tindak lanjut atas temuan
informasi hanya tersedia pada
tahap tender tidak memiliki
batas waktu.

partisipasi berubah menjadi
polarisasi.

Masalah berulang dan
kepatuhan hanya menjadi

kegiatan administratif.

Susun rencana aksi, tenggat,

indikator hasil, bukti
pelaksanaan, dan eskalasi
sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai keterbukaan proses kontrak
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika informasi
hanya tersedia pada tahap tender?

3. Apakah proses kontrak dan pelaksanaan proyek memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa open contracting dan pemantauan kemajuan
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Transparansi Pengadaan menegaskan bahwa keterbukaan proses kontrak harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika informasi hanya tersedia pada tahap tender. Dalam
konteks kontrak dan pelaksanaan proyek, langkah minimum yang patut dilakukan
adalah open contracting dan pemantauan kemajuan. Penilaian harus berbasis
fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

5.9 Privasi dan Perlindungan Data

Fokus: Keseimbangan transparansi dengan privasi dan cara mencegah keadaan
ketika data pribadi dibuka tanpa kebutuhan.

Dalam pengalaman warga sehari-hari, keseimbangan transparansi dengan privasi
perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama,
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bukan sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika data pribadi dibuka
tanpa kebutuhan, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip keberanian
moral menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Karena itu, pembahasan keseimbangan
transparansi dengan privasi harus menghubungkan norma, desain kelembagaan,
perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini
membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah
sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai
hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan akademisi dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus publikasi daftar penerima program, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, minimisasi data dan anonimisasi dapat mengubah
nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat
gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan,
memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah keseimbangan transparansi dengan privasi jarang berdiri sendiri; ia
biasanya terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya
organisasi, kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan.
Jika penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat
terdorong memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika
pimpinan tidak memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang
hanya berlaku bagi bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi,
hasil pemeriksaan mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi,
kesalahan yang berulang tidak terlihat sebagai pola. Hal penting lainnya,
pencegahan perlu menyatukan minimisasi data dan anonimisasi, penguatan
kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik.
Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu
menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan
memperbaiki penyebabnya.
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Bayangkan sebuah situasi ketika publikasi daftar penerima program diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. minimisasi data dan anonimisasi menjadi
titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil
perbaikan.

Perbaikan keseimbangan transparansi dengan privasi dapat dimulai dengan
menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang
wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan
siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai,
dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Hal penting lainnya, minimisasi data
dan anonimisasi harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil, bukan
hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan. Pimpinan perlu
mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat bahwa
pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejala yang Perlu Dibaca
j2%a yang Kelola Disarankan

Keputusan tentang | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
keseimbangan transparansi | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan
dengan privasi hanya dikuasai | koreksi menyempit. telaah pihak yang independen.
sedikit orang.

Ada relasi dekat dalam | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi
publikasi  daftar penerima | memengaruhi netralitas, | kepentingan, pengunduran diri
program yang tidak | harga, atau mutu layanan. dari proses, dan pemeriksaan
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

diumumkan.

silang.

Data mengenai data pribadi
dibuka  tanpa  kebutuhan
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai

keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap keseimbangan

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

transparansi dengan privasi | partisipasi berubah menjadi | tuduhan;  sediakan  forum
dijawab  dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan data | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
pribadi dibuka tanpa | kepatuhan  hanya menjadi | indikator hasil, bukti
kebutuhan tidak memiliki | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai keseimbangan transparansi dengan

privasi dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika data pribadi

dibuka tanpa kebutuhan?

3. Apakah proses publikasi daftar penerima program memberi ruang bagi

persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?
4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa minimisasi data dan anonimisasi benar-benar
dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Privasi dan Perlindungan Data menegaskan bahwa keseimbangan transparansi
dengan privasi harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan

yang saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika data pribadi dibuka tanpa
kebutuhan. Dalam konteks publikasi daftar penerima program, langkah minimum
yang patut dilakukan adalah minimisasi data dan anonimisasi. Penilaian harus
berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.
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5.10 Literasi Data Warga

Fokus: Kemampuan membaca data publik dan cara mencegah keadaan ketika angka
digunakan tanpa konteks.

Dalam pengalaman warga sehari-hari, kemampuan membaca data publik perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika angka digunakan
tanpa konteks, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip keadilan
menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Hal penting lainnya, pembahasan kemampuan
membaca data publik harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku
individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu
pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai
kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil
selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pejabat dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus analisis belanja dan capaian, ketiga tahap
itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, pendidikan data dan alat visualisasi dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah kemampuan membaca data publik jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Konsekuensinya, pencegahan perlu
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menyatukan pendidikan data dan alat visualisasi, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika analisis belanja dan capaian diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. pendidikan data dan alat visualisasi menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan kemampuan membaca data publik dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Dengan demikian, pendidikan data
dan alat visualisasi harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil, bukan
hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan. Pimpinan perlu
mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat bahwa
pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

. ) Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

Keputusan tentang | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
kemampuan membaca data | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan
publik hanya dikuasai sedikit | koreksi menyempit. telaah pihak yang independen.
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

orang.

Ada relasi dekat dalam
analisis belanja dan capaian
yang tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai angka
digunakan  tanpa  konteks
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap kemampuan

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

membaca data publik dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan;  sediakan  forum
dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
angka digunakan tanpa | kepatuhan  hanya menjadi | indikator hasil, bukti
konteks tidak memiliki batas | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1.

Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai kemampuan membaca data publik
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika angka
digunakan tanpa konteks?

Apakah proses analisis belanja dan capaian memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

Bukti apa yang menunjukkan bahwa pendidikan data dan alat visualisasi benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Literasi Data Warga menegaskan bahwa kemampuan membaca data publik harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika angka digunakan tanpa konteks. Dalam konteks

analisis belanja dan capaian, langkah minimum yang patut dilakukan adalah
pendidikan data dan alat visualisasi. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka
terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
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menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

5.11 Ringkasan Bab

Bab 5 memperlihatkan bahwa transparansi bukan sekadar mengunggah dokumen.
Informasi publik harus tersedia, dapat dipahami, tepat waktu, relevan, dan
memungkinkan warga menilai keputusan. Bab ini menghubungkan keterbukaan
informasi dengan partisipasi dan akuntabilitas. Setiap tema menuntut
keseimbangan antara ketegasan terhadap penyimpangan dan kehati-hatian agar
pengawasan tidak berubah menjadi fitnah, intimidasi, atau kompetisi partisan.
Perbaikan yang berkelanjutan membutuhkan tujuan yang jelas, data yang dapat
diuji, pembagian tanggung jawab, partisipasi yang bermakna, saluran pelaporan
aman, serta tindak lanjut yang dapat dilihat oleh publik.

» Nilai harus diterjemahkan menjadi prosedur dan indikator yang dapat diperiksa.

» Konflik kepentingan perlu dikenali serta dikelola sebelum memengaruhi
keputusan.

» Keterbukaan harus memperkuat pemahaman, bukan sekadar menambah jumlah
berkas.

» Kiritik, audit, dan laporan harus diikuti koreksi serta pembelajaran kelembagaan.

» Hak pihak yang terdampak, pelapor, saksi, dan pihak terlapor harus dilindungi
secara proporsional.

5.12 Rujukan Pilihan

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP
"  Open Government Partnership: Information Transparency
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https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun2008
https://peraturan.bpk.go.id/Details/5084/pp-no-61-tahun-2010
https://www.opengovpartnership.org/national-handbook/information-transparency/

BAB 6 — AUDIT, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT

QS Al-Isra [17]: 36

z
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Makna ringkas: Jangan mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan; pendengaran,
penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban.

Audit adalah instrumen pembelajaran dan koreksi, bukan sekadar pemeriksaan
dokumen. Akuntabilitas menuntut pejabat menjelaskan tujuan, proses,
penggunaan sumber daya, hasil, penyimpangan, serta langkah perbaikan.

Tujuan bab ini adalah membantu pembaca menghubungkan prinsip moral dengan
tindakan yang dapat diamati. Pembahasan tidak berhenti pada kecaman terhadap
pelanggaran, tetapi menelusuri bagaimana aturan, data, pembagian tugas,
partisipasi, audit, dan perlindungan pelapor dapat mengurangi risiko
penyalahgunaan kekuasaan.

Pertanyaan kunci bab: Siapa mengambil keputusan, berdasarkan data apa, untuk
kepentingan siapa, dengan biaya berapa, melalui prosedur apa, dan bagaimana
masyarakat dapat memeriksa serta meminta perbaikan?

6.1 Makna Akuntabilitas

Fokus: Akuntabilitas sebagai kewajiban menjelaskan dan memperbaiki dan cara
mencegah keadaan ketika laporan dibuat tanpa keterhubungan dengan hasil.

Dalam pengalaman warga sehari-hari, akuntabilitas sebagai kewajiban
menjelaskan dan memperbaiki perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban
mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan teknis yang hanya
dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah siapa yang
memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana alasan keputusan
disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki kesempatan untuk
menyampaikan keberatan. Ketika laporan dibuat tanpa keterhubungan dengan
hasil, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi kehilangan
legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan, keterbukaan, atau
perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip tanggung jawab menuntut agar
kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan kesediaan
untuk diperiksa. Konsekuensinya, pembahasan akuntabilitas sebagai kewajiban
menjelaskan  dan memperbaiki harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
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Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pimpinan organisasi
dilakukan. Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik
kepentingan, dasar data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama
proses, etika menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan
setara, dan dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pertanggungjawaban pejabat, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, indikator, bukti, dan forum jawab dapat mengubah
nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat
gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan,
memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah akuntabilitas sebagai kewajiban menjelaskan dan memperbaiki jarang
berdiri sendiri; ia biasanya terhubung dengan struktur insentif, pembagian
kewenangan, budaya organisasi, kualitas data, dan keberanian orang untuk
menyampaikan keberatan. Jika penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian
angka, orang dapat terdorong memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses
yang patut. Jika pimpinan tidak memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai
formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan. Jika pengawas bergantung pada
pthak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah dilunakkan. Jika warga tidak
memperoleh informasi, kesalahan yang berulang tidak terlihat sebagai pola.
Dengan demikian, pencegahan perlu menyatukan indikator, bukti, dan forum
jawab, penguatan kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum
kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan
sistem yang mampu menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang
melaporkannya, dan memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pertanggungjawaban pejabat diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
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tetap dihormati. indikator, bukti, dan forum jawab menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan akuntabilitas sebagai kewajiban menjelaskan dan memperbaiki dapat
dimulai dengan menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan,
dan bukti yang wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak
yang menjelaskan siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar
data yang dipakai, dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus
menjadi praktik aktif, bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi
yang relevan perlu diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan
data pribadi atau informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara
proporsional. Saluran pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan,
penilaian awal, rujukan kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Langkah
berikutnya, indikator, bukti, dan forum jawab harus dinilai dari perubahan
perilaku dan kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau
dokumen kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar
warga dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

kewajiban menjelaskan dan
memperbaiki hanya dikuasai
sedikit orang.

koreksi menyempit.

. ) Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejal Perlu Dib
€)a’a yang 2eriu Dibaca Kelola Disarankan
Keputusan tentang | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
akuntabilitas sebagai | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan

telaah pihak yang independen.

Ada dekat
pertanggungjawaban
yang tidak diumumkan.

relasi dalam

pejabat

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai laporan dibuat
tanpa keterhubungan dengan
hasil terlambat, tidak lengkap,
atau sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab

keterangan.

sulit dimintai

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap akuntabilitas
sebagai kewajiban
menjelaskan dan memperbaiki
dijawab  dengan serangan
pribadi.

Substansi masalah hilang dan
partisipasi berubah menjadi
polarisasi.

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan;  sediakan  forum
jawab serta hak koreksi.

temuan

Tindak lanjut atas

Masalah berulang dan

Susun rencana aksi, tenggat,
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. . Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
1 Perlu D
Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan
laporan dibuat tanpa | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
keterhubungan dengan hasil | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
tidak memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai akuntabilitas sebagai kewajiban
menjelaskan dan memperbaiki dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika laporan dibuat
tanpa keterhubungan dengan hasil?

3. Apakah proses pertanggungjawaban pejabat memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa indikator, bukti, dan forum jawab benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Makna Akuntabilitas menegaskan bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban
menjelaskan dan memperbaiki harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan
pengawasan yang saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika laporan dibuat
tanpa keterhubungan dengan hasil. Dalam konteks pertanggungjawaban pejabat,
langkah minimum yang patut dilakukan adalah indikator, bukti, dan forum jawab.
Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak
semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak
berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas
layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

6.2 Audit Keuangan

Fokus: Audit kewajaran laporan keuangan dan cara mencegah keadaan ketika opini
audit dianggap satu-satunya ukuran keberhasilan.

Dilihat dari tata kelola, audit kewajaran laporan keuangan perlu dipahami sebagai
bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan
teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah
siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana
alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika opini audit dianggap satu-
satunya ukuran keberhasilan, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
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administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
tanggung jawab menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang
jelas, pencatatan, dan kesediaan wuntuk diperiksa. Langkah berikutnya,
pembahasan audit kewajaran laporan keuangan harus menghubungkan norma,
desain kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pegawai dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus laporan keuangan pemerintah, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, kepatuhan, pengungkapan, dan tindak lanjut dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah audit kewajaran laporan keuangan jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Karena itu, pencegahan perlu menyatukan
kepatuhan, pengungkapan, dan tindak lanjut, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika laporan keuangan pemerintah diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
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semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. kepatuhan, pengungkapan, dan tindak lanjut menjadi titik awal
agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan audit kewajaran laporan keuangan dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Pada saat yang sama, kepatuhan,
pengungkapan, dan tindak lanjut harus dinilai dari perubahan perilaku dan
kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga
dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca

Kelola

Disarankan

Keputusan  tentang  audit
kewajaran laporan keuangan
hanya dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam
laporan keuangan pemerintah
yang tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai opini audit
dianggap satu-satunya ukuran

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung

keberhasilan terlambat, tidak | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
lengkap, atau sulit | keterangan.

dibandingkan.

Kritik terhadap audit | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
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Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

kewajaran laporan keuangan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum

dijawab dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
opini audit dianggap satu- | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
satunya ukuran keberhasilan | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
tidak memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai audit kewajaran laporan keuangan
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika opini audit
dianggap satu-satunya ukuran keberhasilan?

3. Apakah proses laporan keuangan pemerintah memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa kepatuhan, pengungkapan, dan tindak lanjut
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Audit Keuangan menegaskan bahwa audit kewajaran laporan keuangan harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika opini audit dianggap satu-satunya ukuran
keberhasilan. Dalam konteks laporan keuangan pemerintah, langkah minimum
yang patut dilakukan adalah kepatuhan, pengungkapan, dan tindak lanjut.
Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak
semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak
berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas
layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

6.3 Audit Kinerja

Fokus: Audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dan cara mencegah keadaan ketika
penyerapan anggaran disamakan dengan capaian.

Dari perspektif pencegahan, audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
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persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika penyerapan
anggaran disamakan dengan capaian, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
tanggung jawab menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang
jelas, pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Namun demikian, pembahasan
audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan jurnalis dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus program pelayanan publik, ketiga tahap
itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, indikator manfaat dan evaluasi hasil dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas jarang berdiri sendiri; ia
biasanya terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya
organisasi, kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan.
Jika penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat
terdorong memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika
pimpinan tidak memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang
hanya berlaku bagi bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi,
hasil pemeriksaan mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi,
kesalahan yang berulang tidak terlihat sebagai pola. Langkah berikutnya,
pencegahan perlu menyatukan indikator manfaat dan evaluasi hasil, penguatan
kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik.
Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu
menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan
memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika program pelayanan publik diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
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sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. indikator manfaat dan evaluasi hasil menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dapat dimulai dengan
menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang
wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan
siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai,
dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Dengan demikian, indikator manfaat
dan evaluasi hasil harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil, bukan
hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan. Pimpinan perlu
mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat bahwa
pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

Keputusan  tentang  audit | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
ekonomi, efisiensi, dan | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan
efektivitas hanya dikuasai | koreksi menyempit. telaah pihak yang independen.
sedikit orang.

Ada relasi dekat dalam | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi

program pelayanan publik | memengaruhi netralitas, | kepentingan, pengunduran diri

yang tidak diumumkan. harga, atau mutu layanan. dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai penyerapan | Publik tidak mampu menguji | Tetapkan standar data terbuka,
anggaran disamakan dengan | kewajaran dan penanggung | jadwal publikasi, penanggung
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Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

capaian  terlambat,  tidak | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
lengkap, atau sulit | keterangan.
dibandingkan.

Kiritik terhadap audit ekonomi, | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan

efisiensi, dan  efektivitas | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dijawab  dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
penyerapan anggaran | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
disamakan dengan capaian | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
tidak memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai audit ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika penyerapan
anggaran disamakan dengan capaian?

3. Apakah proses program pelayanan publik memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa indikator manfaat dan evaluasi hasil benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Audit Kinerja menegaskan bahwa audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika penyerapan anggaran disamakan dengan capaian.
Dalam konteks program pelayanan publik, langkah minimum yang patut
dilakukan adalah indikator manfaat dan evaluasi hasil. Penilaian harus berbasis
fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

6.4 Audit dengan Tujuan Tertentu

Fokus: Pemeriksaan isu spesifik dan cara mencegah keadaan ketika ruang lingkup
pemeriksaan tidak dipahami publik.
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Ketika kebijakan diterapkan, pemeriksaan isu spesifik perlu dipahami sebagai
bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan
teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah
siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana
alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika ruang lingkup pemeriksaan
tidak dipahami publik, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif,
tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip tanggung
jawab menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Karena itu, pembahasan pemeriksaan
isu spesifik harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku individu,
serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca
menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai kejahatan
pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama
belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pimpinan organisasi
dilakukan. Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik
kepentingan, dasar data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama
proses, etika menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan
setara, dan dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus dugaan penyimpangan tertentu, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, mandat jelas dan bukti relevan dapat mengubah
nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat
gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan,
memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah pemeriksaan isu spesifik jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung
dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi, kualitas
data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika penghargaan
hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong memanipulasi
pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak memberi
teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan.
Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah
dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang berulang
tidak terlihat sebagai pola. Langkah berikutnya, pencegahan perlu menyatukan
mandat jelas dan bukti relevan, penguatan kompetensi, dan mekanisme koreksi
yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan sistem tanpa
kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan lebih cepat,
melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki penyebabnya.
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Bayangkan sebuah situasi ketika dugaan penyimpangan tertentu diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. mandat jelas dan bukti relevan menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan pemeriksaan isu spesifik dapat dimulai dengan menentukan pemilik
proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib disimpan.
Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Pada saat yang sama, mandat jelas
dan bukti relevan harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil, bukan
hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan. Pimpinan perlu
mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat bahwa
pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejala yang Perlu Dibaca
j2%a yang aH Kelola Disarankan
Keputusan tentang | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
pemeriksaan  isu  spesifik | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan
hanya dikuasai sedikit orang. | koreksi menyempit. telaah pihak yang independen.
Ada relasi dekat dalam dugaan | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi
penyimpangan tertentu yang | memengaruhi netralitas, | kepentingan, pengunduran diri
tidak diumumkan. harga, atau mutu layanan. dari proses, dan pemeriksaan
silang.
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Data mengenai ruang lingkup
pemeriksaan tidak dipahami

publik terlambat, tidak
lengkap, atau sulit
dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap pemeriksaan

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

isu spesifik dijawab dengan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
ruang lingkup pemeriksaan | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
tidak dipahami publik tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai pemeriksaan isu spesifik
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika ruang lingkup
pemeriksaan tidak dipahami publik?

3. Apakah proses dugaan penyimpangan tertentu memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa mandat jelas dan bukti relevan benar-benar
dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Audit dengan Tujuan Tertentu menegaskan bahwa pemeriksaan isu spesifik harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika ruang lingkup pemeriksaan tidak dipahami publik.
Dalam konteks dugaan penyimpangan tertentu, langkah minimum yang patut
dilakukan adalah mandat jelas dan bukti relevan. Penilaian harus berbasis fakta,
terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang

dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.
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6.5 Pengendalian Internal

Fokus: Pengendalian dalam proses kerja dan cara mencegah keadaan ketika kontrol
hanya mengandalkan pemeriksaan akhir.

Dalam praktik pemerintahan modern, pengendalian dalam proses kerja perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika kontrol hanya
mengandalkan pemeriksaan akhir, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
profesionalitas menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Dengan demikian, pembahasan
pengendalian dalam proses kerja harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan jurnalis dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus otorisasi dan pembayaran, ketiga tahap
itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, pemisahan tugas dan rekonsiliasi dapat mengubah
nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat
gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan,
memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah pengendalian dalam proses kerja jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Karena itu, pencegahan perlu menyatukan
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pemisahan tugas dan rekonsiliasi, penguatan kompetensi, dan mekanisme koreksi
yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan sistem tanpa
kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan lebih cepat,
melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika otorisasi dan pembayaran diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. pemisahan tugas dan rekonsiliasi menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan pengendalian dalam proses kerja dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Pada akhirnya, pemisahan tugas dan
rekonsiliasi harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil, bukan hanya
dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan. Pimpinan perlu
mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat bahwa
pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

. ) Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

Keputusan tentang | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
pengendalian dalam proses | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan
kerja hanya dikuasai sedikit | koreksi menyempit. telaah pihak yang independen.
orang.
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata

Pengendalian yang

yang tidak diumumkan.

harga, atau mutu layanan.

Kelola Disarankan
Ada relasi dekat dalam | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi
otorisasi dan pembayaran | memengaruhi netralitas, | kepentingan, pengunduran diri

dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai kontrol hanya
mengandalkan  pemeriksaan
akhir terlambat, tidak lengkap,
atau sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap pengendalian

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

dalam proses kerja dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
kontrol hanya mengandalkan | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
pemeriksaan  akhir  tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai pengendalian dalam proses kerja
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika kontrol hanya

mengandalkan pemeriksaan akhir?

3. Apakah proses otorisasi dan pembayaran memberi ruang bagi persaingan,

partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?
4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa pemisahan tugas dan rekonsiliasi benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?
5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Pengendalian Internal menegaskan bahwa pengendalian dalam proses kerja harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika kontrol hanya mengandalkan pemeriksaan akhir.

Dalam konteks otorisasi dan pembayaran, langkah minimum yang patut dilakukan
adalah pemisahan tugas dan rekonsiliasi. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka
terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.
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6.6 Manajemen Risiko

Fokus: Pengelolaan risiko integritas dan cara mencegah keadaan ketika risiko
dicatat tetapi tidak ditangani.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, pengelolaan risiko integritas perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika risiko dicatat tetapi
tidak ditangani, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip keadilan
menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Pada saat yang sama, pembahasan pengelolaan risiko
integritas harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku individu,
serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca
menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai kejahatan
pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama
belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pegawai dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus program beranggaran tinggi, ketiga tahap
itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, pemilik risiko dan rencana mitigasi dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah pengelolaan risiko integritas jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung
dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi, kualitas
data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika penghargaan
hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong memanipulasi
pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak memberi
teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan.
Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah
dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang berulang
tidak terlihat sebagai pola. Dengan demikian, pencegahan perlu menyatukan
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pemilik risiko dan rencana mitigasi, penguatan kompetensi, dan mekanisme
koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan
sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan
lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika program beranggaran tinggi diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. pemilik risiko dan rencana mitigasi menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan pengelolaan risiko integritas dapat dimulai dengan menentukan pemilik
proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib disimpan.
Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Hal penting lainnya, pemilik risiko
dan rencana mitigasi harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

. ) Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

Keputusan tentang | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
pengelolaan risiko integritas | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan
hanya dikuasai sedikit orang. | koreksi menyempit. telaah pihak yang independen.
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Ada relasi dekat dalam
program beranggaran tinggi
yang tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai risiko dicatat

tetapi tidak ditangani
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap pengelolaan

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

risiko  integritas  dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
risiko dicatat tetapi tidak | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
ditangani tidak memiliki batas | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai pengelolaan risiko integritas
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?
2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika risiko dicatat

tetapi tidak ditangani?

3. Apakah proses program beranggaran tinggi memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?
4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa pemilik risiko dan rencana mitigasi benar-

benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?
5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Manajemen Risiko menegaskan bahwa pengelolaan risiko integritas harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika risiko dicatat tetapi tidak ditangani. Dalam konteks

program beranggaran tinggi, langkah minimum yang patut dilakukan adalah
pemilik risiko dan rencana mitigasi. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka
terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.
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6.7 Tindak Lanjut Temuan

Fokus: Penyelesaian rekomendasi audit dan cara mencegah keadaan ketika
rekomendasi administratif dianggap selesai tanpa perubahan.

Pada tingkat kelembagaan, penyelesaian rekomendasi audit perlu dipahami
sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar
urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya
adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya,
bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika rekomendasi administratif
dianggap selesai tanpa perubahan, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
kepedulian menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Dengan demikian, pembahasan
penyelesaian rekomendasi audit harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan wakil rakyat
dilakukan. Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik
kepentingan, dasar data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama
proses, etika menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan
setara, dan dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus temuan berulang, ketiga tahap itu sering
terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau kepatuhan
dokumen. Padahal, bukti perbaikan dan verifikasi independen dapat mengubah
nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat
gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan,
memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah penyelesaian rekomendasi audit jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Dalam konteks tersebut, pencegahan perlu
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menyatukan bukti perbaikan dan verifikasi independen, penguatan kompetensi,
dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang
baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika temuan berulang diputuskan dalam waktu
singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. bukti perbaikan dan verifikasi independen menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan penyelesaian rekomendasi audit dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Langkah berikutnya, bukti
perbaikan dan verifikasi independen harus dinilai dari perubahan perilaku dan
kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga
dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

. ) Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

Keputusan tentang | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
penyelesaian rekomendasi | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan
audit hanya dikuasai sedikit | koreksi menyempit. telaah pihak yang independen.
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

orang.

Ada relasi dekat dalam
temuan berulang yang tidak

diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai rekomendasi
administratif dianggap selesai

tanpa perubahan terlambat,
tidak lengkap, atau sulit
dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap penyelesaian

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

rekomendasi audit dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
rekomendasi administratif | kepatuhan  hanya menjadi | indikator hasil, bukti
dianggap selesai tanpa | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
perubahan  tidak  memiliki sanksi.

batas waktu.

Pertanyaan Pemeriksaan

1.

Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai penyelesaian rekomendasi audit
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika rekomendasi
administratif dianggap selesai tanpa perubahan?

Apakah proses temuan berulang memberi ruang bagi persaingan, partisipasi,
klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

Bukti apa yang menunjukkan bahwa bukti perbaikan dan verifikasi independen
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?
Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Tindak Lanjut Temuan menegaskan bahwa penyelesaian rekomendasi audit harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.

Risiko utama muncul ketika rekomendasi administratif dianggap selesai tanpa
perubahan. Dalam konteks temuan berulang, langkah minimum yang patut
dilakukan adalah bukti perbaikan dan verifikasi independen. Penilaian harus
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berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

6.8 Akuntabilitas Kinerja

Fokus: Hubungan sumber daya dan hasil dan cara mencegah keadaan ketika
indikator mudah dicapai dipilih untuk terlihat berhasil.

Pada tahap pengambilan keputusan, hubungan sumber daya dan hasil perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika indikator mudah
dicapai dipilih untuk terlihat berhasil, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
amanah menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Karena itu, pembahasan hubungan
sumber daya dan hasil harus menghubungkan norma, desain kelembagaan,
perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini
membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah
sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai
hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pegawai dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus laporan kinerja instansi, ketiga tahap itu
sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau kepatuhan
dokumen. Padahal, indikator outcome dan evaluasi eksternal dapat mengubah
nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat
gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan,
memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah hubungan sumber daya dan hasil jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
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memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Pada akhirnya, pencegahan perlu menyatukan
indikator outcome dan evaluasi eksternal, penguatan kompetensi, dan mekanisme
koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan
sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan
lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika laporan kinerja instansi diputuskan dalam waktu
singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. indikator outcome dan evaluasi eksternal menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan hubungan sumber daya dan hasil dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Secara operasional, indikator
outcome dan evaluasi eksternal harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas
hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.
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Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang hubungan
sumber daya dan hasil hanya
dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam
laporan kinerja instansi yang
tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai indikator | Publik tidak mampu menguji | Tetapkan standar data terbuka,
mudah dicapai dipilih untuk | kewajaran dan penanggung | jadwal publikasi, penanggung
terlihat berhasil terlambat, | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
tidak lengkap, atau sulit | keterangan.

dibandingkan.

Kritik  terhadap hubungan | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
sumber daya dan hasil dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan;  sediakan  forum
dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
indikator ~mudah  dicapai | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
dipilih untuk terlihat berhasil | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
tidak memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai hubungan sumber daya dan hasil
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika indikator
mudah dicapai dipilih untuk terlihat berhasil?
3. Apakah proses laporan kinerja instansi memberi ruang bagi persaingan,

partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?
4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa indikator outcome dan evaluasi eksternal
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Akuntabilitas Kinerja menegaskan bahwa hubungan sumber daya dan hasil harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika indikator mudah dicapai dipilih untuk terlihat
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berhasil. Dalam konteks laporan kinerja instansi, langkah minimum yang patut
dilakukan adalah indikator outcome dan evaluasi eksternal. Penilaian harus
berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

6.9 Pertanggungjawaban Politik

Fokus: Jawab publik pejabat terpilih dan cara mencegah keadaan ketika forum
parlemen menjadi ritual.

Dilihat dari tata kelola, jawab publik pejabat terpilih perlu dipahami sebagai
bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan
teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah
siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana
alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika forum parlemen menjadi
ritual, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi kehilangan
legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan, keterbukaan, atau
perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip keterbukaan menuntut agar
kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan kesediaan
untuk diperiksa. Karena itu, pembahasan jawab publik pejabat terpilih harus
menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman
konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua
kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau
sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada
putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pejabat dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus rapat dengar pendapat, ketiga tahap itu
sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau kepatuhan
dokumen. Padahal, data, pertanyaan tajam, dan komitmen tindak lanjut dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah jawab publik pejabat terpilih jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung
dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi, kualitas
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data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika penghargaan
hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong memanipulasi
pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak memberi
teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan.
Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah
dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang berulang
tidak terlihat sebagai pola. Hal penting lainnya, pencegahan perlu menyatukan
data, pertanyaan tajam, dan komitmen tindak lanjut, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika rapat dengar pendapat diputuskan dalam waktu
singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. data, pertanyaan tajam, dan komitmen tindak lanjut menjadi titik
awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil
perbaikan.

Perbaikan jawab publik pejabat terpilih dapat dimulai dengan menentukan pemilik
proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib disimpan.
Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Langkah berikutnya, data,
pertanyaan tajam, dan komitmen tindak lanjut harus dinilai dari perubahan
perilaku dan kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau
dokumen kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar
warga dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.
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Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan  tentang jawab
publik pejabat terpilih hanya
dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam rapat
dengar pendapat yang tidak
diumumbkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai forum
parlemen  menjadi  ritual
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap jawab publik

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

pejabat  terpilih  dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum

dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,

forum parlemen menjadi ritual | kepatuhan  hanya menjadi | indikator hasil, bukti

tidak memiliki batas waktu. kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai jawab publik pejabat terpilih
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?
2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika forum

parlemen menjadi ritual?

3. Apakah proses rapat dengar pendapat memberi ruang bagi persaingan, partisipasi,

klarifikasi, dan keberatan yang wajar?
4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa data, pertanyaan tajam, dan komitmen tindak
lanjut benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Pertanggungjawaban Politik menegaskan bahwa jawab publik pejabat terpilih
harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika forum parlemen menjadi ritual. Dalam

konteks rapat dengar pendapat, langkah minimum yang patut dilakukan adalah
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data, pertanyaan tajam, dan komitmen tindak lanjut. Penilaian harus berbasis
fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

6.10 Audit Sosial

Fokus: Pemeriksaan partisipatif oleh warga dan cara mencegah keadaan ketika
masyarakat tidak memiliki akses atau metode.

Dilihat dari tata kelola, pemeriksaan partisipatif oleh warga perlu dipahami
sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar
urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya
adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya,
bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika masyarakat tidak memiliki
akses atau metode, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif,
tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip tanggung
jawab menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Secara operasional, pembahasan
pemeriksaan partisipatif oleh warga harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan wakil rakyat
dilakukan. Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik
kepentingan, dasar data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama
proses, etika menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan
setara, dan dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus proyek desa dan layanan dasar, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, peta manfaat, verifikasi lapangan, dan forum warga
dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah pemeriksaan partisipatif oleh warga jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
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penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Langkah berikutnya, pencegahan perlu
menyatukan peta manfaat, verifikasi lapangan, dan forum warga, penguatan
kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik.
Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu
menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan
memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika proyek desa dan layanan dasar diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. peta manfaat, verifikasi lapangan, dan forum warga menjadi titik
awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil
perbaikan.

Perbaikan pemeriksaan partisipatif oleh warga dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Dengan demikian, peta manfaat,
verifikasi lapangan, dan forum warga harus dinilai dari perubahan perilaku dan
kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga
dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

210



Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang
pemeriksaan partisipatif oleh
warga hanya dikuasai sedikit
orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam proyek
desa dan layanan dasar yang
tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai masyarakat

tidak memiliki akses atau
metode terlambat, tidak
lengkap, atau sulit
dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
dimintai

jawab sulit

keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap pemeriksaan

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

partisipatif oleh warga | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dijawab dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
masyarakat tidak memiliki | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
akses atau metode tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai pemeriksaan partisipatif oleh warga
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika masyarakat
tidak memiliki akses atau metode?
3. Apakah proses proyek desa dan layanan dasar memberi ruang bagi persaingan,

partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?
4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa peta manfaat, verifikasi lapangan, dan forum

warga benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?
5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Audit Sosial menegaskan bahwa pemeriksaan partisipatif oleh warga harus

dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
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Risiko utama muncul ketika masyarakat tidak memiliki akses atau metode. Dalam
konteks proyek desa dan layanan dasar, langkah minimum yang patut dilakukan
adalah peta manfaat, verifikasi lapangan, dan forum warga. Penilaian harus
berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

6.11 Ringkasan Bab

Bab 6 memperlihatkan bahwa audit adalah instrumen pembelajaran dan koreksi,
bukan sekadar pemeriksaan dokumen. Akuntabilitas menuntut pejabat
menjelaskan tujuan, proses, penggunaan sumber daya, hasil, penyimpangan, serta
langkah perbaikan. Setiap tema menuntut keseimbangan antara ketegasan
terhadap penyimpangan dan kehati-hatian agar pengawasan tidak berubah menjadi
fitnah, intimidasi, atau kompetisi partisan. Perbaikan yang berkelanjutan
membutuhkan tujuan yang jelas, data yang dapat diuji, pembagian tanggung
jawab, partisipasi yang bermakna, saluran pelaporan aman, serta tindak lanjut
yang dapat dilihat oleh publik.

» Nilai harus diterjemahkan menjadi prosedur dan indikator yang dapat diperiksa.

» Konflik kepentingan perlu dikenali serta dikelola sebelum memengaruhi
keputusan.

» Keterbukaan harus memperkuat pemahaman, bukan sekadar menambah jumlah
berkas.

»  Kiritik, audit, dan laporan harus diikuti koreksi serta pembelajaran kelembagaan.

» Hak pihak yang terdampak, pelapor, saksi, dan pihak terlapor harus dilindungi
secara proporsional.

6.12 Rujukan Pilihan

= UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara

= UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

= INTOSAI: Fundamental Principles of Public-Sector Auditing
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BAB 7 — ULAMA, AKADEMISI, MEDIA,
ORGANISASI MASYARAKAT, DAN WARGA
SEBAGAI PENGAWAS

QS Ali 'Imran [3]: 104
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Makna ringkas: Masyarakat memerlukan kelompok yang menyeru kepada kebaikan,
mendorong yang patut, dan mencegah kemungkaran.

Pengawasan publik memerlukan ekosistem. Setiap aktor memiliki sumber
legitimasi, metode, dan risiko yang berbeda. Kolaborasi yang beretika dapat
memperkuat bukti, memperluas jangkauan, serta mencegah kritik dikuasai
kepentingan partisan.

Tujuan bab ini adalah membantu pembaca menghubungkan prinsip moral dengan
tindakan yang dapat diamati. Pembahasan tidak berhenti pada kecaman terhadap
pelanggaran, tetapi menelusuri bagaimana aturan, data, pembagian tugas,
partisipasi, audit, dan perlindungan pelapor dapat mengurangi risiko
penyalahgunaan kekuasaan.

Pertanyaan kunci bab: Siapa mengambil keputusan, berdasarkan data apa, untuk
kepentingan siapa, dengan biaya berapa, melalui prosedur apa, dan bagaimana
masyarakat dapat memeriksa serta meminta perbaikan?

7.1 Peran Ulama dan Pemimpin Agama

Fokus: Otoritas moral dalam pengawasan dan cara mencegah keadaan ketika
nasihat berubah menjadi pembenaran kekuasaan.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, otoritas moral dalam pengawasan
perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama,
bukan sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika nasihat berubah
menjadi pembenaran kekuasaan, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
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keadilan menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Dengan demikian, pembahasan
otoritas moral dalam pengawasan harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan wakil rakyat
dilakukan. Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik
kepentingan, dasar data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama
proses, etika menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan
setara, dan dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus khutbah, pengajian, dan pernyataan
publik, ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran
cepat atau kepatuhan dokumen. Padahal, independensi, dalil, dan keberpihakan
pada keadilan dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur.
Nilai agama memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat,
menegakkan keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta
secara batil.

Masalah otoritas moral dalam pengawasan jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Konsekuensinya, pencegahan perlu
menyatukan independensi, dalil, dan keberpihakan pada keadilan, penguatan
kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik.
Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu
menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan
memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika khutbah, pengajian, dan pernyataan publik
diputuskan dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen
dasar tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
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langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. independensi, dalil, dan keberpihakan pada
keadilan menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan
narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan otoritas moral dalam pengawasan dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Namun demikian, independensi,
dalil, dan keberpihakan pada keadilan harus dinilai dari perubahan perilaku dan
kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga
dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca

Kelola

Disarankan

Keputusan tentang otoritas
moral dalam  pengawasan
hanya dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam
khutbah,  pengajian, dan
pernyataan publik yang tidak
diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,

harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai nasihat
berubah menjadi pembenaran

kekuasaan terlambat, tidak
lengkap, atau sulit
dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap otoritas moral

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan
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Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

dalam pengawasan dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum

dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
nasihat  berubah  menjadi | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
pembenaran kekuasaan tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai otoritas moral dalam pengawasan
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika nasihat
berubah menjadi pembenaran kekuasaan?

3. Apakah proses khutbah, pengajian, dan pernyataan publik memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa independensi, dalil, dan keberpihakan pada
keadilan benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Peran Ulama dan Pemimpin Agama menegaskan bahwa otoritas moral dalam
pengawasan harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang
saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika nasihat berubah menjadi
pembenaran kekuasaan. Dalam konteks khutbah, pengajian, dan pernyataan
publik, langkah minimum yang patut dilakukan adalah independensi, dalil, dan
keberpihakan pada keadilan. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap
klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan.
Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi
karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat
dilihat serta diuji oleh masyarakat.

7.2 Peran Akademisi

Fokus: Keahlian ilmiah untuk kebijakan dan cara mencegah keadaan ketika pendapat
akademik dipengaruhi sponsor.

Dalam hubungan antara pejabat dan masyarakat, keahlian ilmiah untuk kebijakan
perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama,
bukan sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
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biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika pendapat akademik
dipengaruhi sponsor, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif,
tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip keadilan
menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Dalam konteks tersebut, pembahasan keahlian ilmiah
untuk kebijakan harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku
individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu
pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai
kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil
selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan akademisi dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus kajian dan keterangan ahli, ketiga tahap
itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, deklarasi pendanaan dan metode terbuka dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah keahlian ilmiah untuk kebijakan jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Karena itu, pencegahan perlu menyatukan
deklarasi pendanaan dan metode terbuka, penguatan kompetensi, dan mekanisme
koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan
sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan
lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika kajian dan keterangan ahli diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
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hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. deklarasi pendanaan dan metode terbuka menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan keahlian ilmiah untuk kebijakan dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Hal penting lainnya, deklarasi
pendanaan dan metode terbuka harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas
hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata

Gejala yang Perlu Dibaca

Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang keahlian
ilmiah untuk kebijakan hanya
dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan
terdokumentasi

publik
dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, wajibkan
telaah pihak yang independen.

dan

Ada relasi dekat dalam kajian
dan keterangan ahli yang tidak
diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data pendapat
akademik dipengaruhi sponsor
terlambat, tidak lengkap, atau

mengenai

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung

jawab sulit dimintai

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.
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. . Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
1 Perlu D

Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan
sulit dibandingkan. keterangan.
Kritik  terhadap  keahlian | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
ilmiah untuk kebijakan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan;  sediakan  forum
dijawab dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
pendapat akademik | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
dipengaruhi  sponsor tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai keahlian ilmiah untuk kebijakan
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika pendapat
akademik dipengaruhi sponsor?

3. Apakah proses kajian dan keterangan ahli memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa deklarasi pendanaan dan metode terbuka
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Peran Akademisi menegaskan bahwa keahlian ilmiah untuk kebijakan harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika pendapat akademik dipengaruhi sponsor. Dalam
konteks kajian dan keterangan ahli, langkah minimum yang patut dilakukan
adalah deklarasi pendanaan dan metode terbuka. Penilaian harus berbasis fakta,
terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

7.3 Peran Media

Fokus: Jurnalisme sebagai pengawas dan cara mencegah keadaan ketika kecepatan
mengalahkan verifikasi.
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Dalam kerangka demokrasi konstitusional, jurnalisme sebagai pengawas perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika kecepatan
mengalahkan verifikasi, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif,
tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip kejujuran
menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Pada saat yang sama, pembahasan jurnalisme sebagai
pengawas harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku individu,
serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca
menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai kejahatan
pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama
belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan auditor dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus peliputan dugaan penyimpangan, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, konfirmasi, dokumen, dan hak jawab dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah jurnalisme sebagai pengawas jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Hal penting lainnya, pencegahan perlu
menyatukan konfirmasi, dokumen, dan hak jawab, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
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kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika peliputan dugaan penyimpangan diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. konfirmasi, dokumen, dan hak jawab
menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan jurnalisme sebagai pengawas dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Secara operasional, konfirmasi,
dokumen, dan hak jawab harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

. ) Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

Keputusan tentang jurnalisme | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
sebagai  pengawas  hanya | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan
dikuasai sedikit orang. koreksi menyempit. telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

dugaan
tidak

peliputan
penyimpangan
diumumkan.

yang

memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai kecepatan
mengalahkan verifikasi
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik  terhadap
sebagai pengawas
dengan serangan pribadi.

jurnalisme
dijawab

Substansi masalah hilang dan
partisipasi
polarisasi.

berubah menjadi

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan;
jawab serta hak koreksi.

sediakan  forum

Tindak lanjut atas temuan
kecepatan mengalahkan
verifikasi tidak memiliki batas

waktu.

dan
menjadi

Masalah
kepatuhan

berulang
hanya
kegiatan administratif.

Susun rencana aksi, tenggat,
indikator hasil, bukti
pelaksanaan, dan eskalasi

sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai jurnalisme sebagai pengawas
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika kecepatan
mengalahkan verifikasi?

3. Apakah proses peliputan dugaan penyimpangan memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa konfirmasi, dokumen, dan hak jawab benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Peran Media menegaskan bahwa jurnalisme sebagai pengawas harus dikelola

melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan. Risiko
utama muncul ketika kecepatan mengalahkan verifikasi. Dalam konteks peliputan

dugaan penyimpangan,

langkah minimum yang patut dilakukan adalah

konfirmasi, dokumen, dan hak jawab. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka
terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

222



7.4 Jurnalisme Investigasi

Fokus: Investigasi kepentingan publik dan cara mencegah keadaan ketika sumber
tunggal dijadikan tuduhan.

Pada tahap pengambilan keputusan, investigasi kepentingan publik perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika sumber tunggal
dijadikan tuduhan, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif,
tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip keberanian
moral menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Dalam konteks tersebut, pembahasan
investigasi  kepentingan publik harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pegawai dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus penelusuran proyek dan aset, ketiga tahap
itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, verifikasi berlapis dan keamanan sumber dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah investigasi kepentingan publik jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Pada akhirnya, pencegahan perlu menyatukan
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verifikasi berlapis dan keamanan sumber, penguatan kompetensi, dan mekanisme
koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan
sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan
lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika penelusuran proyek dan aset diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. verifikasi berlapis dan keamanan sumber menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan investigasi kepentingan publik dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Secara operasional, verifikasi
berlapis dan keamanan sumber harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas
hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

. ) Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

Keputusan tentang investigasi | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
kepentingan publik hanya | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan
dikuasai sedikit orang. koreksi menyempit. telaah pihak yang independen.
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Ada relasi dekat dalam
penelusuran proyek dan aset
yang tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai sumber
tunggal dijadikan tuduhan
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap investigasi
kepentingan publik dijawab
dengan serangan pribadi.

Substansi masalah hilang dan
partisipasi berubah menjadi
polarisasi.

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan;
jawab serta hak koreksi.

sediakan  forum

temuan
tunggal  dijadikan
tuduhan tidak memiliki batas
waktu.

Tindak lanjut atas
sumber

Masalah dan
kepatuhan  hanya

kegiatan administratif.

berulang
menjadi

Susun rencana aksi, tenggat,
hasil, bukti
dan eskalasi

indikator
pelaksanaan,
sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai investigasi kepentingan publik
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika sumber
tunggal dijadikan tuduhan?

3. Apakah proses penelusuran proyek dan aset memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?
4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa verifikasi berlapis dan keamanan sumber

benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?
5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Jurnalisme Investigasi menegaskan bahwa investigasi kepentingan publik harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika sumber tunggal dijadikan tuduhan. Dalam konteks
penelusuran proyek dan aset, langkah minimum yang patut dilakukan adalah
verifikasi berlapis dan keamanan sumber. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka
terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.
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7.5 Organisasi Masyarakat Sipil

Fokus: Advokasi warga terorganisasi dan cara mencegah keadaan ketika organisasi
kehilangan independensi karena pendanaan.

Dari perspektif pencegahan, advokasi warga terorganisasi perlu dipahami sebagai
bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan
teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah
siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana
alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika organisasi kehilangan
independensi karena pendanaan, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
keterbukaan menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Hal penting lainnya, pembahasan
advokasi warga terorganisasi harus menghubungkan norma, desain kelembagaan,
perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini
membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah
sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai
hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan akademisi dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pemantauan anggaran dan layanan, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, tata kelola internal dan laporan publik dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah advokasi warga terorganisasi jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Namun demikian, pencegahan perlu
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menyatukan tata kelola internal dan laporan publik, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pemantauan anggaran dan layanan diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. tata kelola internal dan laporan publik
menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan advokasi warga terorganisasi dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Hal penting lainnya, tata kelola
internal dan laporan publik harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas
hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

Keputusan tentang advokasi | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
warga terorganisasi hanya | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

dikuasai sedikit orang.

koreksi menyempit.

telaah pihak yang independen.

Ada
pemantauan
layanan

diumumbkan.

dekat
anggaran

yang

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

dalam
dan
tidak

relasi Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,

harga, atau mutu layanan.

Data
kehilangan
karena pendanaan terlambat,
tidak
dibandingkan.

mengenai  organisasi

independensi

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

sulit

lengkap, atau

Kritik
warga terorganisasi dijawab
dengan serangan pribadi.

terhadap  advokasi | Substansi masalah hilang dan
partisipasi berubah menjadi

polarisasi.

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan;  sediakan  forum
jawab serta hak koreksi.

Tindak lanjut atas
organisasi
independensi
pendanaan
batas waktu.

dan
menjadi

Masalah berulang
kepatuhan  hanya
kegiatan administratif.

Susun rencana aksi, tenggat,
indikator hasil, bukti
pelaksanaan, dan eskalasi
sanksi.

temuan
kehilangan
karena

tidak  memiliki

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai advokasi warga terorganisasi
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika organisasi
kehilangan independensi karena pendanaan?

3. Apakah proses pemantauan anggaran dan layanan memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa tata kelola internal dan laporan publik benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Organisasi Masyarakat Sipil menegaskan bahwa advokasi warga terorganisasi
harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling

menguatkan. Risiko utama muncul ketika organisasi kehilangan independensi
karena pendanaan. Dalam konteks pemantauan anggaran dan layanan, langkah
minimum yang patut dilakukan adalah tata kelola internal dan laporan publik.
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Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak
semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak
berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas
layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

7.6 Organisasi Profesi

Fokus: Standar etik profesi dan cara mencegah keadaan ketika solidaritas profesi
menutupi pelanggaran.

Ketika kebijakan diterapkan, standar etik profesi perlu dipahami sebagai bagian
dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan teknis yang
hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah siapa yang
memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana alasan keputusan
disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki kesempatan untuk
menyampaikan keberatan. Ketika solidaritas profesi menutupi pelanggaran,
keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi kehilangan
legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan, keterbukaan, atau
perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip amanah menuntut agar
kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan kesediaan
untuk diperiksa. Dengan demikian, pembahasan standar etik profesi harus
menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman
konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua
kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau
sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada
putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan akademisi dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pemeriksaan etik anggota, ketiga tahap
itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, majelis etik independen dan sanksi dapat mengubah
nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat
gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan,
memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah standar etik profesi jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung dengan
struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi, kualitas data, dan
keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika penghargaan hanya
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diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong memanipulasi
pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak memberi
teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan.
Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah
dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang berulang
tidak terlihat sebagai pola. Dalam konteks tersebut, pencegahan perlu menyatukan
majelis etik independen dan sanksi, penguatan kompetensi, dan mekanisme
koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan
sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan
lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pemeriksaan etik anggota diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. majelis etik independen dan sanksi menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan standar etik profesi dapat dimulai dengan menentukan pemilik proses,
tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib disimpan. Setiap
keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa mengusulkan,
siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan alasan
perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif, bukan
formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Pada saat yang sama, majelis etik
independen dan sanksi harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.
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Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang standar etik
profesi hanya dikuasai sedikit
orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam
pemeriksaan etik anggota
yang tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai solidaritas
profesi menutupi pelanggaran
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap standar etik

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

profesi  dijawab dengan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
solidaritas profesi menutupi | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
pelanggaran tidak memiliki | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai standar etik profesi dinyatakan

secara tertulis dan dapat diperiksa?
2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika solidaritas

profesi menutupi pelanggaran?
3. Apakah proses pemeriksaan etik anggota memberi ruang bagi persaingan,

partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?
4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa majelis etik independen dan sanksi benar-

benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Organisasi Profesi menegaskan bahwa standar etik profesi harus dikelola melalui
nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan. Risiko utama
muncul ketika solidaritas profesi menutupi pelanggaran. Dalam konteks

pemeriksaan etik anggota, langkah minimum yang patut dilakukan adalah majelis
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etik independen dan sanksi. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap
klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan.
Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi
karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat
dilihat serta diuji oleh masyarakat.

7.7 Komunitas Lokal

Fokus: Pengawasan berbasis pengalaman warga dan cara mencegah keadaan ketika
keluhan lokal tidak terdokumentasi.

Dilihat dari tata kelola, pengawasan berbasis pengalaman warga perlu dipahami
sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar
urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya
adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya,
bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika keluhan lokal tidak
terdokumentasi, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip amanah
menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Pada saat yang sama, pembahasan pengawasan
berbasis pengalaman warga harus menghubungkan norma, desain kelembagaan,
perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini
membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah
sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai
hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan warga dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus proyek lingkungan dan layanan desa,
ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat
atau kepatuhan dokumen. Padahal, pencatatan, peta masalah, dan forum terbuka
dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah pengawasan berbasis pengalaman warga jarang berdiri sendiri; ia
biasanya terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya
organisasi, kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan.
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Jika penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat
terdorong memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika
pimpinan tidak memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang
hanya berlaku bagi bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi,
hasil pemeriksaan mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi,
kesalahan yang berulang tidak terlihat sebagai pola. Hal penting lainnya,
pencegahan perlu menyatukan pencatatan, peta masalah, dan forum terbuka,
penguatan kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik
beritikad baik. Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem
yang mampu menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang
melaporkannya, dan memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika proyek lingkungan dan layanan desa diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. pencatatan, peta masalah, dan forum
terbuka menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan
narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan pengawasan berbasis pengalaman warga dapat dimulai dengan
menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang
wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan
siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai,
dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Langkah berikutnya, pencatatan,
peta masalah, dan forum terbuka harus dinilai dari perubahan perilaku dan
kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga
dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.
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Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang
pengawasan berbasis
pengalaman warga hanya

dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam proyek
lingkungan dan layanan desa
yang tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai keluhan lokal
tidak terdokumentasi
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji

kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap pengawasan
berbasis pengalaman warga
dijawab

pribadi.

dengan  serangan

Substansi masalah hilang dan
partisipasi berubah menjadi
polarisasi.

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan;  sediakan  forum
jawab serta hak koreksi.

Tindak lanjut atas temuan
keluhan lokal tidak
terdokumentasi tidak memiliki
batas waktu.

dan
menjadi

Masalah
kepatuhan
kegiatan administratif.

berulang
hanya

Susun rencana aksi, tenggat,

indikator hasil, bukti
pelaksanaan, dan eskalasi
sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai pengawasan berbasis pengalaman
warga dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika keluhan lokal
tidak terdokumentasi?

3. Apakah proses proyek lingkungan dan layanan desa memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa pencatatan, peta masalah, dan forum terbuka
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Komunitas Lokal menegaskan bahwa pengawasan berbasis pengalaman warga
harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
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menguatkan. Risiko utama muncul ketika keluhan lokal tidak terdokumentasi.
Dalam konteks proyek lingkungan dan layanan desa, langkah minimum yang
patut dilakukan adalah pencatatan, peta masalah, dan forum terbuka. Penilaian
harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak,
dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

7.8 Pemuda dan Pelajar

Fokus: Partisipasi generasi muda dan cara mencegah keadaan ketika aktivisme
hanya menjadi tren media sosial.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, partisipasi generasi muda perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika aktivisme hanya
menjadi tren media sosial, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
profesionalitas menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Dalam konteks tersebut, pembahasan
partisipasi generasi muda harus menghubungkan norma, desain kelembagaan,
perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini
membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah
sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai
hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan auditor dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus kampanye integritas sekolah atau
kampus, ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar
keluaran cepat atau kepatuhan dokumen. Padahal, literasi, proyek nyata, dan
pendampingan dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur.
Nilai agama memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat,
menegakkan keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta
secara batil.
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Masalah partisipasi generasi muda jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung
dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi, kualitas
data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika penghargaan
hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong memanipulasi
pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak memberi
teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan.
Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah
dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang berulang
tidak terlihat sebagai pola. Hal penting lainnya, pencegahan perlu menyatukan
literasi, proyek nyata, dan pendampingan, penguatan kompetensi, dan mekanisme
koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan
sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan
lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika kampanye integritas sekolah atau kampus
diputuskan dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen
dasar tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. literasi, proyek nyata, dan pendampingan
menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan partisipasi generasi muda dapat dimulai dengan menentukan pemilik
proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib disimpan.
Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Namun demikian, literasi, proyek
nyata, dan pendampingan harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
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Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang partisipasi
generasi muda hanya dikuasai
sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi
kampanye integritas sekolah | memengaruhi netralitas, | kepentingan, pengunduran diri
atau kampus yang tidak | harga, atau mutu layanan. dari proses, dan pemeriksaan
diumumkan. silang.

Data mengenai aktivisme | Publik tidak mampu menguji | Tetapkan standar data terbuka,
hanya menjadi tren media | kewajaran dan penanggung | jadwal publikasi, penanggung
sosial terlambat, tidak | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
lengkap, atau sulit | keterangan.

dibandingkan.

Kritik terhadap partisipasi | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
generasi muda dijawab dengan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
aktivisme hanya menjadi tren | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
media sosial tidak memiliki | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

partisipasi generasi muda

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika aktivisme
hanya menjadi tren media sosial?
3. Apakah proses kampanye integritas sekolah atau kampus memberi ruang bagi

persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?
4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa literasi, proyek nyata, dan pendampingan

benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?
5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?
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Rangkuman Subbab

Pemuda dan Pelajar menegaskan bahwa partisipasi generasi muda harus dikelola
melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan. Risiko
utama muncul ketika aktivisme hanya menjadi tren media sosial. Dalam konteks
kampanye integritas sekolah atau kampus, langkah minimum yang patut
dilakukan adalah literasi, proyek nyata, dan pendampingan. Penilaian harus
berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

7.9 Kolaborasi Antaraktor

Fokus: Koalisi pengawasan publik dan cara mencegah keadaan ketika agenda
bersama kabur atau ditunggangi.

Dalam praktik pemerintahan modern, koalisi pengawasan publik perlu dipahami
sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar
urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya
adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya,
bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika agenda bersama kabur atau
ditunggangi, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip amanah
menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Langkah berikutnya, pembahasan koalisi pengawasan
publik harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku individu, serta
pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca menghindari
dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau
sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada
putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan jurnalis dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus advokasi lintas lembaga, ketiga tahap itu
sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau kepatuhan
dokumen. Padahal, tujuan, peran, bukti, dan tata kelola koalisi dapat mengubah
nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat
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gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan,
memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah koalisi pengawasan publik jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung
dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi, kualitas
data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika penghargaan
hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong memanipulasi
pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak memberi
teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan.
Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah
dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang berulang
tidak terlihat sebagai pola. Pada saat yang sama, pencegahan perlu menyatukan
tujuan, peran, bukti, dan tata kelola koalisi, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika advokasi lintas lembaga diputuskan dalam waktu
singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. tujuan, peran, bukti, dan tata kelola koalisi menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan koalisi pengawasan publik dapat dimulai dengan menentukan pemilik
proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib disimpan.
Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Karena itu, tujuan, peran, bukti, dan
tata kelola koalisi harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil, bukan
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hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan. Pimpinan perlu
mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat bahwa
pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang koalisi
pengawasan publik hanya
dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada dekat
advokasi lintas lembaga yang
tidak diumumkan.

relasi dalam

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,

harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai agenda | Publik tidak mampu menguji | Tetapkan standar data terbuka,
bersama kabur atau | kewajaran dan penanggung | jadwal publikasi, penanggung
ditunggangi terlambat, tidak | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
lengkap, atau sulit | keterangan.

dibandingkan.

Kritik terhadap koalisi | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
pengawasan publik dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
agenda bersama kabur atau | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
ditunggangi tidak memiliki | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai koalisi pengawasan publik

dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?
2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika agenda

bersama kabur atau ditunggangi?

3. Apakah proses advokasi lintas lembaga memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa tujuan, peran, bukti, dan tata kelola koalisi
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?
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Rangkuman Subbab

Kolaborasi Antaraktor menegaskan bahwa koalisi pengawasan publik harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika agenda bersama kabur atau ditunggangi. Dalam
konteks advokasi lintas lembaga, langkah minimum yang patut dilakukan adalah
tujuan, peran, bukti, dan tata kelola koalisi. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka
terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

7.10 Menjaga Independensi Pengawas

Fokus: Integritas pihak yang mengawasi dan cara mencegah keadaan ketika
pengawas memiliki kepentingan tersembunyi.

Dalam pengalaman warga sehari-hari, integritas pihak yang mengawasi perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika pengawas memiliki
kepentingan tersembunyi, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
keterbukaan menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Pada saat yang sama, pembahasan
integritas pihak yang mengawasi harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pegawai dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus penerimaan dana dan afiliasi politik,
ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat
atau kepatuhan dokumen. Padahal, deklarasi konflik, audit, dan rotasi dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
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memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah integritas pihak yang mengawasi jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Konsekuensinya, pencegahan perlu
menyatukan deklarasi konflik, audit, dan rotasi, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika penerimaan dana dan afiliasi politik diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. deklarasi konflik, audit, dan rotasi menjadi
titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil
perbaikan.

Perbaikan integritas pihak yang mengawasi dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Karena itu, deklarasi konflik, audit,
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dan rotasi harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil, bukan hanya
dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan. Pimpinan perlu
mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat bahwa

pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang integritas
pihak yang mengawasi hanya
dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada dekat
penerimaan dana dan afiliasi
politik yang tidak diumumkan.

relasi dalam

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri

dari proses, dan pemeriksaan

silang.
Data mengenai pengawas | Publik tidak mampu menguji | Tetapkan standar data terbuka,
memiliki kepentingan | kewajaran dan penanggung | jadwal publikasi, penanggung

tersembunyi terlambat, tidak | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
lengkap, atau sulit | keterangan.

dibandingkan.

Kritik  terhadap integritas | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
pihak yang mengawasi | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dijawab  dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
pengawas memiliki | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
kepentingan tersembunyi tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai integritas pihak yang mengawasi
Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika pengawas

Apakah proses penerimaan dana dan afiliasi politik memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

Bukti apa yang menunjukkan bahwa deklarasi konflik, audit, dan rotasi benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

1.
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?
2.
memiliki kepentingan tersembunyi?
3.
4.
5.

Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?
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Rangkuman Subbab

Menjaga Independensi Pengawas menegaskan bahwa integritas pihak yang
mengawasi harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang
saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika pengawas memiliki kepentingan
tersembunyi. Dalam konteks penerimaan dana dan afiliasi politik, langkah
minimum yang patut dilakukan adalah deklarasi konflik, audit, dan rotasi.
Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak
semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak
berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas
layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

7.11 Ringkasan Bab

Bab 7 memperlihatkan bahwa pengawasan publik memerlukan ekosistem. Setiap
aktor memiliki sumber legitimasi, metode, dan risiko yang berbeda. Kolaborasi
yang beretika dapat memperkuat bukti, memperluas jangkauan, serta mencegah
kritik dikuasai kepentingan partisan. Setiap tema menuntut keseimbangan antara
ketegasan terhadap penyimpangan dan kehati-hatian agar pengawasan tidak
berubah menjadi fitnah, intimidasi, atau kompetisi partisan. Perbaikan yang
berkelanjutan membutuhkan tujuan yang jelas, data yang dapat diuji, pembagian
tanggung jawab, partisipasi yang bermakna, saluran pelaporan aman, serta tindak
lanjut yang dapat dilihat oleh publik.

* Nilai harus diterjemahkan menjadi prosedur dan indikator yang dapat diperiksa.

= Konflik kepentingan perlu dikenali serta dikelola sebelum memengaruhi
keputusan.

» Keterbukaan harus memperkuat pemahaman, bukan sekadar menambah jumlah
berkas.

» Kiritik, audit, dan laporan harus diikuti koreksi serta pembelajaran kelembagaan.

» Hak pihak yang terdampak, pelapor, saksi, dan pihak terlapor harus dilindungi
secara proporsional.

7.12 Rujukan Pilihan

UNCAC Article 13: Participation of Society - UNODC learning resource
®  UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
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https://peraturan.bpk.go.id/Details/39708/uu-no-37-tahun-2008

BAB 8 — ETIKA KRITIK, DEMONSTRASI,
ADVOKASI, DAN PARTISIPASI DEMOKRATIS

QS Asy-Syura [42]: 38
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Makna ringkas: Urusan bersama diselesaikan melalui musyawarah, disertai
tanggung jawab ibadah dan kepedulian sosial.

Kritik adalah bagian dari koreksi kekuasaan, tetapi harus dijalankan dengan bukti,
proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Demonstrasi dan
advokasi efektif memerlukan tujuan, pesan, metode, serta tindak lanjut yang jelas.

Tujuan bab ini adalah membantu pembaca menghubungkan prinsip moral dengan
tindakan yang dapat diamati. Pembahasan tidak berhenti pada kecaman terhadap
pelanggaran, tetapi menelusuri bagaimana aturan, data, pembagian tugas,
partisipasi, audit, dan perlindungan pelapor dapat mengurangi risiko
penyalahgunaan kekuasaan.

Pertanyaan kunci bab: Siapa mengambil keputusan, berdasarkan data apa, untuk
kepentingan siapa, dengan biaya berapa, melalui prosedur apa, dan bagaimana
masyarakat dapat memeriksa serta meminta perbaikan?

8.1 Kritik sebagai Tanggung Jawab Warga

Fokus: Kritik untuk memperbaiki kebijakan dan cara mencegah keadaan ketika kritik
dianggap permusuhan pribadi.

Dalam pengalaman warga sehari-hari, kritik untuk memperbaiki kebijakan perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika kritik dianggap
permusuhan pribadi, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif,
tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip tanggung
jawab menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Hal penting lainnya, pembahasan
kritik untuk memperbaiki kebijakan harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
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semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan auditor dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus penilaian terhadap pejabat, ketiga tahap
itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, fokus pada tindakan, bukti, dan solusi dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah kritik untuk memperbaiki kebijakan jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Hal penting lainnya, pencegahan perlu
menyatukan fokus pada tindakan, bukti, dan solusi, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika penilaian terhadap pejabat diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
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tetap dihormati. fokus pada tindakan, bukti, dan solusi menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan kritik untuk memperbaiki kebijakan dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Dengan demikian, fokus pada
tindakan, bukti, dan solusi harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan  tentang  kritik
untuk memperbaiki kebijakan
hanya dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan
terdokumentasi

publik
dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, wajibkan
telaah pihak yang independen.

dan

Ada dalam
penilaian

yang tidak diumumkan.

relasi  dekat
terhadap pejabat

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai kritik dianggap
permusuhan pribadi terlambat,
tidak lengkap,
dibandingkan.

atau  sulit

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
dimintai

jawab sulit

keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap kritik untuk

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

waktu.

memperbaiki kebijakan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dijawab  dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
kritik dianggap permusuhan | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
pribadi tidak memiliki batas | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi

sanksi.

247




Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai kritik untuk memperbaiki
kebijakan dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika kritik
dianggap permusuhan pribadi?

3. Apakah proses penilaian terhadap pejabat memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa fokus pada tindakan, bukti, dan solusi benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Kritik sebagai Tanggung Jawab Warga menegaskan bahwa kritik untuk
memperbaiki kebijakan harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan
pengawasan yang saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika kritik dianggap
permusuhan pribadi. Dalam konteks penilaian terhadap pejabat, langkah minimum
yang patut dilakukan adalah fokus pada tindakan, bukti, dan solusi. Penilaian
harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak,
dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

8.2 Fakta, Opini, dan Tuduhan

Fokus: Pembedaan fakta dengan penilaian dan cara mencegah keadaan ketika
dugaan disampaikan sebagai kepastian.

Dilihat dari tata kelola, pembedaan fakta dengan penilaian perlu dipahami sebagai
bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan
teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah
siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana
alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika dugaan disampaikan sebagai
kepastian, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip keterbukaan
menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Dengan demikian, pembahasan pembedaan fakta
dengan penilaian harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku
individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu
pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai
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kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil
selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan wakil rakyat
dilakukan. Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik
kepentingan, dasar data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama
proses, etika menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan
setara, dan dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus unggahan atau pernyataan publik, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, bahasa terukur dan verifikasi dapat mengubah nilai
moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat gagasan ini
melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan, memeriksa
informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah pembedaan fakta dengan penilaian jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Karena itu, pencegahan perlu menyatukan
bahasa terukur dan verifikasi, penguatan kompetensi, dan mekanisme koreksi
yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan sistem tanpa
kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan lebih cepat,
melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika unggahan atau pernyataan publik diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. bahasa terukur dan verifikasi menjadi titik
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awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil
perbaikan.

Perbaikan pembedaan fakta dengan penilaian dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Pada akhirnya, bahasa terukur dan
verifikasi harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil, bukan hanya
dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan. Pimpinan perlu
mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat bahwa
pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang

Geial Perlu Dib
¢jala yang Perlu Dibaca Disarankan

tidak
ruang

Pertimbangan
terdokumentasi

publik
dan

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, wajibkan

Keputusan tentang pembedaan

fakta dengan penilaian hanya dan

dikuasai sedikit orang.

koreksi menyempit.

telaah pihak yang independen.

Ada dalam
unggahan

publik yang tidak diumumkan.

dekat
atau

relasi
pernyataan

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai dugaan
disampaikan sebagai kepastian

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung

waktu.

terlambat, tidak lengkap, atau | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
sulit dibandingkan. keterangan.

Kritik terhadap pembedaan | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
fakta dengan penilaian | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dijawab  dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
dugaan disampaikan sebagai | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
kepastian tidak memiliki batas | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi

sanksi.
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Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai pembedaan fakta dengan penilaian
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika dugaan
disampaikan sebagai kepastian?

3. Apakah proses unggahan atau pernyataan publik memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa bahasa terukur dan verifikasi benar-benar
dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Fakta, Opini, dan Tuduhan menegaskan bahwa pembedaan fakta dengan penilaian
harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika dugaan disampaikan sebagai kepastian.
Dalam konteks unggahan atau pernyataan publik, langkah minimum yang patut
dilakukan adalah bahasa terukur dan verifikasi. Penilaian harus berbasis fakta,
terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

8.3 Tabayun dan Hak Jawab

Fokus: Verifikasi serta ruang klarifikasi dan cara mencegah keadaan ketika hak
Jjawab dianggap pelemahan kritik.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, verifikasi serta ruang klarifikasi perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika hak jawab dianggap
pelemahan kritik, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip keadilan
menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Namun demikian, pembahasan verifikasi serta ruang
klarifikasi harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku individu,
serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca
menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai kejahatan
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pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama
belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan akademisi dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus publikasi temuan awal, ketiga tahap itu
sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau kepatuhan
dokumen. Padahal, permintaan konfirmasi dan dokumentasi jawaban dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah verifikasi serta ruang klarifikasi jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Konsekuensinya, pencegahan perlu
menyatukan permintaan konfirmasi dan dokumentasi jawaban, penguatan
kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik.
Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu
menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan
memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika publikasi temuan awal diputuskan dalam waktu
singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. permintaan konfirmasi dan dokumentasi jawaban menjadi titik
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awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil
perbaikan.

Perbaikan verifikasi serta ruang klarifikasi dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Konsekuensinya, permintaan
konfirmasi dan dokumentasi jawaban harus dinilai dari perubahan perilaku dan
kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga
dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang

Geial Perlu Dib
¢jala yang Perlu Dibaca Disarankan

tidak
ruang

Keputusan tentang verifikasi
serta ruang klarifikasi hanya

Pertimbangan
terdokumentasi

publik
dan

Buka dasar keputusan, catat

keberatan, dan  wajibkan

dikuasai sedikit orang.

koreksi menyempit.

telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam
publikasi temuan awal yang

tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai hak jawab
dianggap pelemahan kritik
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
dimintai

jawab sulit

keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap verifikasi serta
ruang  klarifikasi  dijawab
dengan serangan pribadi.

Substansi masalah hilang dan
partisipasi berubah menjadi
polarisasi.

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan; sediakan  forum
jawab serta hak koreksi.

Tindak lanjut atas temuan hak
jawab dianggap pelemahan
kritik tidak memiliki batas
waktu.

Masalah
kepatuhan
kegiatan administratif.

dan
menjadi

berulang
hanya

Susun rencana aksi, tenggat,
indikator hasil, bukti
pelaksanaan, dan eskalasi
sanksi.
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Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai verifikasi serta ruang klarifikasi
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika hak jawab
dianggap pelemahan kritik?

3. Apakah proses publikasi temuan awal memberi ruang bagi persaingan, partisipasi,
klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa permintaan konfirmasi dan dokumentasi
jawaban benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Tabayun dan Hak Jawab menegaskan bahwa verifikasi serta ruang klarifikasi
harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika hak jawab dianggap pelemahan kritik.
Dalam konteks publikasi temuan awal, langkah minimum yang patut dilakukan
adalah permintaan konfirmasi dan dokumentasi jawaban. Penilaian harus berbasis
fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

8.4 Etika Bahasa Kritik

Fokus: Bahasa yang tegas tanpa merendahkan dan cara mencegah keadaan ketika
hinaan menutupi substansi.

Dari perspektif pencegahan, bahasa yang tegas tanpa merendahkan perlu dipahami
sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar
urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya
adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya,
bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika hinaan menutupi substansi,
keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi kehilangan
legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan, keterbukaan, atau
perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip amanah menuntut agar
kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan kesediaan
untuk diperiksa. Dalam konteks tersebut, pembahasan bahasa yang tegas tanpa
merendahkan harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku
individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu
pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai
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kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil
selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan auditor dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pidato, artikel, dan media sosial, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, argumen, data, serta batas personal dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah bahasa yang tegas tanpa merendahkan jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Secara operasional, pencegahan perlu
menyatukan argumen, data, serta batas personal, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pidato, artikel, dan media sosial diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. argumen, data, serta batas personal menjadi
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titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil
perbaikan.

Perbaikan bahasa yang tegas tanpa merendahkan dapat dimulai dengan
menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang
wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan
siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai,
dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Konsekuensinya, argumen, data,
serta batas personal harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil, bukan
hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan. Pimpinan perlu
mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat bahwa
pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang

Geial Perlu Dib
¢jala yang Perlu Dibaca Disarankan

tidak
ruang

Keputusan tentang bahasa
yang tegas tanpa merendahkan

Pertimbangan
terdokumentasi

publik
dan

Buka dasar keputusan, catat

keberatan, dan  wajibkan

hanya dikuasai sedikit orang.

koreksi menyempit.

telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam pidato,
artikel, dan media sosial yang
tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai hinaan
menutupi substansi terlambat,
tidak lengkap,
dibandingkan.

atau  sulit

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
dimintai

jawab sulit

keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap bahasa yang

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

tegas tanpa merendahkan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dijawab  dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
hinaan menutupi substansi | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
tidak memiliki batas waktu. kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi

sanksi.
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Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai bahasa yang tegas tanpa
merendahkan dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika hinaan
menutupi substansi?

3. Apakah proses pidato, artikel, dan media sosial memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa argumen, data, serta batas personal benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Etika Bahasa Kritik menegaskan bahwa bahasa yang tegas tanpa merendahkan
harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika hinaan menutupi substansi. Dalam
konteks pidato, artikel, dan media sosial, langkah minimum yang patut dilakukan
adalah argumen, data, serta batas personal. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka
terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

8.5 Demonstrasi Damai

Fokus: Penyampaian pendapat di muka umum dan cara mencegah keadaan ketika
aksi kehilangan tujuan atau membahayakan pihak lain.

Pada tingkat kelembagaan, penyampaian pendapat di muka umum perlu dipahami
sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar
urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya
adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya,
bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika aksi kehilangan tujuan atau
membahayakan pihak lain, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
tanggung jawab menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang
jelas, pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Namun demikian, pembahasan
penyampaian pendapat di muka umum harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
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semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan warga dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus unjuk rasa kebijakan, ketiga tahap itu
sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau kepatuhan
dokumen. Padahal, koordinasi, disiplin, dan pesan tuntutan dapat mengubah nilai
moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat gagasan ini
melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan, memeriksa
informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah penyampaian pendapat di muka umum jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Secara operasional, pencegahan perlu
menyatukan koordinasi, disiplin, dan pesan tuntutan, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika unjuk rasa kebijakan diputuskan dalam waktu
singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
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tetap dihormati. koordinasi, disiplin, dan pesan tuntutan menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan penyampaian pendapat di muka umum dapat dimulai dengan
menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang
wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan
siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai,
dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Konsekuensinya, koordinasi,
disiplin, dan pesan tuntutan harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas
hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

muka umum hanya dikuasai
sedikit orang.

koreksi menyempit.

. ) Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejala yang Perlu Dibaca

Ja%a yang us Kelola Disarankan
Keputusan tentang | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
penyampaian  pendapat  di | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan

telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam unjuk
rasa kebijakan yang tidak

Konflik kepentingan dapat

memengaruhi netralitas,

Gunakan deklarasi

kepentingan, pengunduran diri

diumumkan. harga, atau mutu layanan. dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai aksi | Publik tidak mampu menguji | Tetapkan standar data terbuka,

kehilangan tujuan atau | kewajaran dan penanggung | jadwal publikasi, penanggung

membahayakan pihak lain | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.

terlambat, tidak lengkap, atau | keterangan.

sulit dibandingkan.

Kritik terhadap penyampaian

pendapat di muka umum
dijawab  dengan serangan
pribadi.

Substansi masalah hilang dan
partisipasi berubah menjadi

polarisasi.

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan;  sediakan  forum
jawab serta hak koreksi.

Tindak lanjut atas temuan aksi
atau

kehilangan tujuan

Masalah dan

kepatuhan

berulang

hanya menjadi

Susun rencana aksi, tenggat,

indikator hasil, bukti
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Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

membahayakan pihak lain | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
tidak memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai penyampaian pendapat di muka
umum dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika aksi
kehilangan tujuan atau membahayakan pihak lain?

3. Apakah proses unjuk rasa kebijakan memberi ruang bagi persaingan, partisipasi,
klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa koordinasi, disiplin, dan pesan tuntutan
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Demonstrasi Damai menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum
harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika aksi kehilangan tujuan atau
membahayakan pihak lain. Dalam konteks unjuk rasa kebijakan, langkah
minimum yang patut dilakukan adalah koordinasi, disiplin, dan pesan tuntutan.
Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak
semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak
berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas
layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

8.6 Advokasi Kebijakan

Fokus: Perubahan kebijakan berbasis bukti dan cara mencegah keadaan ketika
tuntutan terlalu umum dan sulit diukur.

Pada tahap pengambilan keputusan, perubahan kebijakan berbasis bukti perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika tuntutan terlalu
umum dan sulit diukur, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif,
tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
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keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip kejujuran
menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Pada akhirnya, pembahasan perubahan kebijakan
berbasis bukti harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku
individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu
pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai
kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil
selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan jurnalis dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus perbaikan regulasi atau anggaran, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, policy brief dan peta pemangku kepentingan dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah perubahan kebijakan berbasis bukti jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Secara operasional, pencegahan perlu
menyatukan policy brief dan peta pemangku kepentingan, penguatan kompetensi,
dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang
baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika perbaikan regulasi atau anggaran diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
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langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. policy brief dan peta pemangku
kepentingan menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi
pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan perubahan kebijakan berbasis bukti dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Dengan demikian, policy brief dan
peta pemangku kepentingan harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas
hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca

Kelola

Disarankan

Keputusan tentang perubahan

Pertimbangan publik tidak

Buka dasar keputusan, catat

kebijakan berbasis bukti hanya | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan
dikuasai sedikit orang. koreksi menyempit. telaah pihak yang independen.
Ada relasi dekat dalam | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi
perbaikan  regulasi  atau | memengaruhi netralitas, | kepentingan, pengunduran diri
anggaran yang tidak | harga, atau mutu layanan. dari proses, dan pemeriksaan
diumumbkan. silang.

Data mengenai tuntutan terlalu
umum dan sulit diukur
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji

kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik
kebijakan

terhadap perubahan
berbasis  bukti

Substansi masalah hilang dan
partisipasi berubah menjadi

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan;  sediakan  forum
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. . Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
1 Perlu D
Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan
dijawab dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
tuntutan terlalu umum dan | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
sulit diukur tidak memiliki | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai perubahan kebijakan berbasis bukti
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika tuntutan
terlalu umum dan sulit diukur?

3. Apakah proses perbaikan regulasi atau anggaran memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa policy brief dan peta pemangku kepentingan
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Advokasi Kebijakan menegaskan bahwa perubahan kebijakan berbasis bukti harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika tuntutan terlalu umum dan sulit diukur. Dalam
konteks perbaikan regulasi atau anggaran, langkah minimum yang patut dilakukan
adalah policy brief dan peta pemangku kepentingan. Penilaian harus berbasis
fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

8.7 Petisi dan Audiensi

Fokus: Saluran formal partisipasi dan cara mencegah keadaan ketika petisi berhenti
pada pengumpulan tanda tangan.

Dalam pengalaman warga sehari-hari, saluran formal partisipasi perlu dipahami
sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar
urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya
adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya,
bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
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kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika petisi berhenti pada
pengumpulan tanda tangan, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
keberanian moral menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang
jelas, pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Secara operasional, pembahasan
saluran formal partisipasi harus menghubungkan norma, desain kelembagaan,
perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini
membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah
sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai
hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan warga dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus permohonan perubahan kebijakan, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, target, dasar, dan tindak lanjut dapat mengubah
nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat
gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan,
memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah saluran formal partisipasi jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung
dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi, kualitas
data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika penghargaan
hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong memanipulasi
pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak memberi
teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan.
Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah
dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang berulang
tidak terlihat sebagai pola. Pada akhirnya, pencegahan perlu menyatukan target,
dasar, dan tindak lanjut, penguatan kompetensi, dan mekanisme koreksi yang
tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan sistem tanpa
kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan lebih cepat,
melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika permohonan perubahan kebijakan diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
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menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. target, dasar, dan tindak lanjut menjadi titik
awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil
perbaikan.

Perbaikan saluran formal partisipasi dapat dimulai dengan menentukan pemilik
proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib disimpan.
Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Karena itu, target, dasar, dan tindak
lanjut harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil, bukan hanya dari
jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan. Pimpinan perlu
mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat bahwa
pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

dikuasai sedikit orang.

koreksi menyempit.

. . Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejal Perlu Dib
€)a’a yang 2eriu Dibaca Kelola Disarankan
Keputusan tentang saluran | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
formal  partisipasi  hanya | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan

telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi
permohonan perubahan | memengaruhi netralitas, | kepentingan, pengunduran diri
kebijakan yang tidak | harga, atau mutu layanan. dari proses, dan pemeriksaan
diumumkan. silang.

Data mengenai petisi berhenti

pada pengumpulan tanda

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung

tangan terlambat, tidak | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
lengkap, atau sulit | keterangan.
dibandingkan.
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Kritik terhadap saluran formal

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

partisipasi  dijawab  dengan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
petisi berhenti pada | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
pengumpulan tanda tangan | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
tidak memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai saluran formal partisipasi
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika petisi berhenti
pada pengumpulan tanda tangan?

3. Apakah proses permohonan perubahan kebijakan memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa target, dasar, dan tindak lanjut benar-benar
dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Petisi dan Audiensi menegaskan bahwa saluran formal partisipasi harus dikelola
melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan. Risiko
utama muncul ketika petisi berhenti pada pengumpulan tanda tangan. Dalam
konteks permohonan perubahan kebijakan, langkah minimum yang patut
dilakukan adalah target, dasar, dan tindak lanjut. Penilaian harus berbasis fakta,
terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

8.8 Kampanye Digital

Fokus: Mobilisasi publik melalui media digital dan cara mencegah keadaan ketika
algoritma mendorong kemarahan dan disinformasi.

Dalam pengalaman warga sehari-hari, mobilisasi publik melalui media digital
perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama,
bukan sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
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biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika algoritma
mendorong kemarahan dan disinformasi, keputusan mungkin tetap tampak sah
secara administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak
menjamin kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah.
Prinsip keberanian moral menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan
yang jelas, pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Secara operasional,
pembahasan mobilisasi publik melalui media digital harus menghubungkan
norma, desain kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret
masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan:
menganggap semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya
menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan
pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan auditor dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus tagar dan konten advokasi, ketiga tahap
itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, verifikasi, moderasi, dan keamanan data dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah mobilisasi publik melalui media digital jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Karena itu, pencegahan perlu menyatukan
verifikasi, moderasi, dan keamanan data, penguatan kompetensi, dan mekanisme
koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan
sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan
lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika tagar dan konten advokasi diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
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sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. verifikasi, moderasi, dan keamanan data menjadi titik awal agar
penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan mobilisasi publik melalui media digital dapat dimulai dengan
menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang
wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan
siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai,
dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Hal penting lainnya, verifikasi,
moderasi, dan keamanan data harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas
hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang mobilisasi
publik melalui media digital
hanya dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan
terdokumentasi

publik
dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, wajibkan
telaah pihak yang independen.

dan

Ada relasi dekat dalam tagar
dan konten advokasi yang
tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data  mengenai
mendorong kemarahan dan
disinformasi terlambat, tidak

algoritma

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung

jawab sulit dimintai

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
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Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

lengkap, atau sulit | keterangan. jawab, dan jejak perubahan.
dibandingkan.

Kritik terhadap mobilisasi | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
publik melalui media digital | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum

dijawab dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
algoritma mendorong | kepatuhan  hanya menjadi | indikator hasil, bukti
kemarahan dan disinformasi | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
tidak memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai mobilisasi publik melalui media
digital dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika algoritma
mendorong kemarahan dan disinformasi?

3. Apakah proses tagar dan konten advokasi memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa verifikasi, moderasi, dan keamanan data
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Kampanye Digital menegaskan bahwa mobilisasi publik melalui media digital
harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika algoritma mendorong kemarahan dan
disinformasi. Dalam konteks tagar dan konten advokasi, langkah minimum yang
patut dilakukan adalah verifikasi, moderasi, dan keamanan data. Penilaian harus
berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

8.9 Dialog dan Mediasi

Fokus: Penyelesaian konflik melalui dialog dan cara mencegah keadaan ketika
pertemuan menjadi simbolik tanpa keputusan.

269



Pada tahap pengambilan keputusan, penyelesaian konflik melalui dialog perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika pertemuan menjadi
simbolik tanpa keputusan, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
kepedulian menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Namun demikian, pembahasan
penyelesaian konflik melalui dialog harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan warga dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus sengketa layanan atau kebijakan, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, agenda, fasilitator, dan catatan kesepakatan dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah penyelesaian konflik melalui dialog jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Karena itu, pencegahan perlu menyatukan
agenda, fasilitator, dan catatan kesepakatan, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan

270



kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika sengketa layanan atau kebijakan diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. agenda, fasilitator, dan catatan kesepakatan
menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan penyelesaian konflik melalui dialog dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Dengan demikian, agenda,
fasilitator, dan catatan kesepakatan harus dinilai dari perubahan perilaku dan
kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga
dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

. ) Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

Keputusan tentang | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
penyelesaian konflik melalui | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan
dialog hanya dikuasai sedikit | koreksi menyempit. telaah pihak yang independen.
orang.
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. . Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan
Ada relasi dekat dalam | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi
sengketa layanan atau | memengaruhi netralitas, | kepentingan, pengunduran diri
kebijakan yang tidak | harga, atau mutu layanan. dari proses, dan pemeriksaan
diumumkan. silang.
Data mengenai pertemuan | Publik tidak mampu menguji | Tetapkan standar data terbuka,
menjadi  simbolik  tanpa | kewajaran dan penanggung | jadwal publikasi, penanggung
keputusan terlambat, tidak | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
lengkap, atau sulit | keterangan.
dibandingkan.

Kritik terhadap penyelesaian

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

konflik melalui dialog dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
pertemuan menjadi simbolik | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
tanpa keputusan tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai penyelesaian konflik melalui dialog
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika pertemuan
menjadi simbolik tanpa keputusan?

3. Apakah proses sengketa layanan atau kebijakan memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa agenda, fasilitator, dan catatan kesepakatan
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Dialog dan Mediasi menegaskan bahwa penyelesaian konflik melalui dialog harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika pertemuan menjadi simbolik tanpa keputusan. Dalam
konteks sengketa layanan atau kebijakan, langkah minimum yang patut dilakukan
adalah agenda, fasilitator, dan catatan kesepakatan. Penilaian harus berbasis fakta,
terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
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menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

8.10 Evaluasi Keberhasilan Advokasi

Fokus: Pengukuran perubahan dan cara mencegah keadaan ketika viralitas
dianggap satu-satunya keberhasilan.

Pada tingkat kelembagaan, pengukuran perubahan perlu dipahami sebagai bagian
dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan teknis yang
hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah siapa yang
memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana alasan keputusan
disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki kesempatan untuk
menyampaikan keberatan. Ketika viralitas dianggap satu-satunya keberhasilan,
keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi kehilangan
legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan, keterbukaan, atau
perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip profesionalitas menuntut agar
kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan kesediaan
untuk diperiksa. Dalam konteks tersebut, pembahasan pengukuran perubahan
harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku individu, serta
pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca menghindari
dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau
sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada
putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pegawai dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus kampanye antikorupsi, ketiga tahap itu
sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau kepatuhan
dokumen. Padahal, indikator kebijakan, perilaku, dan kelembagaan dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah pengukuran perubahan jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung
dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi, kualitas
data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika penghargaan
hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong memanipulasi
pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak memberi
teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan.
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Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah
dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang berulang
tidak terlihat sebagai pola. Pada akhirnya, pencegahan perlu menyatukan indikator
kebijakan, perilaku, dan kelembagaan, penguatan kompetensi, dan mekanisme
koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan
sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan
lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika kampanye antikorupsi diputuskan dalam waktu
singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. indikator kebijakan, perilaku, dan kelembagaan menjadi titik awal
agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan pengukuran perubahan dapat dimulai dengan menentukan pemilik
proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib disimpan.
Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Langkah berikutnya, indikator
kebijakan, perilaku, dan kelembagaan harus dinilai dari perubahan perilaku dan
kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga
dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

jal Perlu Di
Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang
pengukuran perubahan hanya
dikuasai sedikit orang.

Kelola
Pertimbangan publik tidak
terdokumentasi dan ruang

koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat
kampanye antikorupsi
tidak diumumkan.

dalam
yang

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data viralitas
dianggap satu-satunya
keberhasilan terlambat, tidak
lengkap,

dibandingkan.

mengenai

atau sulit

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab

keterangan.

sulit dimintai

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap pengukuran

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

perubahan dijawab dengan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
viralitas ~ dianggap satu- | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
satunya keberhasilan tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai pengukuran perubahan dinyatakan
secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika viralitas
dianggap satu-satunya keberhasilan?

3. Apakah proses kampanye antikorupsi memberi ruang bagi persaingan, partisipasi,
klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa indikator kebijakan, perilaku, dan
kelembagaan benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam
dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Evaluasi Keberhasilan Advokasi menegaskan bahwa pengukuran perubahan harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika viralitas dianggap satu-satunya keberhasilan. Dalam
konteks kampanye antikorupsi, langkah minimum yang patut dilakukan adalah
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indikator kebijakan, perilaku, dan kelembagaan. Penilaian harus berbasis fakta,
terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

8.11 Ringkasan Bab

Bab 8 memperlihatkan bahwa kritik adalah bagian dari koreksi kekuasaan, tetapi
harus dijalankan dengan bukti, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap
martabat manusia. Demonstrasi dan advokasi efektif memerlukan tujuan, pesan,
metode, serta tindak lanjut yang jelas. Setiap tema menuntut keseimbangan antara
ketegasan terhadap penyimpangan dan kehati-hatian agar pengawasan tidak
berubah menjadi fitnah, intimidasi, atau kompetisi partisan. Perbaikan yang
berkelanjutan membutuhkan tujuan yang jelas, data yang dapat diuji, pembagian
tanggung jawab, partisipasi yang bermakna, saluran pelaporan aman, serta tindak
lanjut yang dapat dilihat oleh publik.

e Nilai harus diterjemahkan menjadi prosedur dan indikator yang dapat diperiksa.

e Konflik kepentingan perlu dikenali serta dikelola sebelum memengaruhi
keputusan.

¢ Keterbukaan harus memperkuat pemahaman, bukan sekadar menambah jumlah
berkas.

e Kritik, audit, dan laporan harus diikuti koreksi serta pembelajaran kelembagaan.

e Hak pihak yang terdampak, pelapor, saksi, dan pihak terlapor harus dilindungi
secara proporsional.

8.12 Rujukan Pilihan

e UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka
Umum

* Open Government Partnership: Participation and Co-Creation Standards
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BAB 9 — PELAPORAN PELANGGARAN,;,
WHISTLEBLOWING, DAN PELINDUNGAN SAKSI

QS Al-Anfal [8]: 27
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Makna ringkas: Amanat tidak boleh dikhianati, terlebih ketika seseorang memahami
akibat perbuatannya.

Pelaporan yang bertanggung jawab menggabungkan keberanian, bukti, prosedur,
dan perlindungan. Sistem harus menjamin kerahasiaan, mencegah pembalasan,
memilah laporan, serta memberi informasi mengenai tindak lanjut.

Tujuan bab ini adalah membantu pembaca menghubungkan prinsip moral dengan
tindakan yang dapat diamati. Pembahasan tidak berhenti pada kecaman terhadap
pelanggaran, tetapi menelusuri bagaimana aturan, data, pembagian tugas,
partisipasi, audit, dan perlindungan pelapor dapat mengurangi risiko
penyalahgunaan kekuasaan.

Pertanyaan kunci bab: Siapa mengambil keputusan, berdasarkan data apa, untuk
kepentingan siapa, dengan biaya berapa, melalui prosedur apa, dan bagaimana
masyarakat dapat memeriksa serta meminta perbaikan?

9.1 Membedakan Pengaduan dan Whistleblowing

Fokus: Perbedaan pengaduan layanan dengan whistleblowing dan cara mencegah
keadaan ketika semua laporan masuk kanal yang sama.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, perbedaan pengaduan layanan dengan
whistleblowing perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola
kepentingan bersama, bukan sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh
pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat,
siapa yang menanggung biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah
pithak yang terdampak memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan.
Ketika semua laporan masuk kanal yang sama, keputusan mungkin tetap tampak
sah secara administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak
menjamin kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah.
Prinsip kepedulian menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang
jelas, pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Hal penting lainnya, pembahasan
perbedaan pengaduan layanan dengan whistleblowing harus menghubungkan
norma, desain kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret
masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan:
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menganggap semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya
menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan
pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pimpinan organisasi
dilakukan. Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik
kepentingan, dasar data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama
proses, etika menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan
setara, dan dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus laporan maladministrasi dan dugaan
pidana, ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran
cepat atau kepatuhan dokumen. Padahal, klasifikasi, kewenangan, dan rujukan
dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah perbedaan pengaduan layanan dengan whistleblowing jarang berdiri
sendiri; ia biasanya terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan,
budaya organisasi, kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan
keberatan. Jika penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang
dapat terdorong memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut.
Jika pimpinan tidak memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang
hanya berlaku bagi bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi,
hasil pemeriksaan mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi,
kesalahan yang berulang tidak terlihat sebagai pola. Karena itu, pencegahan perlu
menyatukan klasifikasi, kewenangan, dan rujukan, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika laporan maladministrasi dan dugaan pidana
diputuskan dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen
dasar tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
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memberikan jawaban tetap dihormati. klasifikasi, kewenangan, dan rujukan
menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan perbedaan pengaduan layanan dengan whistleblowing dapat dimulai
dengan menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan
bukti yang wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang
menjelaskan siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data
yang dipakai, dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi
praktik aktif, bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang
relevan perlu diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data
pribadi atau informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional.
Saluran pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal,
rujukan kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Namun demikian,
klasifikasi, kewenangan, dan rujukan harus dinilai dari perubahan perilaku dan
kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga
dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang perbedaan
pengaduan
whistleblowing

dikuasai sedikit orang.

layanan dengan
hanya

tidak
ruang

Pertimbangan
terdokumentasi

publik
dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, wajibkan
telaah pihak yang independen.

dan

Ada dekat
laporan maladministrasi dan
dugaan pidana yang tidak
diumumkan.

relasi dalam

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai semua laporan

Publik tidak mampu menguji

Tetapkan standar data terbuka,

masuk kanal yang sama | kewajaran dan penanggung | jadwal publikasi, penanggung
terlambat, tidak lengkap, atau | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
sulit dibandingkan. keterangan.

Kritik terhadap perbedaan | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
pengaduan layanan dengan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
whistleblowing dijawab | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
dengan serangan pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
semua laporan masuk kanal | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
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Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

yang sama tidak memiliki | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai perbedaan pengaduan layanan
dengan whistleblowing dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika semua
laporan masuk kanal yang sama?

3. Apakah proses laporan maladministrasi dan dugaan pidana memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa klasifikasi, kewenangan, dan rujukan benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Membedakan Pengaduan dan Whistleblowing menegaskan bahwa perbedaan
pengaduan layanan dengan whistleblowing harus dikelola melalui nilai, aturan,
prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika
semua laporan masuk kanal yang sama. Dalam konteks laporan maladministrasi
dan dugaan pidana, langkah minimum yang patut dilakukan adalah klasifikasi,
kewenangan, dan rujukan. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap
klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan.
Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi
karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat
dilihat serta diuji oleh masyarakat.

9.2 Menyusun Laporan yang Baik

Fokus: Laporan berbasis fakta dan cara mencegah keadaan ketika cerita tidak
disertai waktu, tempat, atau bukti.

Dalam pengalaman warga sehari-hari, laporan berbasis fakta perlu dipahami
sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar
urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya
adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya,
bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika cerita tidak disertai waktu,
tempat, atau bukti, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif,
tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
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keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip keberanian
moral menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Dalam konteks tersebut, pembahasan
laporan berbasis fakta harus menghubungkan norma, desain kelembagaan,
perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini
membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah
sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai
hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan akademisi dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pelaporan dugaan penyimpangan, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, kronologi, pelaku, saksi, dokumen, dan dampak
dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah laporan berbasis fakta jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung
dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi, kualitas
data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika penghargaan
hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong memanipulasi
pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak memberi
teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan.
Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah
dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang berulang
tidak terlihat sebagai pola. Dalam konteks tersebut, pencegahan perlu menyatukan
kronologi, pelaku, saksi, dokumen, dan dampak, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pelaporan dugaan penyimpangan diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
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langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. kronologi, pelaku, saksi, dokumen, dan
dampak menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan
narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan laporan berbasis fakta dapat dimulai dengan menentukan pemilik
proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib disimpan.
Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Namun demikian, kronologi,
pelaku, saksi, dokumen, dan dampak harus dinilai dari perubahan perilaku dan
kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga
dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca

Kelola

Disarankan

Keputusan tentang laporan
berbasis fakta hanya dikuasai
sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam
pelaporan dugaan
penyimpangan yang tidak
diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai cerita tidak
disertai waktu, tempat, atau
bukti terlambat, tidak lengkap,
atau sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap laporan
berbasis fakta dijawab dengan

Substansi masalah hilang dan
partisipasi berubah menjadi

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan;  sediakan  forum
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. . Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejal Perlu Dib
€)a’a yang teriu Bibaca Kelola Disarankan

serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
cerita tidak disertai waktu, | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
tempat, atau bukti tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai laporan berbasis fakta dinyatakan
secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika cerita tidak
disertai waktu, tempat, atau bukti?

3. Apakah proses pelaporan dugaan penyimpangan memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa kronologi, pelaku, saksi, dokumen, dan
dampak benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Menyusun Laporan yang Baik menegaskan bahwa laporan berbasis fakta harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika cerita tidak disertai waktu, tempat, atau bukti. Dalam
konteks pelaporan dugaan penyimpangan, langkah minimum yang patut dilakukan
adalah kronologi, pelaku, saksi, dokumen, dan dampak. Penilaian harus berbasis
fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

9.3 Menjaga Bukti

Fokus: Integritas dan keamanan bukti dan cara mencegah keadaan ketika dokumen
diubah atau disebarluaskan sembarangan.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, integritas dan keamanan bukti perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
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memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika dokumen diubah
atau disebarluaskan sembarangan, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
amanah menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Konsekuensinya, pembahasan
integritas dan keamanan bukti harus menghubungkan norma, desain kelembagaan,
perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini
membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah
sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai
hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan wakil rakyat
dilakukan. Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik
kepentingan, dasar data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama
proses, etika menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan
setara, dan dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus berkas elektronik dan fisik, ketiga tahap
itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, salinan aman, metadata, dan rantai penguasaan
dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah integritas dan keamanan bukti jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Konsekuensinya, pencegahan perlu
menyatukan salinan aman, metadata, dan rantai penguasaan, penguatan
kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik.
Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu
menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan
memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika berkas elektronik dan fisik diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
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menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. salinan aman, metadata, dan rantai penguasaan menjadi titik awal
agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan integritas dan keamanan bukti dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Namun demikian, salinan aman,
metadata, dan rantai penguasaan harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas
hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang integritas
dan keamanan bukti hanya
dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan  publik

terdokumentasi  dan

koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, wajibkan
telaah pihak yang independen.

dan

diubah atau disebarluaskan
sembarangan terlambat, tidak
lengkap, atau sulit
dibandingkan.

kewajaran dan penanggung

jawab sulit dimintai

keterangan.

Ada relasi dekat dalam berkas | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi

elektronik dan fisik yang tidak | memengaruhi netralitas, | kepentingan, pengunduran diri

diumumkan. harga, atau mutu layanan. dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai  dokumen | Publik tidak mampu menguji | Tetapkan standar data terbuka,

jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Kritik terhadap integritas dan
keamanan  bukti  dijawab

Substansi masalah hilang dan
partisipasi berubah menjadi

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan; sediakan  forum

dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
dokumen diubah atau | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
disebarluaskan sembarangan | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
tidak memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai integritas dan keamanan bukti
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika dokumen
diubah atau disebarluaskan sembarangan?

3. Apakah proses berkas elektronik dan fisik memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa salinan aman, metadata, dan rantai
penguasaan benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam
dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Menjaga Bukti menegaskan bahwa integritas dan keamanan bukti harus dikelola
melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan. Risiko
utama muncul ketika dokumen diubah atau disebarluaskan sembarangan. Dalam
konteks berkas elektronik dan fisik, langkah minimum yang patut dilakukan
adalah salinan aman, metadata, dan rantai penguasaan. Penilaian harus berbasis
fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

9.4 Memilih Kanal Pelaporan

Fokus: Pemilihan lembaga yang berwenang dan cara mencegah keadaan ketika
laporan dikirim secara acak atau diumumkan terlalu dini.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, pemilihan lembaga yang berwenang
perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama,
bukan sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
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persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika laporan dikirim
secara acak atau diumumkan terlalu dini, keputusan mungkin tetap tampak sah
secara administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak
menjamin kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah.
Prinsip keberanian moral menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan
yang jelas, pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Namun demikian,
pembahasan pemilihan lembaga yang berwenang harus menghubungkan norma,
desain kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan wakil rakyat
dilakukan. Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik
kepentingan, dasar data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama
proses, etika menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan
setara, dan dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus dugaan korupsi, maladministrasi, atau
pelanggaran etik, ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya
mengejar keluaran cepat atau kepatuhan dokumen. Padahal, pemetaan
kewenangan dan konsultasi dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja
yang terukur. Nilai agama memperkuat gagasan ini melalui kewajiban
menunaikan amanat, menegakkan keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi
pengambilan harta secara batil.

Masalah pemilihan lembaga yang berwenang jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Langkah berikutnya, pencegahan perlu
menyatukan pemetaan kewenangan dan konsultasi, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

287



Bayangkan sebuah situasi ketika dugaan korupsi, maladministrasi, atau
pelanggaran etik diputuskan dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan
mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan
beberapa pengambil keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang
diuntungkan. Pendukung keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat,
sedangkan pengkritik menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi
dan bukti yang lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung
jawab bukan langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan
fakta, asumsi, penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu
mengamankan dokumen, memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria,
meminta klarifikasi, serta menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara
proporsional. Publik berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak
pihak terlapor untuk memberikan jawaban tetap dihormati. pemetaan kewenangan
dan konsultasi menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi

pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan pemilihan lembaga yang berwenang dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Pada akhirnya, pemetaan
kewenangan dan konsultasi harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas
hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata

Gejala yang Perlu Dibaca

Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang pemilihan
lembaga yang berwenang
hanya dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan  publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam dugaan
korupsi, maladministrasi, atau
pelanggaran etik yang tidak
diumumbkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata

Pengendalian yang

Kelola Disarankan
Data  mengenai laporan | Publik tidak mampu menguji | Tetapkan standar data terbuka,
dikirim secara acak atau | kewajaran dan penanggung | jadwal publikasi, penanggung
diumumkan  terlalu  dini | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
terlambat, tidak lengkap, atau | keterangan.
sulit dibandingkan.
Kritik terhadap pemilihan | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
lembaga yang berwenang | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dijawab dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan
laporan dikirim secara acak
atau diumumkan terlalu dini

tidak memiliki batas waktu.

Masalah
kepatuhan

berulang dan
hanya

kegiatan administratif.

menjadi

Susun rencana aksi, tenggat,

indikator hasil, bukti
pelaksanaan, dan eskalasi
sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai pemilihan lembaga yang
berwenang dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika laporan
dikirim secara acak atau diumumkan terlalu dini?

3. Apakah proses dugaan korupsi, maladministrasi, atau pelanggaran etik memberi
ruang bagi persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa pemetaan kewenangan dan konsultasi benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Memilih Kanal Pelaporan menegaskan bahwa pemilihan lembaga yang
berwenang harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang
saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika laporan dikirim secara acak atau
diumumkan terlalu dini. Dalam konteks dugaan korupsi, maladministrasi, atau
pelanggaran etik, langkah minimum yang patut dilakukan adalah pemetaan
kewenangan dan konsultasi. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap
klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan.

Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi
karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat
dilihat serta diuji oleh masyarakat.
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9.5 Kerahasiaan Identitas

Fokus: Perlindungan identitas pelapor dan cara mencegah keadaan ketika informasi
pelapor tersebar di internal.

Dalam hubungan antara pejabat dan masyarakat, perlindungan identitas pelapor
perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama,
bukan sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika informasi pelapor
tersebar di internal, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif,
tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip keadilan
menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Dengan demikian, pembahasan perlindungan identitas
pelapor harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku individu,
serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca
menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai kejahatan
pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama
belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pejabat dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pengelolaan whistleblowing system,
ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat
atau kepatuhan dokumen. Padahal, akses terbatas dan pencatatan jejak dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah perlindungan identitas pelapor jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Langkah berikutnya, pencegahan perlu
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menyatukan akses terbatas dan pencatatan jejak, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pengelolaan whistleblowing system diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. akses terbatas dan pencatatan jejak menjadi
titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil
perbaikan.

Perbaikan perlindungan identitas pelapor dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Pada akhirnya, akses terbatas dan
pencatatan jejak harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil, bukan
hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan. Pimpinan perlu
mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat bahwa
pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

Keputusan tentang | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
perlindungan identitas pelapor | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

hanya dikuasai sedikit orang.

koreksi menyempit.

telaah pihak yang independen.

Ada relasi

pengelolaan

dekat dalam
whistleblowing
system yang tidak

diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,

harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai informasi
pelapor tersebar di internal
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap perlindungan
identitas  pelapor  dijawab

Substansi masalah hilang dan

partisipasi berubah menjadi

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan;  sediakan  forum

dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
informasi pelapor tersebar di | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
internal tidak memiliki batas | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1.

Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai perlindungan identitas pelapor
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika informasi
pelapor tersebar di internal?

Apakah proses pengelolaan whistleblowing system memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

Bukti apa yang menunjukkan bahwa akses terbatas dan pencatatan jejak benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Kerahasiaan Identitas menegaskan bahwa perlindungan identitas pelapor harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika informasi pelapor tersebar di internal. Dalam konteks

pengelolaan whistleblowing system, langkah minimum yang patut dilakukan
adalah akses terbatas dan pencatatan jejak. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka
terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada

perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
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menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

9.6 Pencegahan Pembalasan

Fokus: Perlindungan dari intimidasi dan kerugian dan cara mencegah keadaan
ketika pelapor dipindah, dinilai buruk, atau dikucilkan.

Dalam hubungan antara pejabat dan masyarakat, perlindungan dari intimidasi dan
kerugian perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan
bersama, bukan sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau
ahli. Pokok persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang
menanggung biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang
terdampak memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika pelapor
dipindah, dinilai buruk, atau dikucilkan, keputusan mungkin tetap tampak sah
secara administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak
menjamin kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah.
Prinsip keberanian moral menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan
yang jelas, pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Secara operasional,
pembahasan perlindungan dari intimidasi dan kerugian harus menghubungkan
norma, desain kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret
masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan:
menganggap semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya
menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan
pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan warga dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus hubungan kerja setelah laporan, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, kebijakan anti-retaliasi dan pemantauan dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah perlindungan dari intimidasi dan kerugian jarang berdiri sendiri; ia
biasanya terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya
organisasi, kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan.
Jika penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat
terdorong memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika
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pimpinan tidak memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang
hanya berlaku bagi bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi,
hasil pemeriksaan mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi,
kesalahan yang berulang tidak terlihat sebagai pola. Dengan demikian,
pencegahan perlu menyatukan kebijakan anti-retaliasi dan pemantauan, penguatan
kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik.
Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu
menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan
memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika hubungan kerja setelah laporan diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. kebijakan anti-retaliasi dan pemantauan
menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan perlindungan dari intimidasi dan kerugian dapat dimulai dengan
menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang
wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan
siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai,
dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Dengan demikian, kebijakan anti-
retaliasi dan pemantauan harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.
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Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang
perlindungan dari intimidasi
dan kerugian hanya dikuasai
sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

dipindah, dinilai buruk, atau

dikucilkan terlambat, tidak
lengkap, atau sulit
dibandingkan.

kewajaran dan penanggung

jawab sulit dimintai

keterangan.

Ada relasi dekat dalam | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi
hubungan kerja setelah | memengaruhi netralitas, | kepentingan, pengunduran diri
laporan yang tidak | harga, atau mutu layanan. dari proses, dan pemeriksaan
diumumkan. silang.

Data  mengenai pelapor | Publik tidak mampu menguji | Tetapkan standar data terbuka,

jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap perlindungan

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

dari intimidasi dan kerugian | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dijawab dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
pelapor  dipindah, dinilai | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
buruk, atau dikucilkan tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai perlindungan dari intimidasi dan
kerugian dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika pelapor
dipindah, dinilai buruk, atau dikucilkan?
3. Apakah proses hubungan kerja setelah laporan memberi ruang bagi persaingan,

partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?
4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa kebijakan anti-retaliasi dan pemantauan

benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?
5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Pencegahan Pembalasan menegaskan bahwa perlindungan dari intimidasi dan

kerugian harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang

295



saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika pelapor dipindah, dinilai buruk,
atau dikucilkan. Dalam konteks hubungan kerja setelah laporan, langkah
minimum yang patut dilakukan adalah kebijakan anti-retaliasi dan pemantauan.
Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak
semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak
berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas
layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

9.7 Pelindungan Berdasarkan UU 3 Tahun 2026

Fokus: Hak saksi, korban, pelapor, informan, dan ahli dan cara mencegah keadaan
ketika aturan lama masih dijadikan rujukan tanpa pembaruan.

Dalam hubungan antara pejabat dan masyarakat, hak saksi, korban, pelapor,
informan, dan ahli perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola
kepentingan bersama, bukan sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh
pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat,
siapa yang menanggung biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah
pihak yang terdampak memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan.
Ketika aturan lama masih dijadikan rujukan tanpa pembaruan, keputusan mungkin
tetap tampak sah secara administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena
prosesnya tidak menjamin kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap
pthak yang lemah. Prinsip keadilan menuntut agar kewenangan selalu disertai
batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa.
Konsekuensinya, pembahasan hak saksi, korban, pelapor, informan, dan ahli harus
menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman
konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua
kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau
sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada
putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan warga dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus permohonan pelindungan kepada LPSK,
ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat
atau kepatuhan dokumen. Padahal, pemahaman subjek, hak, dan prosedur terkini
dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.
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Masalah hak saksi, korban, pelapor, informan, dan ahli jarang berdiri sendiri; ia
biasanya terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya
organisasi, kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan.
Jika penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat
terdorong memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika
pimpinan tidak memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang
hanya berlaku bagi bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi,
hasil pemeriksaan mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi,
kesalahan yang berulang tidak terlihat sebagai pola. Karena itu, pencegahan perlu
menyatukan pemahaman subjek, hak, dan prosedur terkini, penguatan kompetensi,
dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang
baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika permohonan pelindungan kepada LPSK
diputuskan dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen
dasar tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. pemahaman subjek, hak, dan prosedur
terkini menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan
narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan hak saksi, korban, pelapor, informan, dan ahli dapat dimulai dengan
menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang
wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan
siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai,
dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Pada saat yang sama, pemahaman
subjek, hak, dan prosedur terkini harus dinilai dari perubahan perilaku dan
kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
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kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga
dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang hak saksi,
korban, pelapor, informan,
dan ahli hanya dikuasai sedikit
orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam
permohonan pelindungan
kepada LPSK yang tidak
diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai aturan lama
masih dijadikan rujukan tanpa

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung

pembaruan terlambat, tidak | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
lengkap, atau sulit | keterangan.

dibandingkan.

Kritik terhadap hak saksi, | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
korban, pelapor, informan, | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dan ahli dijawab dengan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
serangan pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
aturan lama masih dijadikan | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
rujukan tanpa  pembaruan | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
tidak memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai hak saksi, korban, pelapor,

informan, dan ahli dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?
2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika aturan lama
masih dijadikan rujukan tanpa pembaruan?

3. Apakah proses permohonan pelindungan kepada LPSK memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?
4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa pemahaman subjek, hak, dan prosedur

terkini benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?
5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?
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Rangkuman Subbab

Pelindungan Berdasarkan UU 3 Tahun 2026 menegaskan bahwa hak saksi,
korban, pelapor, informan, dan ahli harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur,
dan pengawasan yang saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika aturan
lama masih dijadikan rujukan tanpa pembaruan. Dalam konteks permohonan
pelindungan kepada LPSK, langkah minimum yang patut dilakukan adalah
pemahaman subjek, hak, dan prosedur terkini. Penilaian harus berbasis fakta,
terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

9.8 Peran Pendamping dan Kuasa Hukum

Fokus: Dukungan profesional bagi pelapor dan cara mencegah keadaan ketika
pelapor menghadapi proses sendirian.

Dalam pengalaman warga sehari-hari, dukungan profesional bagi pelapor perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki  kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika pelapor
menghadapi proses sendirian, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
keadilan menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Secara operasional, pembahasan
dukungan profesional bagi pelapor harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan jurnalis dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pemeriksaan dan permohonan
perlindungan, ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar
keluaran cepat atau kepatuhan dokumen. Padahal, pendampingan hukum dan
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psikososial dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur.
Nilai agama memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat,
menegakkan keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta
secara batil.

Masalah dukungan profesional bagi pelapor jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Karena itu, pencegahan perlu menyatukan
pendampingan hukum dan psikososial, penguatan kompetensi, dan mekanisme
koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan
sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan
lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika pemeriksaan dan permohonan perlindungan
diputuskan dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen
dasar tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. pendampingan hukum dan psikososial
menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan dukungan profesional bagi pelapor dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
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pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Secara operasional, pendampingan
hukum dan psikososial harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat

bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang dukungan
profesional bagi pelapor hanya
dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan  publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam
pemeriksaan dan permohonan
perlindungan  yang  tidak

diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data  mengenai  pelapor
menghadapi proses sendirian

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung

terlambat, tidak lengkap, atau | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
sulit dibandingkan. keterangan.
Kritik terhadap dukungan | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan

profesional ~ bagi  pelapor | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dijawab  dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
pelapor menghadapi proses | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
sendirian tidak memiliki batas | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai dukungan profesional bagi pelapor
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika pelapor
menghadapi proses sendirian?

3. Apakah proses pemeriksaan dan permohonan perlindungan memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa pendampingan hukum dan psikososial
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?
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5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Peran Pendamping dan Kuasa Hukum menegaskan bahwa dukungan profesional
bagi pelapor harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang
saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika pelapor menghadapi proses
sendirian. Dalam konteks pemeriksaan dan permohonan perlindungan, langkah
minimum yang patut dilakukan adalah pendampingan hukum dan psikososial.
Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak
semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak
berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas
layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

9.9 Tindak Lanjut dan Umpan Balik

Fokus: Akuntabilitas pengelola laporan dan cara mencegah keadaan ketika pelapor
tidak mengetahui status.

Dalam hubungan antara pejabat dan masyarakat, akuntabilitas pengelola laporan
perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama,
bukan sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika pelapor tidak
mengetahui status, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif,
tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip kepedulian
menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Namun demikian, pembahasan akuntabilitas pengelola
laporan harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku individu,
serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca
menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai kejahatan
pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama
belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan jurnalis dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus penanganan laporan internal, ketiga tahap
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itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, nomor registrasi, batas waktu, dan informasi
progres dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai
agama memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat,
menegakkan keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta
secara batil.

Masalah akuntabilitas pengelola laporan jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Hal penting lainnya, pencegahan perlu
menyatukan nomor registrasi, batas waktu, dan informasi progres, penguatan
kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik.
Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu
menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan
memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika penanganan laporan internal diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. nomor registrasi, batas waktu, dan informasi progres menjadi titik
awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil
perbaikan.

Perbaikan akuntabilitas pengelola laporan dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
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diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Pada akhirnya, nomor registrasi,
batas waktu, dan informasi progres harus dinilai dari perubahan perilaku dan
kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga

dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang

akuntabilitas pengelola
laporan hanya dikuasai sedikit

orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan

koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan

telaah pihak yang independen.

Ada dekat
penanganan laporan internal
yang tidak diumumkan.

relasi dalam

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,

harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai pelapor tidak
mengetahui status terlambat,
tidak lengkap,
dibandingkan.

atau  sulit

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
dimintai

jawab sulit

keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap akuntabilitas

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

pengelola laporan dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
pelapor  tidak  mengetahui | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
status tidak memiliki batas | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai akuntabilitas pengelola laporan

dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?
2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika pelapor tidak

mengetahui status?

3. Apakah proses penanganan laporan internal memberi ruang bagi persaingan,

partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?
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4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa nomor registrasi, batas waktu, dan informasi
progres benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Tindak Lanjut dan Umpan Balik menegaskan bahwa akuntabilitas pengelola
laporan harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang
saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika pelapor tidak mengetahui status.
Dalam konteks penanganan laporan internal, langkah minimum yang patut
dilakukan adalah nomor registrasi, batas waktu, dan informasi progres. Penilaian
harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak,
dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

9.10 Mencegah Laporan Jahat

Fokus: Perlindungan sistem dari fithah dan cara mencegah keadaan ketika
mekanisme dipakai untuk menyerang lawan.

Pada tingkat kelembagaan, perlindungan sistem dari fitnah perlu dipahami sebagai
bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan
teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah
siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana
alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika mekanisme dipakai untuk
menyerang lawan, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif,
tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip keterbukaan
menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Namun demikian, pembahasan perlindungan sistem
dari fitnah harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku individu,
serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca
menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai kejahatan
pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama
belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pejabat dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
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ditemukan penyimpangan. Dalam kasus laporan tanpa dasar atau bukti palsu,
ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat
atau kepatuhan dokumen. Padahal, verifikasi, itikad baik, dan sanksi proporsional
dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah perlindungan sistem dari fitnah jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Hal penting lainnya, pencegahan perlu
menyatukan verifikasi, itikad baik, dan sanksi proporsional, penguatan
kompetensi, dan mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik.
Sistem yang baik bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu
menemukan kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan
memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika laporan tanpa dasar atau bukti palsu diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. verifikasi, itikad baik, dan sanksi
proporsional menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi
pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan perlindungan sistem dari fitnah dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
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diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Konsekuensinya, verifikasi, itikad
baik, dan sanksi proporsional harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas
hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

palsu yang tidak diumumkan.

harga, atau mutu layanan.

Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejala yang Perlu Dibaca
jala yang u Kelola Disarankan

Keputusan tentang | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
perlindungan  sistem  dari | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan
fitnah hanya dikuasai sedikit | koreksi menyempit. telaah pihak yang independen.
orang.

Ada relasi dekat dalam | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi
laporan tanpa dasar atau bukti | memengaruhi netralitas, | kepentingan, pengunduran diri

dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai mekanisme

dipakai untuk menyerang
lawan terlambat, tidak
lengkap, atau sulit
dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
dimintai

jawab sulit

keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap perlindungan

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

sistem dari fitnah dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan;, sediakan  forum
dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
mekanisme  dipakai untuk | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
menyerang  lawan  tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai perlindungan sistem dari fitnah
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?
2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika mekanisme

dipakai untuk menyerang lawan?
3. Apakah proses laporan tanpa dasar atau bukti palsu memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?
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4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa verifikasi, itikad baik, dan sanksi
proporsional benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam

dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Mencegah Laporan Jahat menegaskan bahwa perlindungan sistem dari fitnah
harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika mekanisme dipakai untuk menyerang
lawan. Dalam konteks laporan tanpa dasar atau bukti palsu, langkah minimum
yang patut dilakukan adalah verifikasi, itikad baik, dan sanksi proporsional.
Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak
semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak
berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas
layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

9.11 Ringkasan Bab

Bab 9 memperlihatkan bahwa pelaporan yang bertanggung jawab
menggabungkan keberanian, bukti, prosedur, dan perlindungan. Sistem harus
menjamin kerahasiaan, mencegah pembalasan, memilah laporan, serta memberi
informasi mengenai tindak lanjut. Setiap tema menuntut keseimbangan antara
ketegasan terhadap penyimpangan dan kehati-hatian agar pengawasan tidak
berubah menjadi fitnah, intimidasi, atau kompetisi partisan. Perbaikan yang
berkelanjutan membutuhkan tujuan yang jelas, data yang dapat diuji, pembagian
tanggung jawab, partisipasi yang bermakna, saluran pelaporan aman, serta tindak
lanjut yang dapat dilihat oleh publik.

e Nilai harus diterjemahkan menjadi prosedur dan indikator yang dapat diperiksa.

e Konflik kepentingan perlu dikenali serta dikelola sebelum memengaruhi
keputusan.

e Keterbukaan harus memperkuat pemahaman, bukan sekadar menambah jumlah
berkas.

e Kritik, audit, dan laporan harus diikuti koreksi serta pembelajaran kelembagaan.

e Hak pihak yang terdampak, pelapor, saksi, dan pihak terlapor harus dilindungi
secara proporsional.

9.12 Rujukan Pilihan
* UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban

* LPSK: Sistem Pengaduan dan Whistleblowing System
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BAB 10 — MEMBANGUN BUDAYA POLITIK
BERINTEGRITAS DARI KELUARGA HINGGA
NEGARA

QS An-Nahl [16]: 90
4l )i.A 15 oLl O s Gl (8 AJb olaa-dly Jaall 326 Al ¢

Makna ringkas: Keadilan dan kebajikan diperintahkan, sedangkan perbuatan keji,
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kemungkaran, serta kesewenang-wenangan dilarang.

Budaya integritas tidak lahir dari slogan, melainkan dari kebiasaan yang
konsisten. Pendidikan keluarga, sekolah, organisasi, partai, birokrasi, dan lembaga
negara harus menguatkan nilai yang sama melalui keteladanan, sistem, dan
konsekuensi.

Tujuan bab ini adalah membantu pembaca menghubungkan prinsip moral dengan
tindakan yang dapat diamati. Pembahasan tidak berhenti pada kecaman terhadap
pelanggaran, tetapi menelusuri bagaimana aturan, data, pembagian tugas,
partisipasi, audit, dan perlindungan pelapor dapat mengurangi risiko
penyalahgunaan kekuasaan.

Pertanyaan kunci bab: Siapa mengambil keputusan, berdasarkan data apa, untuk
kepentingan siapa, dengan biaya berapa, melalui prosedur apa, dan bagaimana
masyarakat dapat memeriksa serta meminta perbaikan?

10.1 Integritas dalam Keluarga

Fokus: Pendidikan kejujuran sejak rumah dan cara mencegah keadaan ketika anak
melihat kompromi antara nasihat dan tindakan.

Ketika kebijakan diterapkan, pendidikan kejujuran sejak rumah perlu dipahami
sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar
urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya
adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya,
bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika anak melihat kompromi
antara nasihat dan tindakan, keputusan mungkin tetap tampak sah secara
administratif, tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin
kesetaraan, keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
amanah menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Konsekuensinya, pembahasan
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pendidikan kejujuran sejak rumah harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan akademisi dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus penggunaan uang dan pemenuhan janji,
ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat
atau kepatuhan dokumen. Padahal, keteladanan dan dialog moral dapat mengubah
nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat
gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan,
memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah pendidikan kejujuran sejak rumah jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Pada akhirnya, pencegahan perlu menyatukan
keteladanan dan dialog moral, penguatan kompetensi, dan mekanisme koreksi
yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan sistem tanpa
kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan lebih cepat,
melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika penggunaan uang dan pemenuhan janji
diputuskan dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen
dasar tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
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berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. keteladanan dan dialog moral menjadi titik
awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil
perbaikan.

Perbaikan pendidikan kejujuran sejak rumah dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Dalam konteks tersebut,
keteladanan dan dialog moral harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas
hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca

Kelola

Disarankan

Keputusan tentang pendidikan
kejujuran sejak rumah hanya
dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

publik
dan

Pertimbangan
terdokumentasi
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, wajibkan
telaah pihak yang independen.

dan

Ada dekat
penggunaan uang
pemenuhan janji yang tidak
diumumkan.

relasi dalam

dan

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,

harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai anak melihat
kompromi antara nasihat dan

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung

tindakan  terlambat, tidak | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
lengkap, atau sulit | keterangan.

dibandingkan.

Kritik terhadap pendidikan | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
kejujuran sejak rumah dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan;  sediakan  forum
dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
anak melihat kompromi antara | kepatuhan  hanya menjadi | indikator hasil, bukti
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Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

nasihat dan tindakan tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai pendidikan kejujuran sejak rumah
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika anak melihat
kompromi antara nasihat dan tindakan?

3. Apakah proses penggunaan uang dan pemenuhan janji memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa keteladanan dan dialog moral benar-benar
dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Integritas dalam Keluarga menegaskan bahwa pendidikan kejujuran sejak rumah
harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika anak melihat kompromi antara nasihat
dan tindakan. Dalam konteks penggunaan uang dan pemenuhan janji, langkah
minimum yang patut dilakukan adalah keteladanan dan dialog moral. Penilaian
harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak,
dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

10.2 Sekolah dan Kampus Berintegritas

Fokus: Pendidikan antikorupsi dan cara mencegah keadaan ketika nilai kejujuran
diajarkan tetapi kecurangan ditoleransi.

Pada tingkat kelembagaan, pendidikan antikorupsi perlu dipahami sebagai bagian
dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan teknis yang
hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah siapa yang
memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana alasan keputusan
disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki kesempatan untuk
menyampaikan keberatan. Ketika nilai kejujuran diajarkan tetapi kecurangan
ditoleransi, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip kejujuran
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menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Konsekuensinya, pembahasan pendidikan antikorupsi
harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku individu, serta
pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca menghindari
dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau
sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada
putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan jurnalis dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus ujian, penerimaan, dan penelitian, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, aturan adil dan budaya akademik dapat mengubah
nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama memperkuat
gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan keadilan,
memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah pendidikan antikorupsi jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung
dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi, kualitas
data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika penghargaan
hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong memanipulasi
pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak memberi
teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan.
Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah
dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang berulang
tidak terlihat sebagai pola. Hal penting lainnya, pencegahan perlu menyatukan
aturan adil dan budaya akademik, penguatan kompetensi, dan mekanisme koreksi
yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan sistem tanpa
kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan lebih cepat,
melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika ujian, penerimaan, dan penelitian diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
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memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. aturan adil dan budaya akademik menjadi
titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil
perbaikan.

Perbaikan pendidikan antikorupsi dapat dimulai dengan menentukan pemilik
proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib disimpan.
Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Karena itu, aturan adil dan budaya
akademik harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil, bukan hanya
dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan. Pimpinan perlu
mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat bahwa
pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang pendidikan
antikorupsi hanya dikuasai
sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan  publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam ujian,
penerimaan, dan penelitian
yang tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data mengenai nilai kejujuran
diajarkan tetapi kecurangan

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung

antikorupsi dijawab dengan
serangan pribadi.

partisipasi
polarisasi.

berubah menjadi

ditoleransi terlambat, tidak | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
lengkap, atau sulit | keterangan.

dibandingkan.

Kritik terhadap pendidikan | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan

tuduhan;  sediakan  forum

jawab serta hak koreksi.
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Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
nilai kejujuran diajarkan tetapi | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
kecurangan ditoleransi tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai pendidikan antikorupsi dinyatakan
secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika nilai
kejujuran diajarkan tetapi kecurangan ditoleransi?

3. Apakah proses ujian, penerimaan, dan penelitian memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa aturan adil dan budaya akademik benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Sekolah dan Kampus Berintegritas menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi
harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika nilai kejujuran diajarkan tetapi
kecurangan ditoleransi. Dalam konteks ujian, penerimaan, dan penelitian, langkah
minimum yang patut dilakukan adalah aturan adil dan budaya akademik.
Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak
semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak
berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas
layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

10.3 Masjid dan Komunitas Keagamaan

Fokus: Pembinaan amanah melalui komunitas dan cara mencegah keadaan ketika
dana sosial tidak dikelola terbuka.

Dari perspektif pencegahan, pembinaan amanah melalui komunitas perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika dana sosial tidak
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dikelola terbuka, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip keadilan
menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Konsekuensinya, pembahasan pembinaan amanah
melalui komunitas harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku
individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu
pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai
kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil
selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan akademisi dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus infak, zakat, dan kegiatan jamaah, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, laporan rutin dan pengawasan jamaah dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah pembinaan amanah melalui komunitas jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Dengan demikian, pencegahan perlu
menyatukan laporan rutin dan pengawasan jamaah, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika infak, zakat, dan kegiatan jamaah diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
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menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. laporan rutin dan pengawasan jamaah
menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan pembinaan amanah melalui komunitas dapat dimulai dengan
menentukan pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang
wajib disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan
siapa mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai,
dan alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Dengan demikian, laporan rutin dan
pengawasan jamaah harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat

bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca

Kelola

Disarankan

Keputusan tentang pembinaan
amanah melalui komunitas

hanya dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

publik
dan

Pertimbangan
terdokumentasi
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, wajibkan
telaah pihak yang independen.

dan

Ada relasi dekat dalam infak,
zakat, dan kegiatan jamaah
yang tidak diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai dana sosial
tidak dikelola terbuka
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
sulit

jawab dimintai

keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Kritik terhadap pembinaan | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
amanah melalui komunitas | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dijawab dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
dana sosial tidak dikelola | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
terbuka tidak memiliki batas | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai pembinaan amanah melalui
komunitas dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika dana sosial
tidak dikelola terbuka?

3. Apakah proses infak, zakat, dan kegiatan jamaah memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa laporan rutin dan pengawasan jamaah benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Masjid dan Komunitas Keagamaan menegaskan bahwa pembinaan amanah
melalui komunitas harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan
yang saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika dana sosial tidak dikelola
terbuka. Dalam konteks infak, zakat, dan kegiatan jamaah, langkah minimum
yang patut dilakukan adalah laporan rutin dan pengawasan jamaah. Penilaian
harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak,
dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

10.4 Organisasi dan Tempat Kerja

Fokus: Budaya kerja berintegritas dan cara mencegah keadaan ketika target
mendorong manipulasi data.

Dalam hubungan antara pejabat dan masyarakat, budaya kerja berintegritas perlu
dipahami sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan
sekadar urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok
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persoalannya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung
biaya, bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika target mendorong
manipulasi data, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip amanah
menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Karena itu, pembahasan budaya kerja berintegritas
harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku individu, serta
pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca menghindari
dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau
sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada
putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pejabat dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus penilaian kinerja dan insentif, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, nilai, prosedur, dan perlindungan keberatan dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah budaya kerja berintegritas jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung
dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi, kualitas
data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika penghargaan
hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong memanipulasi
pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak memberi
teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan.
Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah
dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang berulang
tidak terlihat sebagai pola. Pada saat yang sama, pencegahan perlu menyatukan
nilai, prosedur, dan perlindungan keberatan, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika penilaian kinerja dan insentif diputuskan dalam
waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi
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sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil keputusan memiliki
hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung keputusan
menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik menuduh adanya
penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang lengkap. Dalam situasi
semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan langsung membenarkan
atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi, penilaian etis, dan
dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen, memetakan relasi,
membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta menilai apakah
prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik berhak memperoleh
penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk memberikan jawaban
tetap dihormati. nilai, prosedur, dan perlindungan keberatan menjadi titik awal
agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan budaya kerja berintegritas dapat dimulai dengan menentukan pemilik
proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib disimpan.
Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Karena itu, nilai, prosedur, dan
perlindungan keberatan harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

penilaian kinerja dan insentif
yang tidak diumumkan.

memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

. . Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejal Perlu Dib
€)a’a yang 2eriu Dibaca Kelola Disarankan
Keputusan tentang budaya | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
kerja  berintegritas  hanya | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan
dikuasai sedikit orang. koreksi menyempit. telaah pihak yang independen.
Ada relasi dekat dalam | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi

kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai target
mendorong manipulasi data
terlambat, tidak lengkap, atau

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung

jawab sulit dimintai

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

sulit dibandingkan.

keterangan.

jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap budaya kerja
berintegritas dijawab dengan
serangan pribadi.

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan
tuduhan;  sediakan  forum
jawab serta hak koreksi.

Tindak lanjut atas temuan
target mendorong manipulasi
data tidak memiliki batas
waktu.

partisipasi berubah menjadi
polarisasi.

Masalah berulang dan
kepatuhan hanya menjadi

kegiatan administratif.

Susun rencana aksi, tenggat,

indikator hasil, bukti
pelaksanaan, dan eskalasi
sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai budaya kerja berintegritas
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika target
mendorong manipulasi data?

3. Apakah proses penilaian kinerja dan insentif memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa nilai, prosedur, dan perlindungan keberatan
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Organisasi dan Tempat Kerja menegaskan bahwa budaya kerja berintegritas harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika target mendorong manipulasi data. Dalam konteks
penilaian kinerja dan insentif, langkah minimum yang patut dilakukan adalah
nilai, prosedur, dan perlindungan keberatan. Penilaian harus berbasis fakta,
terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

10.5 Partai Politik Berintegritas

Fokus: Pembenahan tata kelola partai dan cara mencegah keadaan ketika
pendanaan dan rekrutmen tidak transparan.

Dari perspektif pencegahan, pembenahan tata kelola partai perlu dipahami sebagai
bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan
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teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah
siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana
alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika pendanaan dan rekrutmen
tidak transparan, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip keberanian
moral menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Pada saat yang sama, pembahasan
pembenahan tata kelola partai harus menghubungkan norma, desain kelembagaan,
perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini
membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah
sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai
hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan jurnalis dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus pemilihan calon dan biaya politik, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, audit, kaderisasi, dan demokrasi internal dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah pembenahan tata kelola partai jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Hal penting lainnya, pencegahan perlu
menyatukan audit, kaderisasi, dan demokrasi internal, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.
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Bayangkan sebuah situasi ketika pemilihan calon dan biaya politik diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. audit, kaderisasi, dan demokrasi internal
menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan pembenahan tata kelola partai dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Hal penting lainnya, audit,
kaderisasi, dan demokrasi internal harus dinilai dari perubahan perilaku dan
kualitas hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen
kebijakan. Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga
dapat melihat bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang
Gejala yang Perlu Dibaca
Jala yang uH Kelola Disarankan
Keputusan tentang | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
pembenahan tata kelola partai | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan
hanya dikuasai sedikit orang. | koreksi menyempit. telaah pihak yang independen.
Ada relasi dekat dalam | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi
pemilihan calon dan biaya | memengaruhi netralitas, | kepentingan, pengunduran diri
politik yang tidak diumumkan. | harga, atau mutu layanan. dari proses, dan pemeriksaan
silang.
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Data mengenai pendanaan dan
rekrutmen tidak transparan
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap pembenahan

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

tata kelola partai dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
pendanaan dan rekrutmen | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
tidak transparan tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai pembenahan tata kelola partai
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika pendanaan
dan rekrutmen tidak transparan?

3. Apakah proses pemilihan calon dan biaya politik memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa audit, kaderisasi, dan demokrasi internal
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Partai Politik Berintegritas menegaskan bahwa pembenahan tata kelola partai
harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika pendanaan dan rekrutmen tidak
transparan. Dalam konteks pemilihan calon dan biaya politik, langkah minimum
yang patut dilakukan adalah audit, kaderisasi, dan demokrasi internal. Penilaian
harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak,
dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

10.6 Birokrasi Berintegritas

Fokus: Pelayanan publik profesional dan cara mencegah keadaan ketika loyalitas
personal mengalahkan aturan.
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Dari sudut etika publik, pelayanan publik profesional perlu dipahami sebagai
bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan
teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah
siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana
alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika loyalitas personal
mengalahkan aturan, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif,
tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip
profesionalitas menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Hal penting lainnya, pembahasan
pelayanan publik profesional harus menghubungkan norma, desain kelembagaan,
perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini
membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah
sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai
hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pejabat dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus mutasi, promosi, dan pelayanan, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, merit, digitalisasi, dan pengawasan dapat
mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah pelayanan publik profesional jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Langkah berikutnya, pencegahan perlu
menyatukan merit, digitalisasi, dan pengawasan, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
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kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika mutasi, promosi, dan pelayanan diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. merit, digitalisasi, dan pengawasan menjadi
titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil
perbaikan.

Perbaikan pelayanan publik profesional dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Dalam konteks tersebut, merit,
digitalisasi, dan pengawasan harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas
hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

Keputusan tentang pelayanan | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
publik  profesional hanya | terdokumentasi dan ruang | keberatan, dan  wajibkan
dikuasai sedikit orang. koreksi menyempit. telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam mutasi, | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

promosi, dan pelayanan yang
tidak diumumkan.

memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data  mengenai loyalitas
personal mengalahkan aturan

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung

terlambat, tidak lengkap, atau | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
sulit dibandingkan. keterangan.

Kritik terhadap pelayanan | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
publik profesional dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
loyalitas personal | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
mengalahkan aturan tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai pelayanan publik profesional
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika loyalitas
personal mengalahkan aturan?

3. Apakah proses mutasi, promosi, dan pelayanan memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa merit, digitalisasi, dan pengawasan benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Birokrasi Berintegritas menegaskan bahwa pelayanan publik profesional harus

dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika loyalitas personal mengalahkan aturan. Dalam
konteks mutasi, promosi, dan pelayanan, langkah minimum yang patut dilakukan
adalah merit, digitalisasi, dan pengawasan. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka
terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada
perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi
menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang
dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

327



10.7 Lembaga Negara yang Saling Mengawasi

Fokus: Checks and balances dan cara mencegah keadaan ketika pengawasan
dilemahkan oleh transaksi politik.

Dari sudut etika publik, checks and balances perlu dipahami sebagai bagian dari
kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan teknis yang
hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah siapa yang
memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana alasan keputusan
disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki kesempatan untuk
menyampaikan keberatan. Ketika pengawasan dilemahkan oleh transaksi politik,
keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi kehilangan
legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan, keterbukaan, atau
perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip kepedulian menuntut agar
kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan kesediaan
untuk diperiksa. Karena itu, pembahasan checks and balances harus
menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman
konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua
kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau
sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada
putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan warga dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus hubungan eksekutif, legislatif, yudikatif,
dan lembaga independen, ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya
mengejar keluaran cepat atau kepatuhan dokumen. Padahal, kewenangan jelas dan
keterbukaan dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur.
Nilai agama memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat,
menegakkan keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta
secara batil.

Masalah checks and balances jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung dengan
struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi, kualitas data, dan
keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika penghargaan hanya
diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong memanipulasi
pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak memberi
teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi bawahan.
Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan mudah
dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang berulang
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tidak terlihat sebagai pola. Namun demikian, pencegahan perlu menyatukan
kewenangan jelas dan keterbukaan, penguatan kompetensi, dan mekanisme
koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik bukan
sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan
lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika hubungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan
lembaga independen diputuskan dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan
mendesak. Dokumen dasar tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan
beberapa pengambil keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang
diuntungkan. Pendukung keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat,
sedangkan pengkritik menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi
dan bukti yang lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung
jawab bukan langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan
fakta, asumsi, penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu
mengamankan dokumen, memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria,
meminta klarifikasi, serta menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara
proporsional. Publik berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak
pihak terlapor untuk memberikan jawaban tetap dihormati. kewenangan jelas dan
keterbukaan menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi
pertarungan narasi tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan checks and balances dapat dimulai dengan menentukan pemilik proses,
tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib disimpan. Setiap
keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa mengusulkan,
siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan alasan
perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif, bukan
formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Secara operasional, kewenangan
jelas dan keterbukaan harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat
bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Risiko Etis dan Tata Pengendalian yang

jal Perlu Di
Gejala yang Perlu Dibaca Kelola Disarankan

Keputusan tentang checks and | Pertimbangan publik tidak | Buka dasar keputusan, catat
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Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

balances  hanya  dikuasai

sedikit orang.

terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

ruang

keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam | Konflik kepentingan dapat | Gunakan deklarasi
hubungan eksekutif, legislatif, | memengaruhi netralitas, | kepentingan, pengunduran diri
yudikatif, dan lembaga | harga, atau mutu layanan. dari proses, dan pemeriksaan
independen yang tidak silang.

diumumkan.

Data mengenai pengawasan

Publik tidak mampu menguji

Tetapkan standar data terbuka,

dilemahkan oleh transaksi | kewajaran dan penanggung | jadwal publikasi, penanggung
politik terlambat, tidak | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
lengkap, atau sulit | keterangan.

dibandingkan.

Kritik terhadap checks and

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

balances dijawab  dengan | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
pengawasan dilemahkan oleh | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
transaksi politik tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai checks and balances dinyatakan
secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika pengawasan
dilemahkan oleh transaksi politik?

3. Apakah proses hubungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga independen
memberi ruang bagi persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang
wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa kewenangan jelas dan keterbukaan benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?

Rangkuman Subbab

Lembaga Negara yang Saling Mengawasi menegaskan bahwa checks and
balances harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang
saling menguatkan. Risiko utama muncul ketika pengawasan dilemahkan oleh
transaksi politik. Dalam konteks hubungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan

330



lembaga independen, langkah minimum yang patut dilakukan adalah kewenangan
jelas dan keterbukaan. Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi,
menghormati hak semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini,
integritas tidak berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan,
kualitas layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

10.8 Teknologi untuk Integritas

Fokus: Pemanfaatan teknologi antikorupsi dan cara mencegah keadaan ketika
digitalisasi hanya memindahkan masalah.

Dilihat dari tata kelola, pemanfaatan teknologi antikorupsi perlu dipahami sebagai
bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan
teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah
siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana
alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika digitalisasi hanya
memindahkan masalah, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif,
tetapi kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip tanggung
jawab menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas,
pencatatan, dan kesediaan untuk diperiksa. Dalam konteks tersebut, pembahasan
pemanfaatan teknologi antikorupsi harus menghubungkan norma, desain
kelembagaan, perilaku individu, serta pengalaman konkret masyarakat.
Pendekatan ini membantu pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap
semua masalah sebagai kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap
pelanggaran etis sebagai hal kecil selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan warga dilakukan.
Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik kepentingan, dasar
data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama proses, etika
menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan setara, dan
dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus e-budgeting, e-procurement, dan
dashboard, ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar
keluaran cepat atau kepatuhan dokumen. Padahal, desain transparan dan audit
sistem dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai
agama memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat,
menegakkan keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta
secara batil.
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Masalah pemanfaatan teknologi antikorupsi jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Pada saat yang sama, pencegahan perlu
menyatukan desain transparan dan audit sistem, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika e-budgeting, e-procurement, dan dashboard
diputuskan dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen
dasar tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. desain transparan dan audit sistem menjadi
titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi tanpa hasil
perbaikan.

Perbaikan pemanfaatan teknologi antikorupsi dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Dengan demikian, desain transparan
dan audit sistem harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil, bukan
hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan. Pimpinan perlu
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mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat bahwa
pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang
pemanfaatan teknologi
antikorupsi hanya dikuasai

sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam e-
budgeting, e-procurement, dan

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,

Gunakan deklarasi

kepentingan, pengunduran diri

hanya memindahkan masalah
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

kewajaran dan penanggung
jawab
keterangan.

sulit dimintai

dashboard yang tidak | harga, atau mutu layanan. dari proses, dan pemeriksaan
diumumkan. silang.
Data mengenai digitalisasi | Publik tidak mampu menguji | Tetapkan standar data terbuka,

jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap pemanfaatan

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

teknologi antikorupsi dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
digitalisasi hanya | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
memindahkan masalah tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai pemanfaatan teknologi antikorupsi
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika digitalisasi
hanya memindahkan masalah?
3. Apakah proses e-budgeting, e-procurement, dan dashboard memberi ruang bagi

persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?
4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa desain transparan dan audit sistem benar-

benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?
5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?
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Rangkuman Subbab

Teknologi untuk Integritas menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi antikorupsi
harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika digitalisasi hanya memindahkan
masalah. Dalam konteks e-budgeting, e-procurement, dan dashboard, langkah
minimum yang patut dilakukan adalah desain transparan dan audit sistem.
Penilaian harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak
semua pihak, dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak
berhenti sebagai slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas
layanan, dan kebiasaan kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh
masyarakat.

10.9 Indikator Budaya Integritas

Fokus: Pengukuran perilaku dan sistem dan cara mencegah keadaan ketika
keberhasilan dinilai dari jumlah kegiatan.

Pada tingkat kelembagaan, pengukuran perilaku dan sistem perlu dipahami
sebagai bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar
urusan teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya
adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya,
bagaimana alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika keberhasilan dinilai dari
jumlah kegiatan, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip keterbukaan
menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Dalam konteks tersebut, pembahasan pengukuran
perilaku dan sistem harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku
individu, serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu
pembaca menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai
kejahatan pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil
selama belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan pimpinan organisasi
dilakukan. Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik
kepentingan, dasar data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama
proses, etika menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan
setara, dan dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus program pembangunan integritas, ketiga
tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar keluaran cepat atau
kepatuhan dokumen. Padahal, survei, data pelanggaran, dan perbaikan dapat
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mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai agama
memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat, menegakkan
keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta secara batil.

Masalah pengukuran perilaku dan sistem jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Dengan demikian, pencegahan perlu
menyatukan survei, data pelanggaran, dan perbaikan, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika program pembangunan integritas diputuskan
dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen dasar
tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. survei, data pelanggaran, dan perbaikan
menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan pengukuran perilaku dan sistem dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
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kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Hal penting lainnya, survei, data
pelanggaran, dan perbaikan harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas
hasil, bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat

bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang
pengukuran  perilaku  dan
sistem hanya dikuasai sedikit

orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada relasi dekat dalam
program pembangunan
integritas yang tidak
diumumkan.

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan
silang.

Data mengenai keberhasilan
dinilai dari jumlah kegiatan
terlambat, tidak lengkap, atau
sulit dibandingkan.

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung
jawab sulit dimintai
keterangan.

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung
jawab, dan jejak perubahan.

Kritik terhadap pengukuran

Substansi masalah hilang dan

Pisahkan fakta, penilaian, dan

perilaku dan sistem dijawab | partisipasi berubah menjadi | tuduhan; sediakan  forum
dengan serangan pribadi. polarisasi. jawab serta hak koreksi.
Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
keberhasilan  dinilai  dari | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
jumlah kegiatan tidak | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
memiliki batas waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai pengukuran perilaku dan sistem

dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?
2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika keberhasilan
dinilai dari jumlah kegiatan?

3. Apakah proses program pembangunan integritas memberi ruang bagi persaingan,
partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa survei, data pelanggaran, dan perbaikan
benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?
5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan

dievaluasi?
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Rangkuman Subbab

Indikator Budaya Integritas menegaskan bahwa pengukuran perilaku dan sistem
harus dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling
menguatkan. Risiko utama muncul ketika keberhasilan dinilai dari jumlah
kegiatan. Dalam konteks program pembangunan integritas, langkah minimum
yang patut dilakukan adalah survei, data pelanggaran, dan perbaikan. Penilaian
harus berbasis fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak,
dan berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

10.10 Agenda Aksi Bersama

Fokus: Gerakan integritas lintas tingkat dan cara mencegah keadaan ketika inisiatif
terpisah dan cepat berhenti.

Dilihat dari tata kelola, gerakan integritas lintas tingkat perlu dipahami sebagai
bagian dari kewajiban mengelola kepentingan bersama, bukan sekadar urusan
teknis yang hanya dimengerti oleh pejabat atau ahli. Pokok persoalannya adalah
siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana
alasan keputusan disusun, dan apakah pihak yang terdampak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketika inisiatif terpisah dan cepat
berhenti, keputusan mungkin tetap tampak sah secara administratif, tetapi
kehilangan legitimasi etis karena prosesnya tidak menjamin kesetaraan,
keterbukaan, atau perlindungan terhadap pihak yang lemah. Prinsip kejujuran
menuntut agar kewenangan selalu disertai batas, tujuan yang jelas, pencatatan, dan
kesediaan untuk diperiksa. Karena itu, pembahasan gerakan integritas lintas
tingkat harus menghubungkan norma, desain kelembagaan, perilaku individu,
serta pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan ini membantu pembaca
menghindari dua kekeliruan: menganggap semua masalah sebagai kejahatan
pidana, atau sebaliknya menganggap pelanggaran etis sebagai hal kecil selama
belum ada putusan pengadilan.

Etika publik bekerja sebelum, selama, dan sesudah tindakan wakil rakyat
dilakukan. Sebelum keputusan, etika meminta pemeriksaan motif, konflik
kepentingan, dasar data, serta kemungkinan dampak yang tidak seimbang. Selama
proses, etika menuntut prosedur yang konsisten, kesempatan partisipasi, perlakuan
setara, dan dokumentasi yang dapat ditelusuri. Sesudah keputusan, etika menuntut
penjelasan, evaluasi, koreksi, pemulihan kerugian, dan konsekuensi apabila
ditemukan penyimpangan. Dalam kasus rencana keluarga, organisasi, dan
pemerintah, ketiga tahap itu sering terputus karena organisasi hanya mengejar
keluaran cepat atau kepatuhan dokumen. Padahal, tujuan bertahap, koalisi, dan
evaluasi dapat mengubah nilai moral menjadi kebiasaan kerja yang terukur. Nilai
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agama memperkuat gagasan ini melalui kewajiban menunaikan amanat,
menegakkan keadilan, memeriksa informasi, dan menjauhi pengambilan harta
secara batil.

Masalah gerakan integritas lintas tingkat jarang berdiri sendiri; ia biasanya
terhubung dengan struktur insentif, pembagian kewenangan, budaya organisasi,
kualitas data, dan keberanian orang untuk menyampaikan keberatan. Jika
penghargaan hanya diberikan kepada pencapaian angka, orang dapat terdorong
memanipulasi pelaporan atau mengabaikan proses yang patut. Jika pimpinan tidak
memberi teladan, aturan akan dibaca sebagai formalitas yang hanya berlaku bagi
bawahan. Jika pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, hasil pemeriksaan
mudah dilunakkan. Jika warga tidak memperoleh informasi, kesalahan yang
berulang tidak terlihat sebagai pola. Dalam konteks tersebut, pencegahan perlu
menyatukan tujuan bertahap, koalisi, dan evaluasi, penguatan kompetensi, dan
mekanisme koreksi yang tidak menghukum kritik beritikad baik. Sistem yang baik
bukan sistem tanpa kesalahan, melainkan sistem yang mampu menemukan
kesalahan lebih cepat, melindungi orang yang melaporkannya, dan memperbaiki
penyebabnya.

Bayangkan sebuah situasi ketika rencana keluarga, organisasi, dan pemerintah
diputuskan dalam waktu singkat dengan alasan kebutuhan mendesak. Dokumen
dasar tersedia, tetapi sebagian data tidak dipublikasikan dan beberapa pengambil
keputusan memiliki hubungan dekat dengan pihak yang diuntungkan. Pendukung
keputusan menekankan manfaat yang segera terlihat, sedangkan pengkritik
menuduh adanya penyimpangan tanpa menyusun kronologi dan bukti yang
lengkap. Dalam situasi semacam ini, langkah yang bertanggung jawab bukan
langsung membenarkan atau menghukum, melainkan memisahkan fakta, asumsi,
penilaian etis, dan dugaan hukum. Tim pemeriksa perlu mengamankan dokumen,
memetakan relasi, membandingkan harga atau kriteria, meminta klarifikasi, serta
menilai apakah prosedur pengecualian digunakan secara proporsional. Publik
berhak memperoleh penjelasan yang cukup, sementara hak pihak terlapor untuk
memberikan jawaban tetap dihormati. tujuan bertahap, koalisi, dan evaluasi
menjadi titik awal agar penyelesaian tidak berubah menjadi pertarungan narasi
tanpa hasil perbaikan.

Perbaikan gerakan integritas lintas tingkat dapat dimulai dengan menentukan
pemilik proses, tujuan, indikator, batas kewenangan, dan bukti yang wajib
disimpan. Setiap keputusan penting perlu memiliki jejak yang menjelaskan siapa
mengusulkan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, dasar data yang dipakai, dan
alasan perubahan. Deklarasi konflik kepentingan harus menjadi praktik aktif,
bukan formulir yang diisi sekali lalu dilupakan. Informasi yang relevan perlu
diumumkan dalam bahasa yang dapat dipahami, sedangkan data pribadi atau
informasi yang sah dikecualikan harus dilindungi secara proporsional. Saluran
pengaduan harus menjamin registrasi, kerahasiaan, penilaian awal, rujukan
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kewenangan, batas waktu, serta umpan balik. Pada akhirnya, tujuan bertahap,
koalisi, dan evaluasi harus dinilai dari perubahan perilaku dan kualitas hasil,
bukan hanya dari jumlah rapat, aplikasi, poster, atau dokumen kebijakan.
Pimpinan perlu mempublikasikan kemajuan perbaikan agar warga dapat melihat

bahwa pengawasan menghasilkan tindakan nyata.

Peta Risiko dan Pengendalian

Gejala yang Perlu Dibaca

Risiko Etis dan Tata
Kelola

Pengendalian yang
Disarankan

Keputusan tentang gerakan
integritas lintas tingkat hanya
dikuasai sedikit orang.

tidak
ruang

Pertimbangan publik
terdokumentasi  dan
koreksi menyempit.

Buka dasar keputusan, catat
keberatan, dan  wajibkan
telaah pihak yang independen.

Ada dekat
rencana keluarga, organisasi,
dan pemerintah yang tidak
diumumkan.

relasi dalam

Konflik kepentingan dapat
memengaruhi netralitas,
harga, atau mutu layanan.

Gunakan deklarasi
kepentingan, pengunduran diri
dari proses, dan pemeriksaan

silang.

Data  mengenai inisiatif

terpisah dan cepat berhenti

Publik tidak mampu menguji
kewajaran dan penanggung

Tetapkan standar data terbuka,
jadwal publikasi, penanggung

terlambat, tidak lengkap, atau | jawab sulit dimintai | jawab, dan jejak perubahan.
sulit dibandingkan. keterangan.

Kritik  terhadap  gerakan | Substansi masalah hilang dan | Pisahkan fakta, penilaian, dan
integritas lintas tingkat | partisipasi berubah menjadi | tuduhan;  sediakan  forum
dijawab  dengan serangan | polarisasi. jawab serta hak koreksi.
pribadi.

Tindak lanjut atas temuan | Masalah berulang dan | Susun rencana aksi, tenggat,
inisiatif terpisah dan cepat | kepatuhan hanya menjadi | indikator hasil, bukti
berhenti tidak memiliki batas | kegiatan administratif. pelaksanaan, dan eskalasi
waktu. sanksi.

Pertanyaan Pemeriksaan

1. Apakah tujuan dan dasar keputusan mengenai gerakan integritas lintas tingkat
dinyatakan secara tertulis dan dapat diperiksa?

2. Siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung kerugian ketika inisiatif
terpisah dan cepat berhenti?

3. Apakah proses rencana keluarga, organisasi, dan pemerintah memberi ruang bagi
persaingan, partisipasi, klarifikasi, dan keberatan yang wajar?

4. Bukti apa yang menunjukkan bahwa tujuan bertahap, koalisi, dan evaluasi benar-
benar dilaksanakan, bukan hanya dicantumkan dalam dokumen?

5. Bagaimana temuan, kritik, atau laporan akan ditindaklanjuti, diumumkan, dan
dievaluasi?
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Rangkuman Subbab

Agenda Aksi Bersama menegaskan bahwa gerakan integritas lintas tingkat harus
dikelola melalui nilai, aturan, prosedur, dan pengawasan yang saling menguatkan.
Risiko utama muncul ketika inisiatif terpisah dan cepat berhenti. Dalam konteks
rencana keluarga, organisasi, dan pemerintah, langkah minimum yang patut
dilakukan adalah tujuan bertahap, koalisi, dan evaluasi. Penilaian harus berbasis
fakta, terbuka terhadap klarifikasi, menghormati hak semua pihak, dan
berorientasi pada perbaikan. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai
slogan pribadi, tetapi menjadi karakter keputusan, kualitas layanan, dan kebiasaan
kelembagaan yang dapat dilihat serta diuji oleh masyarakat.

10.11 Ringkasan Bab

Bab 10 memperlihatkan bahwa budaya integritas tidak lahir dari slogan,
melainkan dari kebiasaan yang konsisten. Pendidikan keluarga, sekolah,
organisasi, partai, birokrasi, dan lembaga negara harus menguatkan nilai yang
sama melalui keteladanan, sistem, dan konsekuensi. Setiap tema menuntut
keseimbangan antara ketegasan terhadap penyimpangan dan kehati-hatian agar
pengawasan tidak berubah menjadi fitnah, intimidasi, atau kompetisi partisan.
Perbaikan yang berkelanjutan membutuhkan tujuan yang jelas, data yang dapat
diuji, pembagian tanggung jawab, partisipasi yang bermakna, saluran pelaporan
aman, serta tindak lanjut yang dapat dilihat oleh publik.

* Nilai harus diterjemahkan menjadi prosedur dan indikator yang dapat diperiksa.

» Konflik kepentingan perlu dikenali serta dikelola sebelum memengaruhi
keputusan.

» Keterbukaan harus memperkuat pemahaman, bukan sekadar menambah jumlah
berkas.

»  Kiritik, audit, dan laporan harus diikuti koreksi serta pembelajaran kelembagaan.

» Hak pihak yang terdampak, pelapor, saksi, dan pihak terlapor harus dilindungi
secara proporsional.

10.12 Rujukan Pilihan

= Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
= Open Government Partnership: Foundations for Open Government
= KPK E-Learning Antikorupsi
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LAMPIRAN A — INSTRUMEN AUDIT INTEGRITAS
SEDERHANA

Instrumen berikut dapat digunakan sebagai bahan penilaian awal. Skor tidak
menggantikan audit profesional, tetapi membantu organisasi menemukan area
yang memerlukan bukti, perbaikan, atau pengawasan lebih dalam.

No. Area Pernyataan Skor 0-3 Bukti/Tindak
Penilaian Lanjut
1 Kepemimpinan Pimpinan

menyatakan standar
integritas, memberi

teladan, dan
menindak

pelanggaran secara
konsisten.

2 Konflik Terdapat deklarasi,
Kepentingan verifikasi,

pengunduran  diri
dari proses, dan

dokumentasi
penanganan.

3 Anggaran Perencanaan,
perubahan,
pelaksanaan, dan
hasil anggaran
dapat dilacak dan
dijelaskan.

4 Pengadaan Spesifikasi,
persaingan,
evaluasi, kontrak,
perubahan, dan
pelaksanaan
diawasi.

5 Keterbukaan Informasi
dipublikasikan tepat
waktu, mudah
dipahami, dan
tersedia dalam
format yang
berguna.

6 Pengaduan Pelapor mendapat

nomor  registrasi,
kerahasiaan, batas
waktu, dan umpan
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No. Area Pernyataan Skor 0-3 Bukti/Tindak
Penilaian Lanjut

balik.

7 Audit Temuan
diklasifikasikan,
diberi penanggung
jawab, tenggat, dan
verifikasi  tindak
lanjut.

8 Sumber Daya | Rekrutmen,
Manusia promosi,  mutasi,
penilaian, dan
sanksi
menggunakan
kriteria yang adil.

9 Partisipasi Warga dan
pemangku

kepentingan dapat
memberi masukan
sebelum keputusan

penting.

10 Evaluasi Program dinilai dari
hasil, dampak,
keluhan, dan
pembelajaran,
bukan hanya
penyerapan
anggaran.

Skor 0 berarti belum ada bukti; 1 berarti ada kebijakan tetapi penerapan terbatas; 2
berarti diterapkan cukup konsisten namun belum dievaluasi; 3 berarti diterapkan,
diuji, ditindaklanjuti, dan dilaporkan. Area dengan skor rendah atau bukti lemah
perlu dimasukkan ke dalam rencana perbaikan.
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LAMPIRAN B — FORMAT LAPORAN AWAL
DUGAAN PELANGGARAN

Format ini membantu pelapor menyusun informasi secara teratur. Jangan
memperoleh bukti dengan cara melanggar hukum, mengubah dokumen,
mengakses sistem tanpa hak, atau menyebarkan data pribadi yang tidak relevan.
Simpan salinan dan gunakan kanal yang berwenang.

Judul laporan

Ringkasan singkat mengenai peristiwa yang dilaporkan.

Waktu dan tempat

Tanggal, rentang waktu, lokasi, unit, atau sistem yang terkait.

Kronologi

Urutan kejadian berdasarkan pengalaman langsung dan sumber yang dapat
disebutkan.

Pihak terkait
Nama atau jabatan seperlunya; hindari penyebaran identitas yang tidak relevan.

Dugaan perbuatan

Jelaskan tindakan, keputusan, atau transaksi yang dipersoalkan tanpa
menyimpulkan pidana sebelum diperiksa.
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Bukti pendukung

Dokumen, foto, rekaman, data, saksi, atau jejak komunikasi yang diperoleh secara
sah.

Dampak

Kerugian layanan, anggaran, hak warga, keselamatan, kualitas, atau kepercayaan.

Upaya yang telah dilakukan

Klarifikasi, pengaduan internal, permintaan informasi, atau langkah lain.

Risiko terhadap pelapor

Ancaman, konflik kerja, kerentanan identitas, atau kebutuhan pendampingan.

Permintaan tindak lanjut

Pemeriksaan, perlindungan, penghentian praktik, pemulihan, atau perbaikan
sistem.
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LAMPIRAN C — GLOSARIUM

Akuntabilitas: Kewajiban pemegang mandat untuk menjelaskan keputusan,
penggunaan sumber daya, hasil, penyimpangan, dan perbaikan kepada pihak yang
berhak menilai.

Audit sosial: Pemeriksaan partisipatif oleh warga terhadap janji, anggaran,
pelaksanaan, dan manfaat program publik.

Benturan atau konflik kepentingan: Keadaan ketika kepentingan pribadi dapat
memengaruhi atau terlihat memengaruhi pelaksanaan tugas publik secara tidak
patut.

Gratifikasi: Pemberian dalam arti luas kepada pihak tertentu; penilaian
hukumnya bergantung pada hubungan dengan jabatan, kewajiban, dan ketentuan
yang berlaku.

Integritas: Keselarasan antara nilai, perkataan, keputusan, dan tindakan, disertai
kesediaan diperiksa serta memperbaiki kesalahan.

Keterbukaan data: Penyediaan data yang tepat waktu, dapat diakses, dijelaskan,
dan bila memungkinkan dapat digunakan kembali.

Korupsi: Penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan untuk keuntungan yang
tidak patut, dengan bentuk hukum yang beragam.

Nepotisme: Pengutamaan kerabat atau pihak dekat secara tidak adil dalam
keputusan, jabatan, fasilitas, atau kontrak.

Pengawasan publik: Kegiatan masyarakat dan lembaga non-pelaksana untuk
memeriksa, mempertanyakan, mengevaluasi, dan mendorong koreksi terhadap
kekuasaan.

Suap: Pemberian atau janji yang dimaksudkan untuk memengaruhi tindakan atau
keputusan seseorang dalam kedudukannya.

Transparansi: Keterbukaan mengenai aturan, proses, data, alasan, dan hasil
sehingga pihak lain dapat memahami serta menguji keputusan.

Whistleblower atau pelapor pelanggaran: Orang yang menyampaikan
informasi mengenai dugaan pelanggaran dari lingkungan atau akses yang
dimilikinya melalui mekanisme yang bertanggung jawab.
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346


https://peraturan.bpk.go.id/
https://aclc.kpk.go.id/
https://aclc.kpk.go.id/
https://www.lpsk.go.id/
https://www.lpsk.go.id/
https://www.oecd.org/en/publications/managing-conflict-of-interest-in-the-public-service_9789264104938-en.html
https://www.oecd.org/en/publications/oecd-public-integrity-handbook_ac8ed8e8-en.html
https://www.opengovpartnership.org/national-handbook/
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html
https://www.intosai.org/what-we-do/professional-standards.html

PENUTUP

Politik berintegritas tidak berarti politik tanpa perbedaan, konflik, atau kompetisi.
Integritas justru memberi aturan moral dan kelembagaan agar perbedaan
diselesaikan tanpa membeli keputusan, menyalahgunakan jabatan, menutup data,
atau merendahkan martabat pihak lain. Demokrasi yang sehat memerlukan
kekuasaan yang mampu bertindak dan masyarakat yang mampu mengoreksi.

Pemberantasan korupsi tidak dapat bergantung hanya pada penindakan setelah
kerugian terjadi. Pencegahan harus masuk ke dalam desain anggaran, pengadaan,
rekrutmen, data, konflik kepentingan, audit, keterbukaan informasi, pendidikan,
dan perlindungan pelapor. Setiap lapisan masyarakat memiliki ruang kontribusi,
mulai dari membiasakan kejujuran dalam keluarga sampai mengawasi kebijakan
nasional.

Pengawasan publik yang beretika memerlukan ketekunan. Fakta harus diperiksa,
bahasa harus dijaga, hak jawab harus diberikan, bukti harus diamankan, dan kanal
yang tepat harus dipilih. Ketegasan dan keadilan bukan dua hal yang berlawanan.
Ketegasan tanpa keadilan dapat berubah menjadi persekusi, sedangkan keadilan
tanpa keberanian dapat berubah menjadi pembiaran.

Budaya integritas tumbuh ketika tindakan benar menjadi lebih mudah, tindakan
menyimpang lebih sulit, pelanggaran lebih cepat ditemukan, pelapor lebih aman,
dan perbaikan lebih terlihat. Tugas itu panjang, tetapi dapat dimulai dari
keputusan kecil yang konsisten: menolak titipan, mengumumkan konflik
kepentingan, membuka data, mencatat penggunaan uang, memeriksa berita,
menghormati kritik, dan menindaklanjuti temuan. Wallahu a’lam.\
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